© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 1955
DI SUMATERA TENGAH

SKRIPSI

NIVERSITAS ANDAL =

<
1
N

ARDIANSYAH
06 181 035

JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur, penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan,
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul
“Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Tengah.”

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak frof. Dr. PIﬁl.
Gusti Asnan sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Lindayanti, M.Hum sebagai
Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan-
skripsi ini. Bantuan, nasehat, dan perhatian yang mereka berikan amat berarti bagi
penulis. Tanpa beliau, maka penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. |

Selanjutnya kepada Ketua J urusan Sejarah Bapak Drs. Sabar, M.Hum dan Ibu
Dra. Eni May, M.Si sebagai Seksetaris Jurusan atas bantuannya dan kemudahan.
selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Sejarah. Penulis juga mengucapkan’
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Zulqayyim, M.Hum sebagai
Penasehat Akademik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh
staf pengajar Jurusan Sejarah, Bapak Prof. Dr. Herwandi, M.Hum, Bapak Dr. Mhd.
Nur, M.S, Bapak Dr. Anatona, M.Hum, Bapak Dr. Nopriyasman, M.Hum, Ibu Dra.
Midawati, M.Hum, Bapak Drs. Zaiyardam Zubir, M.Hum, Bapak Drs. Syafrizal,

M.Hum, Bapak Drs. Purwohusodo, M.Hum, Bapzk Drs. Armansyah, Bapak Drs.

Wannofri Samry, M.Hum, Bapak Drs. M. Djuir, Bapak Israr Iskandar, S.S, M.Si,




Hamid dan Arif, Riffan dan Ridho, Oki dan Vicky, Andre dan Ari (say no to
GALAU). Dan mohon maaf untuk ibu dan bapak kos jika penulis sering telat bayar'
uang kos dengan killing smile.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, “tak ada gading yang tak
retak,” dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,
penulis mengharapkan kritikan yang membangun dari para pembaca dami perbaikan

dimasa yang akan datang. Akhirnya, penulis mengucapkan kata terima kasih.

Padang, 3 April 2012

Penulis



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 di Sumatera
Tengah™. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama di Indonesia ketika bangsa ini masih
mencari wujud ideal demokrasi pascakemerdekaan. Berbeda dengan pemilu
sesudahnya, Pemilu 1955 diramaikan dengan animo dan partisipasi masyarakat yang
kuat didalam menyalurkan hak suara mereka pada media pemilu, untuk mewujudkan
pemerintahan yang berazas Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.

Sebagai studi sejarah, penelitian ini menggunakan motode sejarah mulai dari
tahap pengumpulan sumber (heuristic), kritik sumber, interpretasi hingga penulisan
sejarah (historiografi). Sebagai bagian dari penulisan sejarah politik kontemporer,
penulisan ini tidak hanya menggunakan sumber tertulis akan tetapi juga
menggunakan sumber lisan. Sumber lisan yang didapat melalui wawancara dengan.
pihak-pihak yang terlibat dan menjadi saksi hidup dalam peristiwa pergolakan politik
di Sumatera Barat

Pelaksanaan Pemilu 1955 adalah pelaksanaan pemilu yang unik dan sangat
sulit untuk dapat terulang kembali. Keunikan Pemilu 1955 terletak pada besarnya
animo dan rasa keingintahuan masyarakat di Sumatera Tengah, terhadap pelaksanaan
pemilu yang baru pertama kali dilaksanakan pada saat itu. Situasi yang ditampilkan
pada saat pemungutan suara berlangsung, pasar, jalan-jalan, areal persawahan pun
terasa sepi, hal ini dikarenakan masyarakat yang berbondong-bondong datang ke TPS
menyalurkan suara mereka, bahkan mereka tetap menunggu di TPS meskipun mereka
sudah memberikan suara mereka. Mereka tetap sabar menunggu dan memperhatikan
pelaksanaan pemilu sampai proses perhitungan selesai

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa besarnya animo masyarakat
terhadap pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah dikarenakan evenr pemilu
baru pertama kali dilangsungkan di Indonesia, selain itu Sumatera Tengah pada saat-
itu sedang mengalami kekosongan demokrasi dengan dibekukannya DPRST.
Bersandarkan alasan tersebut, maka Pemilu 1955 benar-benar dimaknai sebagai
sebuah wujud pengharapan dari masyarakat, atas pergolakan politik yang terjadi di
Sumatera Tengah.

Key word,; pelaksanaan pemilu, dan kemenangan
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Netralitas KPU mulai dipertanyakan ketika Andi Nurpati yang menjabat
sebagai Ketua Divisi Pemungutan dan Perhitungan Suara, duduk dijajaran
pengurusan inti DPP Partai Demokrat. Tidak adanya kejelasan dari IT KPU yang
tidak bisa diakses serta tidak pernah memperlihatkan data perolehan suara di tiap-tiap
PPS pada Pemilu 2009, semakin memperkuat dugaan bahwa telah terjadi “deal
' antara partai Demokrat dengan KPU didalam memenangkan Pemilu 2009.' Hal ini
berbeda sekali dengan Pemilu 1955 yang transparan dan diklaim sebagai pelaksanaan
pemilu paling bersih dan adil. |

Meliha£ dari perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945
sampai tahun 2009, tercatat negara ini telah melaksanakan pemilu sebanyak sepuluh
kali, yaitu Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.
Pemilu pertama pada tahun 1955 dianggap sebagai pemilu demokratis yang pernah
diselenggarakan oleh bangsa ini. Wujud dari pemilu yang demokratis itu terlihat dari
persaingan antar partali yang seimbang, tidak ada yang dominan atau didukung

pemerintah. Kepanitiaan pemilu pun bersikap netral dan berasal dari semua kontestan

' Lihat hitp://rimanews.com/read’20110601/30222/andi-nurpati-palsukan-dokumen-negara-
kpk-diminta-bongkar-skandal-it-kpu. diakses pada tanggal 22 Agustus 2011, pukul 13.00 wib.
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partal pengikut pemilu. Selain itu, penghitungan suara pun dilakukan terbuka, tidak
ada intimidasi dari aparat keamanan, dan masing masing partai bebas berkampanye.'
Tidak ada satupun anggota parlemen yang diangkat atau mewakili kelompok tertentu
tanpa ikut pemilu.?

Ditinjau dari aspek politik, pelaksanaan Pemilu 1955 berlangsung ketika
Indonesia berada pada masa yang disebut sebagai masa “percobaan demokrasi”. Masa
percobaan demokrasi ini merupakan suatu tahapan ketika Indonesia masih mencari
formasi pemerintahan dan sistem politik yang sesuai dengan kondisi Indonesia pada
saat itu. Periode demokrasi parlementer merupakan masa yang dinamis saat bangsa.
Indonesia mulai bereksperimen dengan demokrasi, disatu sisi sistem parlementer
dengan multipartainya telah menciptakan kekuatan antar partai berimbang, namun
disisi lain sistem parlementer juga memicu persaingan yang tajam antar fraksi politik
bahkan saling menjatuhkan, hal ini terlihat dengan jatuh bangunnya kabinet yang
rata-rata berusia setahun “jagung”.

Di Sumatera Tengah, pelaksanaan Pemilu 1955 sangat kental dengan isu
kesctiaan daerah, etnisitas, agama. dan ketidakpuasan daerah dengan pemerintal
pusat berjalin dengan keterikatan ideologi. Salah satunya adalah dengan

pengangkatan Ruslan Muljohardjo sebagai “acting ™ Gubernur (kemudian Gubernur),

* Hal ini diungkapkan dalam beberapa buku seperti: Mestika Zed, Edy Utama, Hasril
Chaniago, Sumatera Barat di Panggung Sejarah [943-1993, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998),
hlm. 129. dan Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke (ntegrasi: Sumatera Barat dan Politik
Indonesia 1926-1998, {Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 269.
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pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST), dan kemudian
penempatan beberapa petinggi dacrah yang berasal dari Jawa.

Ada beberapa karya sejarah seperti skripsi, tesis dan disertasi yang membahas’
mengenai Pemilu 1955 dan menggambarkan situasi sosial politik 1950-an yang
diantaranya: Saafroeddin Bahar dalam disertasinya “Peranan Elit Sipil dan Militer
dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabau di
Daerah Sumatera Barat (1945-1984).” dan skripsi Alfian Yusra yang berjudul
“Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Barat: Studi kasus fentang kemenangan
Masyumi di Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto.” .

Selain itu juga ada buku karangan Mestika Zed, Edy Utama, dan Hasril
Chaniago, Sumatera Barat di Panggung Sejarah (1945-1995). Gusti Asnan, Memikir:
Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun (1950-an). M. Rusli Karim, Perjalanan
Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut. dan Indonesia Memilih:
Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Konstituante, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman.

Pertentangan politik yang terjadi ditingkat nasionai telah mempengaruhi
situasi politik di tingkat lokal tentunya, hal ini terlihat dengan obsesi Soekamo yang
tidak terpuaskan untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik
Indonesia. Soekarno menolak anjuran Hatta agar suasana revolusi dihentikan dan

dapat fokus membangun negara. Pidato-pidato Soekarno semakin lama semakin

* Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1930-an, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2007), him. 51.
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banyak menyentuh kepekaan nilai-nilai masyarakat Minangkabau, salah satunya
adalah pidato di Amuntai yang menyinggung perasaan umat Islam dan juga perasaan
etnik Minangkabau.® Kegelisahan ditingkat lokal tersebut akhimya berpengaruh
terhadap hasil raihan suara yang dicapai pada Pemilu 1955, ditingkat nasional PNI
memang menang namun lain halnya di Sumatera Barat justru Masyumi tampil
sebagai pemenang dan hanya menyisakan sedikit suara untuk PNI. Hal ini sangatf
jelas diceritakan oleh Safroeddin Bahar dalam disertasinya “Peranan Elit Sipil dan
Militer dalam Dinamika Intégrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabau
di Daerah Sumatera Barat (1945-1984)”. |

Bentuk dan formasi pelaksanaan Pemilu 1955 di Kenagarian Guguk VIII Koto
digambarkan oleh Alfian Yusra dalam skripsinya yang berjudul “Pemilihan Umum
1955 di Sumatera Barat: Studi kasus tentang kemenangan Masyumi di Kanagarian
Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto”. Alfian Yusra
menjelaskan bahwa tempat dan cara pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu
1955 di Kenagarian Guguk VIII Koto masih sangat sederhana, hal ini dikarenakan
kondisi pada saat dilaksanakannya pemilu, masyarakat Kenagarian Guguk VII Koto
masih miskin dan jauh dari kemajuan. Meskipun pelaksanaan Pemilu 1955 bersifat

sederhana, namun antusias masyarakat sangat besar terhadap Pemilu 1955, ini terlihat

* Lihat lebih lapjut dalam Saafroeddin Bahar, “Peranan Elit Sipil dan Militer dalam
Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat
19:435-1984 ", (Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1996).
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dengan mengalimya dukungan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam
menyukseskan pelaksanaan Pemilu 1955 di Kenagarian Guguk VIII Koto.®

Mestika Zed, Edy Utama, dan Hasril Chaniogo menjelaskan bahwa Pemilu
1955 diikuti oleh beberapa partai seperti Masyumi, Perti, PKI, PII, PSII, PPTI, PSI,
MTKAAM, PEMSYI, Perkindo, PNI, NU, Murba, IPKI, dan lain-lain. Pemilu ini
dimenangkan oleh Partai Masyumi (480.521) yang bersaingan kuat dengan Perti_
(271.513), sedangkan PKI (61.591) menduduki urutan ketiga pada pemilu di
Sumatera Barat. Selain menjelaskan tentang hasil Pemilu 1955 di Sumatera Tengah,’
Mestika juga menjelaskan tentang situasi politik di Sumatera Tengah dalam rentang
tahun 1945-1995.°

Penjelasan tentang situasi politik tahun 1950-an dan profil partai dibahas oleh
Gusti Asnan dalam bukunya Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat (1950~
an). Digambarkan bahwa panggung politik Sumatera Tengah pada awal tahun 1950~.
an tetap diramaikan oleh partai yang telah Iahir pada masa revolusi, namun sayangnya
partai-partai tersebut tampil ke kancah politik tanpa ada persiapan yang matang, maka
kecendrungan dari partai-partai lama tersebut adalah melahirkan keputusan secara.

mendadak melalui konfrensi kilat. Situasi ditingkat lokal Sumatera Tengah tidak

* Alfian Yusra, “Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Barat: Studi kasus tentang kemenangan
Masyumi di Kanagarian Guguk VII{ Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kofo”, (Skripsi. Padang:
Universitas Andalas, 1998).

% Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, Op.cit.,
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Tengah, serta mencoba untuk menangkap animo masyarakat yang sangat besar dan
antusias terhadap event Pemilu 1955 di Sumatera Tengah khususnya.

Bersandarkan mengenai keterbatasan karya yang membahas tentang
Pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah, maka diperlukan sebuah penelitian
yang mengkaji mengenai Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Tengah,
secara lebih mendalam dan komprehensif. Dalam kajian ini digambarkan bagaimana
wujud dari Pemilu 1935 yang diklaim sebagai pemilu yang bersih, mulai dari proses
pembentukan panitia pemilih, pendaftaran calon pemilih, sambutan masyarakat
tethadap pemilu, kampanye, partisipasi masyarakat terhadap pemilu, dan hasil

pemilu.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah
Persoalan pokok dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan
yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimanakah situast Politik masyarakat di Sumatera Tengah pada tahun
1950-an?
2. Bagaimanakah persiapan penyelenggaran Pemilu 19557

Bagaimana pelaksanaan Pemilu 1955 di-Sumatera Tengah?

L)

Sebagai batasan spasial dari penelitian ini, adalah wilayah Sumatera Tengah.
Hal imi dikarenakan Sumatera Tengah pada tahun 1950-an sarat isu kesetiaan daerah,

etnisitas, agama, dan ketidakpuasan daerah dengan pemerintah pusat beralin dengan




keterikatan ideologi. Selain itu pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah adalah
pemilu pertama yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera Tengah, bahkan dianggap
sebagai “Alek Nagari”, sehingga animo dan antusias masyarakat sangat besar, bahkan
pelaksanaan pemilu diikuti secara seksama oleh masyarakat, sampai pemungutan
suara dan penghitungan suara selesai. Rasa keingintahuan dan sambutan yang meriah
tethadap pemilu inilah yang ingin ditangkap dari penelitian ini. Sedangkan pada-
batasan temporalnya adalah tahun 1955. Hal ini dikarenakan pada tahun 1955 adalah-

tahun ketika pemilu yang menjadi fokus penelitian sedang berlangsung,.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Melihat situasi Politik di Sumatera Barat pada tahun 1950-an.

2. Melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat
dalam menhadapi Pemilu 1955.

3. Melihat proses pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah.

4. Memperkaya penulisan tentang sejarah pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera
Barat dan diharapkan dapat memberikan sumbangan atau pemahaman baru
mengenai pemilu yang bersih, terutama bagi masyarakat Sumatera Barat dan

pemninat sejarah.



D. Kerangka Analisis

Penelitian mengenai pelaksanaan pemilu adalah sebuah penulisan yang
digolongkan dalam sejarah politik, hal ini dikarenakan pemilu adalah sebuah aktifitas
politik yang berkaitan erat dengan pemerintah dan partai politik. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum pemilu dapat diartikan sebagai perwujudan nyata demokrasi
dalam praktik bernegara masa kini, karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk
menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat
tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-
siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan.
Karena itu. fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan
pengawasan terhadap wakil-wakil mereka.

Dasar hukum dari Pemilu 1955 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7
tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR. serta
Peraturan Pemerintah Nomor 9 iahun 1954 tentang menyelenggarakan Undang-
Undang pemilu. Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, asas dari Pemilu 1955 ialah dilaksanakan secara

jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas dan langsung.”

* Menteri Kehakiman, Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituanste. (tanpa tahun), him. 61-62
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Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuash demokrasi. Joseph
Scumpeter'® menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang bebas dan bcrkalaj
sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah’
demokrasi. Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suafu
negara, yang mana dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan-
rakyat, yang melaksanaan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan,
serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk
pimpinan, lalu anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan
duduk di lembaga pemerintahan,

Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini
merupakan pengejewantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh
rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori
demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang
mereka kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi.
Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi
dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan
ukuran demokrasi suatu negara. Hal ini dilihat dari pengertian demokrasi tersebut

secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

'® Pernvataan Joseph Scumpeter dikutip oleh Mochtar Mas’oed, Negara dan Demokrasi,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), him. 43.
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E. Metode Penelitian

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman.
dan peninggalan masalampau berdasarkan data yang diperoleh. Metode yang dipakaiﬂ
dalam penelitian ini adalah metode sejarah, seperti yang disebutkan oleh Louis
Gottschalk bahwa intisari metode sejarah itu, bertumpu kepada empat kegiatan
pokok: (1) pengumpulan obyek tertulis, dan lisan yang relevan atau disebut heuristik,
(2) menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik atau disebut dengan kritik, (3)
menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya atau yang dikenal dengan interpretasi,
dan (4) penyusunan kesaksian menjadi sesuatu kisah atau penyajian yang berarti yang
disebut dengan historiografi.!!

Adapun prosedur dalam metode sejarah tersebut meliputi tahap-tahap sebagai
berikut: pertama, heuristik yaitu proses pengumpulan sumber yang terdiri dari sumber
primer maupun sumber sekunder, kedua setelah berbagai sumber telah dikumpulkan
kemudian dilakukan kritik sumber yaitu mengadakan penilaian terhadap sumber-
sumber sejarah yang telah ditemukan untuk memperoleh fakta-fakta sejarah vang
menyangkut dua aspek yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern berusaha mencari keaslian sumber dari segi luamnya
(otentisitas), sedangkan kritik intern berusaha mencari keaslian sumber dari segi

isinya (kredibilitas). Setelah sumber-sumber diperoleh. peneliti melakukan upaya

"' Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (terj. Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UT Press,
1986), hlm. 32.
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penilaian tentang keaslian sumber seperti mengamati hasil cetakan, jenis huruf, usia
kertas dan sebagainya. Kemudian untuk mengetahui tingkat kredibilitas data peneliti
membandingkan data yang satu dengan data yang lain, sehingga dapat diperoleh data
dengan tingkat keterandalan yang baik. Ketiga, interpretasi atau penafsiran dari data-
data yang sudah diseleksi. Keempat, historiografi atau penulisan sejarah.

Penclitian ini didukung oleh sumber primer, antara lain: Rekapitulasi
Perhitungan Suara di Sumatera Tengah, data tentang pelaksanaan Pemilu 1955,
seperti peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilu, himbavan untuk untuk
mengikuti pemilu, koran dan majalah yang menggambarkan kondisi sosial, politik,
dan ekonomi Sumatera Tengah 1_950-a1:L

Selain menggunakan sumber primer berupa arsip dan surat kabar yang terbit
menjelang pemilu, digunakan pula sumber-sumber sekunder dari buku dan penelitian
yang terdahulu. Selain itu juga dipergunakan sumber wawancara kepada beberapa
pelaku yang pernah mengikuti Pemilu 1955 seperti: H.M. Said Datuk Tan Kabasaran,
Buya Hasan Ahmad, Masri Sutan Sinaro, Alhadar Alam dan Zahar Pein.

Data-data yang diperoleh akan dicek kebenarannya melalui kritik eksteren dan
kritik interen. Sumber-sumber yang telah dikritik itu kemudian dikategorisasikan
menurut sistematika pembahasan. Dari kategori itu akan dapat memudahkan
interpretasi yang merupakan tahap ketiga dari proses penelitian, guna menjelaskan

hubungan antar fakta. Dari proses tersebut diharapkan dapat mempermudah
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masyarakat akan sebuah pemahaman mengenai pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera

Tengah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam V Bab, yang secara berturut-turut
menjelaskan mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam
masing-masing bab tergambar secara jelas mengenai apa vang akan diterangkan dan
setiapnya mempunyai keterkaitan yang erat sehingga dapat dianalisa sesuai dengan
data-data yang telah dihimpun serta akan diperoleh pengertian yang relevan dengan
maksud dan tujuannya.

Bab | menguraikan latarbelakang masalah, perumusan dan pembatasan
masalah, kerangka analisa, tujuan, manfaat penulisan, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab I membahas mengenai situasi politik 1950-an di Sumatera Tengah. Pada
bagian ini menggambarkan tiga partai besar seperti Masyumi. Perti dan PKI, bentuk
konflik vang sedang dihadapi pemerintahan Sumatera Tengah. dan juga dinamika
partai politik di Sumatera Tengah. Dinamika yang dimaksut adalah bagaimana partai-
partai tersebut merespon kebijakan pemerintah pusat, posisi partai politik, dan juga

hubungan sesame partai terkait perbedaan ideologi yang dianut.
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Pembentukan panitia pemilihan, proses pendaftaran pe;milih, situasi teknis
pemilih dan sambutan masyarakat Sumatera Tengah terhadap Pemilu 1955, akan
dibahas dalam bab III.

Bab IV membahas mengenai kampanye-kampanye yang dilaksanakan partai
politik, pastisipasi dan keikutsertaan pemilih dalam pemilu, dan hasil dari Pemilu-
1955 di Sumatera Tengah.

Bagian akhir dari tulisan ini akan diberikan sebuah kesimpulan dan hasil
analisis dari keempat bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut akan dimasukkan ke

dalam Bab V.
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BAB II

SITUASI POLITIK 1950-AN DI SUMATERA TENGAH

A. Perkembangan Partai Politik di Sumatera Tengah

Sistem demokrasi liberal memberikan perjalanan sejarah tersendiri, bagi
masyarakat Sumatera Tengah. Sistem demokrasi ini telah memberikan peluang bagi
tumbuhnya partai-partai politik dengan ideologi yang berbeda, Gusti Asnan‘
menggambarkan bahwa perbedaan ideologi ini, telah membawa masyarakat secara
sosilogis terpecah atas kelompok-kelompok vang berbeda'. Perpecahan tersebut juga-
menciptakan dinding pemisah dan kubu-kubu politik berdasarkan aliran, beberapa
aliran tersebut yang paling menonjol adalah Nasionalis, Istam dan Komunis.

Menjelang Pemilu 1955 diselenggarakan, situasi politik ditingkat nasional dan
daerah seperti Sumatera Tengah terasa semakin memanas, hal ini dikarenakan
pertarungan ideologi antar partai yang bersebrangan, dan persaingan mencari
dukungan massa semakin marak terlihat. Masyumi, Perti dan PKI adalah tiga partat
besar yang sangat menonjol di Sumatera Tengah, dengan dukungan dari massa fanatis
yang berbeda ditiap-tiap daerah.

Perbedaan aliran yang dianut oleh ketiga partai tersebut, telah menjadi
pemisah antara Islam dan Komunis serta melibatkan partal tersebut ke dalam

pertarungan vang sengit. Benib-benih kebencian antar kubu partai sangat kontras

" Gusti Asnan. Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1930-an, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hlm. 19.
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terlihat. Masyumi sebagai partai yang menjunjung azas Islam telah menuduh PKI
scbagal partai yang anti tuhan, dilain pihak PKI juga menuding bahwa Masyumi
adalah dalang dari pergolakan daerah DI/TIL

Tidak hanya mempermasalahkan ideologi partai yang terjadi antara Masyumi
dengan PKI, partai politik di Sumatera Tengah juga cendrung melakukan counter
terhadap pemerintah pusat yang dianggap lamban, dan kurang memperhatikan daerah,—
bahkan berujung pada pembekuan DPRST. Berikut ini adalah perkembangan tiga.

partai besar yang sangat berpengaruh di Sumatera Tengah:

1. Masyumi (Majlis Synra Muslimin Indonesia)

Keluarnya Maklumat Pemerintah No X/1945 pada tanggal 3 November 1945,
menyarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai politik,
sebagai saluran untuk aspirasi masyarakat. Empat hari setelah keluarnya maklumat
tersebut, Majelis Syura Muslimin Indonesia mengadakan Muktamar Umat Islam di
Yogyakarta, yang dilaksanakan pada tangggal 7 dan 8 November 1945 di Gedung
Muallimin Yogyakarta, dan melahirkan pernyataan bahwa Masyumi merupakan
partai politik Islam.?

Setelah Muktamar Umat Islam tahun 1945, Masyumi berkembang menjadi
partai besar di Indonesia, yang pada awalnya mendapat dukungan beberapa organisasi

massa dan partai seperti: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan [slam

% Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional: Kiasan dan Analisis Perkembangan Partai
Politik di Indonesia, 1945-1963, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 59.
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(Persis) di Bandung, Pergerakan Tarbiyah Islamiah (Perti), Majelis Islam Tinggi
(MIT} di Sumatera Tengah, Parfai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat
Islamn Indonesia di Majalengka dan Sukabumi, Mathla’ul Anwar di Banten, Al-Irsyad
(Jakarta), Al Ittihadiyah di Sumatera Utara dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh
(PUSA) di Aceh.’

Posist Masyumi sebagai partai Islam terbesar di Indomesia ketika ity
dikarenakan  keberhasilan. Masyumi didalam mempersandingkan antara
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sebuah simbol pertentangan antara paham
“Wahabisme” dengan “Asy’ariah”, yang menolak dan mendukung madzhab.
Dikalangan gerakan terdapat dua tokoh penggerak, ada kelompok Isa Anshari yang
cendrung dengan konsep “Syura dan Jamaah™ dan kelompok Natsir yang cendrung
pada “Demokrasi dan Kepartaian™*

Keharmonisan hubungan koalisi ini tidak bertahan lama, pasalnya PSII yang-
awalnya adalah pendukung Masyumi, menyatakan memisahkan diri pada tahun 1947
vang diikuti oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 1951. Perpecahan koalisi tersebut telah

"membawa pengaruh yang menyebabkan suara Islam ikut terpecah, mengingat
Nahdlatul Ulama mempunyai pendukung terbesar didalam tubuh Masyumi. PSIT dan
NU untuk selanjutnya bersaing sebagai peserta dalam Pemilu 1955 bersama

Masyumi.’

* Ibid,

4 Syafli’'l Ma’arif, Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 15.

5 .

ibid..
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Masyumi dianggap sebagai partainya para pembaharu dari kaum muda
memang benar adanya, hal ini dikarenakan dalam partai Masyumi di Sumatera
Tengah didominasi oleh ulama-ulama Muhammadiyah, Sumatera Thawalib, Diniyah’
School yang pada masa penjajahan Belanda bersama-sama berjuang dalam Permi.
Beberapa tokoh itu antara lain Syekh M. Djamil Djamllaek, Syekh Ibrahim Musa,
Hyas Ya’cub, A.R Sutan Mansur, Haji Abdul Karim Amarullah, Ratna Sari, Rahma
El Yunusiyah, Mansur Daud Datuk Palimo Kayo, dan Duski Samad. Mereka ini.
adalah golongan kaum muda yang membawa ide-ide, dan gerakan pembaharuan
Islam di Minangkabau.®

Adanya kesamaan latarbelakang organisasi dan paham keagamaan,
merupakan alasan utama yang menyebabkan para kelompok ulama muda dan
pembaharu bergabung dalam partat Masyumi. Ketika pembentukan partai Masyumi
di Yogyakarta, MIT adalah organisasi yang mewakili Sumatera Tengah dengan
tokohnya Syeckh M. Djamil Djambek. Syekh M. Djamil Djambek adalah seorang
ulama pembaharu yang disegani, dan ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis
Syura (Dewan Tertinggi Partai), pada jajaran pengurus pusat Masyumi di Jakarta.”
Untuk jabatan ketua umum Masyumi Sumatera Tengah pada Pemilu 1955 dipegang

oleh Mansur Daud Dt. Palimo Kayo.®

8 Taufik Abduliah, Minangkabau 1900-1927, “Prefiminary Studies in Social Development”,
Thesis Master Of Arts, (thaca: Cornel University, 1967). Dikutip dari Hary Efendi, “Konflik antara
Partai Masvumi dengan Partai Perti dalam Pergolakan Politik di Sumatera Barat 1956-19607, (Tesis,
Y ogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), him. 42.

7 Ibid,, hlm. 44

§ Wawancara dengan Buya Hasan Ahmad di Agam, tanggal 28 Juni 2011.
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Memiliki hubungan yang baik dengan alumni dari Sumatera Thawalib, dan
satu pandangan mengenai paham pembaharvan yang dianut Muhammadiyah, serta
adanya kesamaan perjuangan dari Permi, merupakan salah satu alasan mengapa
Masyumi mendapatkan dukungan dari ulama muda pembaharu, dan banyak diminati
oleh kaum terdidik yang berada diperkotaan. Masyumi dianggap sebagai partainya
kaum muda dikarenakan organisasi masa pendukung Masyumi seperti
Muhammadiyah dan GPPI sebagian besar diist oleh kaum muda terdidik yang berasal
dari perkotaan di Sumatera Tengah.

Masyumi mendirikan cabangnya di Bukittinggi pada bulan Februari 1946,
yaitu satu tahun setelah diadakannya Muktamar di Yogyakarta. Memasuki akhir
tahun 1952 di Sumatera Tengah, partai-partai mulai melakukan serangkaian aktivitas
dengan rencana yang telah dipersiapkan, seperti konfrensi kilat, dan Masyumi adalah
partai yang tercatat paling sering mengadakan konfrensi kilat. Masyumi pertama kali
melaksanakan konfrensi kilat pada tanggal 7 April 1950, dengan mendatangkan
beberapa sesepuh partainya dari Jakarta sepertt, Sukiman (Wakil Pimpinan Dewan
Pusat), M. Yusuf Wibisono (anggota Dewan Pimpinan Pusat). Moh. Rum, Z.A.
Ahmad dan Moh. Natsir.”

Pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Masyumi di Sumatera Tengah.
tidak terlepas dari persoalan yang berhubungan dengan persoalan interen, kebijakan
partai, sikap pemerintah terhadap daerah, sikap partai dengan pusat, hubungan dengan

partai lain, serta berbagai persoalan susila didaerah. Kebesaran partai Masyumi

? Gusti Asnan, Op.cit., hlm. 77.
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terlihat dari jumlah wakil yang ditempatkan di DPRST, salah satu diantaranya terpilih
sebagai ketua, ketika DPRDS untuk kabupaten diseluruh Sumatera Tengah dibentukr
tahun 1951,

Menanggapi  kebuntuan perpolitikan di Sumatera Tengah dengan
dibekukannya DPRST, Masyumi sebagai partai yang paling dominan di DPRST
mencoba melakukan pendekatan dengan sejumlah polifisi dan partai politik,
mengenai jumlah kursi yang akan mereka dapatkan. Agar mau menyetujui komposisi
DPRST yang baru, usul ini dikemukakan oleh Zamzami Kimin yvang pada saat itu
sebagai Wakil Ketua Masyumi, dan usulan tersebut bagi politisi lain disebut dengan
“dagang sapi Masyumi™.

Usulan yang diajukan Zamzami Kimin, menginginkan jumlah anggota
DPRST yang berjumlah 40 orang tersebut akan berasal dari 3 orang wakil
pemerintah, 16 berasal dari wakil kabupaten atau kota, 5 orang dari Masyumi, 3
orang dari Perti, 2 orang dari Murba, 2 orang dari PKI, 2 orang dari PSI, dan 1 orang
masing-masing dari PSII, PPTI, PAR. PNI, MTKAAM, PPI dan PKI Lokal Islami.'”

Usulan Masyumi tersebut disambut dingin dan sinis oleh beberapa politisi,
terutama sekali bagi partai-partai kecil vang tidak mendapatkan suara di DPRST.
Bahkan karena usulan tersebut Masyumi dijadikan musuh bersama dalam KPPST, hal
ini pulalah yang melatarbalakangi Masyumi di Sumatera Barat mengeluarkan sikap

untuk tidak aktif lagi dalam KPPST. Masyumi juga menilai bahwa KPPST sudah

10 fpid., bim. 101.
20



keluar dari gagasan awal pembentukan KPPST, dan telah diperalat oleh banyak

kelompok kepentingan tertentu. "’

2. Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)

Perti adalah organisast massa Islam yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1930,
dengan memiliki tujuan utama untuk memajukan pendidikan agama islam,
menyiarkan dan mempertahankan Islam dari gerakan modern Islam di Minangkabau.'
Kelahiran Perti “dibidani” oleh sistem pendidikan surau tradisional, dan didirikan
oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuly di Canduang, Kabupaten Agam. Sebagai sebuah
organisasi massa [slam, Perti mempunyai basis tradisionalis, pedesaan, agraris, dan
pesantren. Hubungan Perti yang kurang baik dengan Majelis Islam Tinggi (MIT)
diawal kemerdekaan, dan kemudian merubah diri menjadi Masyumi cabang Sumatera
Tengah menjadi latarbelakang kelahiran Perti,'

Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi tahun 1952 bersama Perti, Partai
Syarekat Islam Indonesia (PSII) dan Dar Dwal Irsyad (DDI). mencoba untuk
membentuk Liga Muslimin Indonesia. Kolaborasi sesama partai Islam ini telah
menyebabkan persaingan partai tersebut dengan Masyumi tidak dapat dihindarkan

dalam parlemen.13

" Tbid.,
'* Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional: Kiasan dan Analisis Perkembangan Partai
Politik di Indonesia, 1943-1965, (Bandung: Mizan, 2000}, him, 72.
Y 1bid,,
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Menanggapi instruksi dari pemerintah No.X tanggal 3 November 1945,
mengenai rakyat harus bekerjasama dalam mendirikan partai politik, maka Perti
memenuhi instruksi tersebut yang dirintis oleh H. Siradjuddin Abbas. Tanggal 22
November 1945 dilaksanakan sidang pleno pusat Perti. Sidang pleno tersebut
dilaksanakan di Gedung Nasional Bukittinggi, dan menghasilkan keputusan pendirian
Perti scbagai partai Islam (P.I. Perti), lepas dari ikatan P.I. Masyumi, dan berpusat di
Bukittinggi Sumatera Tengah. H. Siradjuddin Abbas ditetapkan sebagai ketua umum
pertama P.I Perti,**

Melihat kepada buku kepartaian Indonesia terbitan Kementrian Penerangan,
P.I. Perti adalah partai yang berazaskan ketuhanan, sama dengan partai Islam
Masyumi, PSII, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik Indonesia.’’ Awal
kemerdekaan P.I. Perti membentuk Lasykar Muslimin Indonesia (Lasymi), yang
dityjukan untuk keperluan perjuangan. Lasymi merupakan barisan bersenjata yang
terdiri dari pemuda-pemuda yang bemaung dibawah panji Perti. Tujuan Lasymi
disamping menjaga keutuhan NKRI, juga ditujukan untuk membela Perti dengan
doktrin Islam ahlusunnah waljamaah assafeiah.'®

Kegiatan politik Perti ditingkat nasional diawali dengan keinginan Perti untuk
mencalon H. Siradjuddin Abbas, sebagai anggota parlemen Republik Indonesia

Serikat (RIS} pada awal tahun 1950. Pendekatan dilakukan dengan pejabat yang

¥ M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surui,
(Jakarta, Rajawali Press, 1993), hlm. 75.

S Jbid., him. 76.

' Deliar Noer, Op.cit., hli. 65.




berurusan dengan parlemen RIS yang didahului penyampaian surat secara resmi pada
pemerintahan atas nama partai, dan nama H. Siradjuddin Abbas dicalonkan sebagai
wakil dari partai Perti. Walau disertai rekomendasi dari M. Rasyid Gubernur
Sumatera Tengah, namun pendekatan ini tidak mendapat tanggapan.'’

Pembicaraan resmi berikutnya dilakukan dengan Mr. Assaat sebagai Presiden
Negara Kesatuan RI, audiensi antara ketua umum Perti bersama presiden tidak
tercapai kesepakatan, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa Perti hanya partai
kecil dan tidak berkedudukan di Ibu Kota RI. Maksud yang sama juga disampaikan
pada M. Hatta sebagai wakil presiden RIS, akan tetapi tidak digubris.'®

Kamis tanggal 12 Januari 1950, H. Siradjuddin Abbas mendatangi rumah
kediaman Presiden Mr. Assaat. Pembicaraan pribadi tersebut menekankan perlunya
wakil Perti untuk duduk dalam parlemen. Kendala yang sama kembali dijelaskan Mr.
Assaat pada H. Siradjuddin Abbas, terutama persyaratan yang perlu dipenuhi oleh
Perti, dimana keanggotaan partai perlu duduk dibadan KNIP dan partai yang berpusat
di Bukittinggi dianggap mempersulit komunikasi.

Setelah mendengar penjelasan H. Siradjuddin Abbas terutama peran dan
perkembangan Perti, maka status keanggotaan Perti di parlemen dapat saja bersifat
keanggotaan istimewa. Menurut H. Siradjuddin Abbas Perti juga sebuah partai politik
yang punya hak yang sama dengan partai politik lainnya, walau berkedudukan di

Bukittinggi dan beriatar belakang yang sama dengan Masyumi yakni sebagai partai

" Sofvan Siradj, P.I. Perti dalam Panggung Politik Nasional Negara RI, (Jakarta: naskah
belum diterbitkan, 1994). hlm. 77.
" Ibid..
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Islam, alasan tersebut akhirnya dapat diterima oleh Mr. Assaat dan Perti diberi satu
kursi diparlemen mewakili negera kesatuan RI. 19

Masalah lain yang disuarakan Perti adalah tidak adilnya pemerintah
memberikan bantuan kepada umat Islam, dibandingkan pemberian bantuan kepada
golongan Kristen. Kenyataan ini diperkuat betapa pendidikan Islam masih
terbelakang dan bila tidak terpecahkan akan mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Partai-partai politik dalam parlemen sering digunakan untuk bertarung
terutama mempengaruhi partai-partai kecil dan yang mengusai kabinet, maka sebagai
partai kecil Perti tidak permmah dibawa ikut serta berunding seperti dalam kabinet
pimpinan M. Natsir dan kabinet Dr. Sukiman yang keduanya adalah pimpinan

tertinggi Masyumi.20

3. PKI (Partai Komunis Indonesia)

Ketika keluarnya Maklumat Pemerintah No X/1945 pada tanggal 3 November
1945 dart Wakil Presiden Mohd. Hatta, yang memperbolehkan untuk mendirikan
partai politik. justru PKI yang dipimpin oleh Mr. Mohd. Yusuf telah muncul lebih
dulu pada tanggal 21 oktober 1945. PKI mulai mengadakan kegiatan politiknya pada
bulan Februari 1946 dengan mengadakan konfrensi di Cirebon, vang diikuti oleh

Laskar-laskar Merah se-Jawa. Tidak lama berselang D.N. Aidit dibebaskan Belanda

** Laporan Pleno P.I. Perti, Maret 1950, wawaacara dengan H. Syahruddin Arrasully, 5 Mei
1995, Bukittinggi. Dikutip dari Edi Fakhri, Partai Islam Perti: Studi Tingkah laku Politik Elit Partai
Hubungannya dengan Ideologi Politik 1950-1939, (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 1996). hlm.
57.
 Sofyan Siradj, Op.cit., hlm. 78.
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dari Pulau Onrus. Dibawah pengaruh Aidit ini nantinya PKI menjadi partai yang
berpengaruh pasca kehancuran akibat pemberontakan di Madiun tahun 1948.%

Ketika ditangkapnya Mr. Mohd. Yusuf dan Mr. Suprapto. ketua dan wakil
ketua HB (Hoofd Bestuur/Pengurus Besar) PXI, atas aksi sepihak pencurian senjata
Jepang, telah membuka sebuah asumsi bahwa PK{ yang didirikan Mr. Mohd. Yusuf
pada tanggal 21 Oktober 1945, tidak ada hubungannya dengan PKI yang dibangun
kembali secara illegal oleh Musso di tahun 1935. Menanggapi asumsi tersebut, maka
dibentuk sebuah Komite Pemberesan PKI, yaitu sebuah aktifitas pembersihan
terhadap orang-orang Tan Malaka yang duduk didalam komite.”

Sejalan dengan itu pemimpin-pemimpin serta anggota PKI yang dulunya
dibuang Belanda ke Boven Digul, dan selama Perang Dunia II dipindahkan ke
Australia, mulai berdatangan. Mereka diantaranya adalah Sarjono (Ketua HB PKI
tahun 1926), Winanta, Jaetun, Sulaiman Sm, Ngadiman Hardjo Subroto, Ruskak, H.
Datuk Batuah, dan lain-lain. Atas usaha pemimpin-pemimpin PK{ yang baru datang
dari Australia, serta dibantu oleh tenaga-tenaga PKI di dalam negeri. pada bulan April
1946 dilangsungkan Konfrensi PKI di Solo dan berhasil memilih pimpinan baru,
vang diketuai oleh Sarjono. Sekretarisnya Sulaiman Sm, dan H. Datuk Batuah bagian

%
penerangannya.”

*! Hasan Raid, Perguiatan Mustim Komunis: Otebiografi Hasan Raid, (Y ogyakarta: LKPSM-
Syarikat,1200 1), him. 65.
* Ibid., him, 71.
 Ibid,
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PKI sering memberikan pendidikan politik kepada beberapa organisasi untuk
memperlebar pengaruhnya. Diantaranya adalah BBW (Barisan Buruh Wanita), PPI
(Pemuda Putri Indonesia), SBP (Sarekat Buruh Perkebunan), SBPP (Sarekat Buruh
Pelabuhan dan Pelayaran), SBKA (Sarekat Buruh Kereta Api), RTI (Rukun Tani
Indonesia), SBTI (Serikat Buruh Tambang Indonesia), SOBSI (Sentral Organisasi
Buruh Seluruh Indonesia), dan lain-lain.**

Kedatangan Musso ke Indonesia mendapat perhatian yang besar, terutama
sekali bagi simpatisan PKI, hal im1 mengingat Musso adalah orang yang berpengaruh
dan sangat dikenal oleh PKI. Sesampainya di Yogyakarta, Musso menvelenggarakan
pertemuan dengan pemuka-pemuka PKI sayap Kiri, yang sejak 24 Januari 1948 telah
berganti nama menjadi FDR (Front Demokrasi Rakyar). Disetiap pertemuan-
pertemuan yang dilaksanakan, Mosso selalu melancarkan kritik yang tajam dalam
segala bidang, organisasi, ideologi maupun politik. Puncak kritik Musso tergambar
jelas dari resolusinya yang lahir dari Konfrensi PKI 25-26 Agustus 1948 di kantor CC
PKI di Bintaran Kulon. Resolusi yang lahir itu berjudul, Jalan Baru untuk Republik‘
Indonesia.”

Otokritik yang dilancarkan PKI dalam menjalankan resolust Jalan Baru untuk
Republik Indonesia, seringkali menyinggung permasalahan PKI yang dianggap masih
lamban, diakatakan bahwa PKI tidak segera muncul ke depan memimpin dewan

revolusi, ketika partai-partai diperkenankan berdiri oleh pemerintah. PKI juga diknitik

* fbid, him. 83.
* Ibid., him. 96.
26



karena tidak konsekuen anti imperialis, hal ini dibuktikan dengan sikapnya yang
menerima Perjanjian Linggarjati dan Renville. Selain itu, untuk memassalkan
otokritik PKI ini, PKI juga menyelenggarakan rapat umum dimana-mana, Dalam
rapat tersebut tampil pemimpin PKI dengan pegakuan atas kekeliruan jalan yang telah-
ditempuh selama revolusi, dan jalan ke depan yang akan ditempuh adalah Jalan Baru
untuk Refmblik Indonesia.

Melihat sikap yang diambil PKI dibawah pengaruh D.N. Aidit dan Musso,
sangat berbeda sekali dengan sikap PKI yang ketika itu berada dibawah pengaruh Tan
Malaka. Perbedaan tersebut dapat terlihat antara konstitusi PKI yang disusun tahun
1951, dengan AD PKI yang disahkan Kongres PKI tahun 1924, terutama sekali
mengenai strategi revolusi dan organisasi. Tentang strategi revolusi menurut AD PKI
tahun 1924, PKI berjuang melawan semua kapitalisme, tidak hanya kapitalisme
berdosa atau imperialisme, namun juga kapitalisme bangsa Indonesia sendiri. Dasar
dari strategi ini dikarenakan pengusiran kekuasaan kolonial di tanah jajahan hanya
dapat terjadi bersamaan dengan kapitalisme.*®

Berbeda dengan AD PKI tahun 1924, Konstitusi PKI tahun 1951 justru lebih
mengembangkan teori Marxisme secara lebih luas, perjuangan PKI tidak lagi bertolak
dari materi dalam menentukan strategi dan taktik perjuangan. Watak revolusi tidak
lagi menyalahkan semua kapitalisme, melainkan imperialisme dan feodalisme yang

menjadi sasaran. Kapitalisme bangsa sendiri justru ditarik ke dalam Front Nasional.

* Ihid, him. 119.
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Mengenai Organisasi, dalam AD PKI 1924, ada dua macam anggota yaitu,
yang biasa dan luar biasa. Anggota yang biasa adalah anggota perseorangan dan yangl
luar biasa adalah perkumpulan. Dalam konstitusi PKI 1951 justru yang ada hanya
anggota dan masuknya melalui masa calon, dan tidak ada lagi anggota luar biasa, atau'
perkumpulan yang menjadi anggota.

HB PI-(‘I terus menerus berusaha memperkuat kedudukan PKI sampai ke
daerah-daerah, salah satunya di Sumatera. H. Datuk Batuah telah dikirimkan ke
Sumatera, juga kader-kader lain akan diusulkan, terutama sekali yang berasal dari
Sumhatera.”’ Jalan yang ditempuh PKI bersama underbownya yaitu SBP (Serikat
Buruh Perkebunan) Sumatera Utara dan SBTI (Serikat Buruh Tambang Indonesia)
Sawahlunto, berusaha untuk meningkatkan aksi sosial ekonominya. Hal ini terlihat
dari jumlah pemogokan buruh perkebunan dan buruh tambang untuk membela
tuntutan sosial ekonomi terus meningkat. Disamping SBP dan SBTI tetap aktif
memperjuangkan perbaikan upah, perbaikan catu (in mafura), jaminan kesehatan,
SBP dan SBTI juga aktif mendukung gerakan pembubaran NST (Negara Sumatera
Timur), yaitu negara buatan Van Mook hasil perjanjian KMB.

Presiden Soekarno pada tanggal 18 Juli 1954 mengeluarkan keputusan, yang
isinya menambah jumlah anggota DPKS (Dewan Perwakilan Kota Sumatera) dari 25
menjadi 60. Dari penambahan anggota DPKS, maka PKI mendapatkan 3 kursi, yang

sebelumnya PKI tidak mempunyai wakii dalam DPKS. Dengan adanya wakil PKI di

7 fbid, hlm. 87.
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DPKS, maka dapat dikatakan bahwa PKI memiliki nilai tawar didalam

meperjuangkan hak-hak mereka. 2

B. Pemerintahan Sumatera Tengah

Usai perang kemerdekaan, jabatan Gubernur Militer Sumatera Tengah
dinormalisasikan kembali menjadi gubernur, tanpa embel-embel militer pada 1
Januari 1950 dengan menetapkan Bukittinggi sebagai ibukotanya. Awalnya Mr.
Rasjid menduduki jabatan Gubernur Sumatera Tengah, namun harus digantikan oleh
Mr. Nasrun dikarenakan Mr. Rasjid harus ditarik ke pusat untuk menjadi Central
Joint Comission (Komisi Bersama Pusat).”

Pergantian gubernur di Sumatera Tengah justru mendapat pertentangan dari
DPRST, yang mana Mr. Nasrun kurang diterima di Sumatera Tengah dikarenakan
sikapnya yang agak moderat dalam berhadapan dengan pemerintah federal, dan
dianggap lamban dalam menyelesaikan masalah dibandingkan pendahulunya Mr.
Rasjid.

Kurang diterimanya Mr. Nasrun bagi masyarakat Sumatera Tengah bukanlah
sebuah kejanggaian, meskipun Mr. Nasrun adalah seorang putra asli daerah dan
dianggap lebih memahami permasalaban di daerah: Namun kebijakan serta sikap

vang diambil Mr. Nasrun yang lamban dalam penyelesaian sengketa, antara saudagar

*® Ibid,, hlm. 129,
¥ Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, Sumatera barat di Panggung Sejarah 1943-
1995, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 113. :
* Ibid,
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gerilya dengan saudagar federal berlangsung “alot” dan mengalami kebuntuan,
menjadi alasan utama mengapa Mr. Nasrun kurang diterima masyarakat di Sumatera-
Tengah.

Keinginan untuk menggantikan Mr. Nasrun semakin terlihat jelas dengan
meletusnya “Mosi Tan Tuah”, yaitu sebuah mosi tidak percaya terhadap pemerintah
provinsi yang diajukan oleh anggota dewan legislatif daerah. Rapat pleno ind
berlangsung antara 2 sampai 11 April 1950, dan ditandatangani oleh 15 anggota
DPRST. Sidang pleno tersebut melahirkan beberapa tuntutan sebagai berikut: (1)
Mengusulkan agar pemerintah pusat RI memindahkan Gubernur Provinsi Sumatera
Tengah, dan (2) Mencalonkan H. Iljas Jacoub menjadi gubemur (walaupun yang
bersangkutan menolak untuk menjadi gubernur).*!

Bentuk rasa ketidaksenangan masyarakat terhadap Mr. Nasrun serta tuntutan
agar Mr. Nasrun dipindabkan ke daerah lain, disalurkan melalnt sebuah aksi
demonstrasi dan jalannya demostrasi dapat dilihat dari pernyataan berikut;

Rakjat sekitar ibu kota Propinsi Sum. Tengah mengadakan demonstrasi
jang ujudnja menuntut supaja sdr. Mr. Nasrun Gubernui/Kepala Daerah
Propinsi Sum. Tengah dipindahkan kelain daerah, oleh karena beberapa
djanji pemerintah sewaktu dalam Darurat kepada rakjat jang tak
dipenuhi, mungkin oleh karena itu tuntutan rakjat tersebut

diperkenankan oleh pemerintah pusat, sehingga terluanglah djabatan
Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Tengah.*

Sikap yang diambil Mr. Rasjid dan H. Iljas Jacoub menolak untuk dicalonkan

kembali menjadi gubernur, dikarenakan mereka tidak mau terjepit diantara kesetiaan

f' Gusti Asnan, Gp.cit., Him. 94.
%2 Haluan, tanggal 5 Januari 1954.
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daerah kepada pemerintah pusat dan partainya. Dalam artian bahwa jika mereka
menerima “pinangan” dari DPRST untuk menjadi Gubernur Sumatera Tengah, kedua
tokoh tersebut akan menghadapi dilema didalam mengambil keputusan. Disatu sisi
mereka harus menjalankan perintah yang turun dari pemerintah pusat, sebagai bentuk
tanggung jawab dan pengabdiannya sebagai seorang kepala daerah Sumatera Tengah.
Dan disisi lain mereka tidak ingin dikatakan sebagai “pengkhianat” dari daerah
asalnya dan partainya, terkait permasalahan rumit yang sedang dihadapi pada saat itu.
Terkait dengan keinginan untuk menggantikan Mr. Nasrun, maka DPRST
tetap bersikeras menyodorkan beberapa daftar nama seperti H. Iljas Jacoub, Mr.
Rasjid, Mr. Djamil, dan Dr. A. Rahim Usman untuk menggantikan Mr. Nasrun.
Walaupun pada kenyataannya Kabinet Natsir menolak calon yang diajukan DPRST
untuk menjadi gubernur, alasannya tidak seorangpun yang mempuyai pengalaman
administrasi kecuali Mr. Rasjid. Penolakan calon ini diungkapan dalam pernyataan
berikut;
Oleh pemerintah pusat tjalon-tjalon jang dimadjukan oleh DPRST itu
tak dapat diterima, entah oleh karena apa...... ? Dan kita tidak dapat

mengetahuinja, walaupun pentjalonan tersebut dilakukan oleh DPRST
berpedoman kepada UU No. 22 tahun 1948 pasal 18 ajat 1.

Kabinet Natsir memerintahkan Menteri Dalam Negeri yang baru, yaitu Mr.
Asaat untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi di Sumatera Tengah, dengan
menunjuk seorang Jawa yaitu Roeslan Moeljohardjo sebagai “acting”™ Gubernur

Sumatera Tengah. Natsir mangatakan bahwa Ruslan Muljohardjo adalah seorang

¥ 1bid.,
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Muslim yang baik dan anggota Masyumi.*® Pengangkatan Ruslan Muljohardjo
sebagai “acting” gubemur tetap ditolak oleh DPRST, hal ini dikarenakan DPRST
menginginkan seorang gubernur yang pengangkatannya harus sesuai dengan UU No.
22/1948. Bagian 5 pasal 8 ayat | UU tersebut mengatakan bahwa “kepala daerah
provinsi diangkat oleh presiden dari sedikit-dikitnya dua, dan sebanyak-banyaknya
empat orang calon yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi”.*®
Meskipun DPRST didominasi oleh orang-orang Masyumi, dan Ruslan
Muljohardjo adalah anggota Masyumi, nyatanya hal ini tetap tidak dapat
menenangkan DPRST, ‘ini dikarenakan Ruslan sendiri adalah orang Jawa. A.A.
Navis, salah seorang budayawan senrior Minangkabau, melihat bentuk penolakan
terhadap birokrat dari luar itu berhubungan dengan perilaku orang Minangkabau yang
bersumber pada falsafah alam, yang dirumuskan ke dalam ungkapan “alam

12

takambang jadi guru”. Berdasarkan pandangan hidup itu, orang Minangkabau
merasa kedudukan dirinya sederajat dengan suku bangsa lainnya di Indonesia,

sehingga mengakibatkan mereka relatif sukar menerima kepemimpinan suku lain

dikampung halaman mereka.

3 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke fntegrasi @ Sumatera Barat dan Politik Indonesia
1926-1998, (Jakarta : Yayasan Obor [ndonesia, 2008), him. 263.

¥ Gusti Asnan, Op.cit., him.96

% AA. Navis, ed., Dialektika Minangkaban Dalam Kemelut Sosial dan Politik, (Padang:
Genta Singgalang Press, 1983), Hal. 69-70 dan 79-§1. Dikutip dari Syafrizal, “Pemilihan Umum 1971
di Sumatera Barat: Studi tentang Kemenangan Golongan Karya”, (Tesis, Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada, 1997), him. 14.
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Partai Adat Rakyat adalah salah satu partai yang dengan lantang menolak
Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur Sumatera Tengah, seperti yang diberitakan
sebagai berikut;

Dengan teliti selama ini kita mengikuti gedjala-gedjala politik di
Sumatera Tengah ini, demikian Sjarif Said, Ketua umum GPII Sum.
Tengah dalam suatu keteranganja kepada ‘Haluan’, sekarang sampai kpd
suatu pernjataan dari Partai Adat Rakjat (Datuak Bagindo Basa
Nankuning, ketuanja) dalam harian ‘Haluan’ tgl. 3 Pebruari 1955, jang
memproklamasikan tidak lagi mengakui Ruslan Muljohardjo sebagai

Gubernur/Kepala Daerah Sum. Tengah, mulai djam 11.35 tgl. | Pebruari
1955.%

Alasan penolakan Partai Adat Rakyat yang menginginkan gubernur Sumatera
Tengah haruslah putra daerah adalah; Pertama, Sumatera Tengah memiliki
perbendaharaan pemimpin yang tidak kalah hebat dari pemimpin Jawa. Kedua, putra
daerah lebih mengetahui dinamika dan permasalahan didaerahnya, dan ketiga, hanya
putra daerah yang dicalonkan oleh DPRST sebagai pengganti Mr. Nasrun pada sidang
pleno yang pertama tanggal 3 April 1950.%

Tidak tanggung-tanggung, bahkan Partai Adat Rakyat menuding keberadaan
Ruslan Muljohardjo sebagai gubernur, telah menyebabkan ketegangan politik di
Sumatera Tengah, hal ini dapat terlihat dari pernyataan berikut ini;

Partai Adat Rakjat sedjak lama menyatakan bahwa adanya Ruslan

Muljohardjo sebagai Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Tengah telah
menjebabkan ketegangan-ketegangan politik di Sumatera Tengah.*

3" Haluan, tanggal 5 Februari 1955.
?s Gusti Asnan, Op.cit., hlm. 63.
* Haluan, tanggal 5 Februari 1953.
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Posisinya sebagai Perdana Menteri, Natsir melihat bahwa langkah berani yang
dilakukan DPRST dengan menolak Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur Sumatera
Tengah adalah bentuk pembangkangan, mengingat dirinya bukan saja seorang kepala
pemerintahan, tetapi juga ketua Masyumi, yaitu partai yang dominan dalam DPRST,
sehingga Natsir merasa tidak dihargai oleh “orang kampungnya” sendiri.

Berdasarkan PP No.l Tahun 1951, terhitung sejak 8 Januari 1951 DPRST
dibekukan atas segala aktifitas dan legistimasinya,® serta mengangkat kembali
Ruslan Muljohardjo sebagat Gubernur Sumatera Tengah dengan S.J. St. Mangkuto
sebagai wakil gubernur. Pembekuan DPRST tersebut dapat dihat dari pernyataan
berikut;

Dengan adanja pertentangan pendapat jang sedemikian rupa antara
Pemerintah Pusat dengan DPRST, maka dalam bulan Djanuari 1951
keluarlah suatu Peraturan Pemerintah No. | tahun 1951 jang ditetapkan
pada tanggal 5 Djanuari 1951 dan diumumkan pada tanggal 8 Djanuari
1951 oleh Menteri Kehakiman. Dengan keluarnja PP No. 1 tahun 1951

itu, maka Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Tengah jang dibentuk atas
dasar UU No. 10 th. 48 itu mendjadi Beku.*!

Terhitung sejak tangegal 8 Januari 1951, maka mulai saat itu Suamtera Barat
vang dikenal demokratis tidak lagi mempunyai alat perlengkapan demokrasi, ketika
seorang gubernur memerintah Sumatera Tengah tanpa Dewan Perwakilan Rakyat

untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

0 Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, Op.cit., him. 123.
" Haluan, tanggal 5 Januari 1954.
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C. Dinamika Partai Politik

Periode demokrasi parlementer merupakan masa yang dinamis disaat bangsa
Indonesia mulai bereksperimen dengan demokrasi, disatu sisi sistem parlementer
dengan multipartainya telah menciptakan kekuatan antar partai yang berimbang.
Namun disisi lain sistem parlementer juga memicu persaingan yang tajam antar fraksi
politik bahkan saling menjatuhkan. Hal ini terlihat dengan jatuh bangunnya kabinet
yang rata-rata berusia setahun “jagung”.

Masyumi adalah salah satu partai yang banyak memiliki lawan politik, bukan
hanya karena Masyumi adalah partai oposisi dan harus berhadapan dengan PNI.
Masyumi juga dihadang oleh PKI terkait perbedaan ideologi antara Islam dan
komunis. Ditingkat lokal, Masyumi juga mendapat perténtangan dari PAR dan
MTKAAM, terkait politik dagang sapi Masyumi yang mencoba merumuskan jumlah
anggota partai, dalam DPRST ketika masih meringkuk dalam pembekuan oleh
pemeritah pusat.

Selain persaingan antar partai politik yang semakin menajam di Sumatera
Tengah, partai-partai lama seperti Masyumi, PKI, PNI, PPTI, Murba, MTKAAM,
Partai Sosialis, PSII, PBI, Perti dan PSI tidak memiliki urgensi program di awal tahun
1950-an. Tidak adanya program yang jelas dari partai tersebut telah menyebabkan
secbuah kecendrungan, untuk melahirkan keputusan atau melakukan tindakan

mendadak lewat apa yang dinamakan dengan konfrensi kilat.
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Konfrensi kilat adalah sejenis pertemuan partai yang hanya dihadiri oleh
kalangan terbatas, biasanya hanya petinggi atau pengurus inti partai saja. Salah satu
alasan penyelenggaraan konfrensi kilat ini adalah untuk mencarikan jalan keluar atau
membuat sebuah keputusan terhadap sebuah persoalan yang tengah dihadapi, dan
persoalan itu muncul secara mendadak atau di luar perkiraan partai khususnya atau
masyarakat [uas pada umumnya, serta sikap atau keputusan partai terhadap persoalan
itu juga harus segera dihasilkan. Alternatif dan butir-butir keputusan yang dihasilkan
dalam konfrensi kilat biasanya diwujudkan dalam bentuk resolusi.*?

Konfrensi kilat yang paling mendapat sorotan adalah ketika partai politik di
Sumatera Tengah, saat sidang pleno DPRST yang melahirkan resolusi terhadap
pencairan DPRST. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, memasuki akhir tahun
1952 partai-partai lama melakukan serangkaian aktivitas dengan rencana yang telah
dipersiapkan. Pada kurun waktu itu partai tersebut mulai mengadakan konferensi, hal
ini dikarenakan partai-partai tersebut sudah mempunyai program partai yang jelas.*’

Konfrensi yang dilaksanakan oleh partai tersebut membicarakan berbagai
persoalan yang dialami partai, serta berbagai rencana kegiatan partai. Berbeda dengan
konferensi kilat, dalam konfrensi hadir para petinggi, pengurus, dan sebagian besar
anggota serta simpatisan partai. Dalam pelaksanaan konferensi justru sering
mendatangkan petinggi partai dan tokoh penting partai dari Jakarta, atau sesepuh

partai yang tinggal di Sumatera Tengah, terutama sekali bagi partai lokal.

* Asnan, Op.ciz,, hlm. 75.
* Ibid,, hlm. 76.
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Kehadiran tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai pembicara yang sangat dinanti
kehadiran, dan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap berbagai keputusan
yang akan diambil peserta konferensi. Dapat dilihat bahwa partai-partai tersebut
mulai aktif dan serius melakukan aktivitasnya, dalam artian bahwa pertain ini telah
memiliki agenda dan rencana kerja, serta melakukan evaluasi terhadap apa yang telah
dilakukan sebelumnya. Gusti Asnan didalam Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera
Barat tahun 1950-an menjelaskan bahwa alasan partai-partai tersebut mulai marak

dengan pelaksanaan konferensi terkait dengan rencana pelaksanaan pemilu.




BAB III

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 1955

A. Pembentukan Panitia Pemilihan

Jauh sebelum dikeluarkannya “sratement bersama” pada tanggal 21 Juli 1952
oleh KPPST, yang mendesak diadakannya pemilu atas “kekosongan demokrasi” di
Sumatera Tengah. Wacana untuk menentukan keanggotaan konstituante melalui
penyelenggaraan pemilu telah menjadi program dari Kabinet Hatta (1949-1950).
Namun rencana tersebut harus tertunda akibat kuatnya desakan untuk mengubah
bentuk RIS menjadi Negara Kesatuan RL.

Selama Kabinet Wilopo (1952-1953), wacana untuk menyelenggarakan
pemilu direalisasikan dengan diajukannya rancangan UU pemilu, kepada parlemen
pada tanggal 25 November 1952. Rancangan UU yang berasal dari pemerintah ini,
disahkan oleh parlemen menjadi UU pemilu pada tanggal 4 April 1953.! Alasan
mengapa pada Kabinet Wilopo begitu bersikeras untuk menyusun UU pemilu pada
saat itu, hal int tidak terlepas dari permasalahan di tingkat nasional, ketika militer
menyiapkan barisan Tank dan mengarahkannya ke [stana Presiden. Berlandaskan
alasan tersebut, maka pemerintah mendesak Kabinet Wilope agar segera

mempersiapkan rancangan UU pemilu.

! Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, (Jakarta: PT.
Intermasa, 1995), hlm. 29.
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Herbert Feith menilai bahwa, UU pemilu yang dibuat pada masa Kabinet
Wilopo tersebut terlalu perfeksionis dalam cita-cita demokrasi, dan juga terlalu rumit
sehingga pelaksanaannya akan bersifat lamban dan mahal. Meskipun demikian, Feith
menambahkan bahwa UU ini merupakan hasil penyesuaian yang amat teliti, dari
teknik pemilihan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia pada saat itu.”

Merealisasikan UU pemilu yang telah dibuat, maka Kabinet Wilopo
membentuk panitia ad hoc, yang memiliki tugas untuk mempersiapkan semua
keperluan serta kelancaran pemilu, dan dipercayakan kepada Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Kehakiman. Untuk selanjutnya tugas tersebut diberikan dan diselesaikan
oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).> Akibat seringnya penundaan untuk
melaksanakan pemilu, baru pada Kabinet Burhanudin Harahap pemilu dapat
dilaksanakan. Hal ini dikarenakan semua persiapan mengenai pemilu sudah rampung
dikerjakan, dan sudah sepantasnya untuk dilaksanakan tanpa harus mengalami
penundaan lagi.

Berlandaskan pada pasal 18 UU pemilu, menjelaskan bahwa tugas Panitia
Pemilihan Indonesia adalah mempersiapkan, memimpin dan menyelenggarakan
pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu

PPl juga diberikan sebuah kewajiban dan hak penuh atas segela perencanaan,

* Herbert Feith, The Indonesian Election of 1935, (New York: Modern Indonesia Project
Southeast Program Comell University [thaca, 1957), him. 4.

* Menteri Kehakiman, Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rafyat dan Konstituanste. (tanpa takun), him. 7.
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penguasaan anggaran belanja urusan pemilu tersebut adalah untuk menjamin
kelancaran pekerjaan PPL.*

Terdapat sekitar 130 partai yang ikut ambil bagian dalam pemilu ditingkat
nasional, 44 partai dan orgaanisasi di Sumatera Tengah, yang sekitar 27 diantaranya
memperoleh kursi dalam parlemen. Hampir sama dengan Pemilu 2009 yang diikuti
oleh partai politik dan non-partai (independent), di Sumatera Tengah juga diikuti oleh
kontestan partai politik dan non partai. Jumlah kelompok partai dan organisasi di
Sumatera Tengah, yang ikut ambil bagian untuk pemilihan anggota DPR berjumlah
44 buah, termasuk diantaranya 20 kontestan non-partai. Selain itu pada tingkat
pemilihan anggota Dewan Konstituante, terdapat 38 partai politik termasuk
diantaranya 12 kontestan non-partai.’

Ada beberapa partai dan organisasi yang hanya dikenal di Sumatera Tengah
saja, namun tidak dikenal dipusat atau daerah lain. Partai tersebut adalah partai Perti
(Persatuan Tarbiyah [siamiyah), yang didirikan di Bukittinggi pada tanggal 26
Nopember 1945, partai MTKAAM (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam
Minangkabau), yang didirikan di Padang Panjang pada tanggal 21 Desember 1945,
Partai Adat Rakyat yang lahir pada tanggal 24 April 1950 di Sawahlunto, dan
beberapa partai kecil lainnya.® Partai-partai yang hanya dikenal di Sumatera Tengah,

partai terscbut adalah partai lokal, yang lahir di wilayah Sumatera Tengah dengan

* Ibid,,
’ Mestika Zed. Edy Utama, Hasril Chaniago, Sumarera Barat di Panggung Sejarah [945-
1995, (Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1998), him. 130.
S Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an, (Iakarta
Yayasan Obor Indonesia, 2007), him. 34,
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menempatkan basis mereka juga diwilayah Sumatera Tengah. Namun pengaruh
mereka bukan hanya terbatas di Sumatera Tengah saja, Perti misalnya, partai ini juga
terdapat di Aceh dan juga mendapat dukungan dari ulama Aceh.

Kesuksesan pelaksanaan‘pcmilu tidak terlepas dari peranan panitia pemilu,
yang turut andil didalam menjalankan tugas mereka. Seperti yang telah disinggung
sebelumnya, bahwa tugas dari panitia ad hoc yaitu mempersiapkan semua keperluan
dan kelancaran pemilu akan dilanjutkan oleh PPI. Panitia Pemilihan Indonesia berada
dibawah tanggung jawab S. Hadikusumo yang menjabat sebagai ketua, dan Rustam
Sutan Palindih sebagai wakil ketua.

Menanggapi tugas yang :dibebankan oleh panitia ad hoc, maka PP] membagi
diri kedalam tiga bagian, yaitu bagian umum, bagian rumah tangga dan bagian
penerangan. Bagian umum menangani permasalahan pemilihan, korespondensi dan
dokumentasj. Bagian rumah tangga menjalankan tugas mengenai memenuhi
perlengkapan pemilu, transportasi, kepegawaian dan masalah keuangan. Sedangkan
bagian penerangan bertanggung jawab atas masalah publikasi, penyiaran, instruksi
atau pengumuman, latihan-latihan petugas, serta koordinasi dengan Kementerian
Penerangan.’

PPI adalah panitia sentral yang memberikan intruksi terhadap panitia-panitia
dibawahnya. Sebagai panitia sentral, maka PPI diberikan kewajiban dan hak penuh

atas penguasaan perencanaan, dan anggaran belanja terkait urusan pemilu, untuk

’ Menteri Kehakiman, fndonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituanste. (tanpa tahun), him. 85.
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kelancaran pelaksanaan pemilu. Panitia pelaksanaan pemilu yang berada di bawah
PPI terdiri antara lain:
1. Panitia Pemilihan

Sesuai dengan pasal 15 UU pemilu, maka dalam melaksanakan pemilu untuk
tingkat DPR atau Konstituante diseluruh wilayah Indonesia, dibagi menjadi 16 dacrah
pemilihan. Sebagai penyelenggara didalam tiap-tiap daerah pemilihan, dalam pasal 17
UU No.7 tahun 1953 mewajibkan adanya Panitia Pemilihan, yang tempat
kedudukannya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Panitia Pemilihan (PP) merupakan sebuah organisasi yang bernaung di bawah
Panitia Pemilihan Indonesia, dengan ketua dan anggotanya terdiri dari Pamongpraja
yang dipilih oleh Menteri Kehakiman, dan panitia ini hanya menjalankan instruksi
dari Panitia Pemilihan Indonesia.

Berdasarkan pasal 21 UU No.7 tahun 1953, PP terdiri dari lima orang anggota
dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota, yang diantaranya ketua dan wakil
ketua. Tugas dari PP secara garis besar adalah melakukan persiapan dalam
menyelenggarakan pemilu, namun secara kongrit PP memainkan tugas yang sangat
penting di dalam menjalankan tanggung jawabnya, seperti menjumlah penduduk
WNI lalu menyampaikannya kepada PPI, menyusun daftar calon sementara, dan
membuka serta menghitung surat suara yang diterima dari Panitia Pemungutan Suara

(PPS).5

* Ibid., him. 89
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Dapat dikatakan bahwa PP adalah perpanjangan tangan dari PPI, jika PPI
berada pada level perencanaan yang memberikan instruksi kepada PP, maka PP
berada pada level kongkrit di dalam merealisasikan instruksi dari PPL. Hal inj dapat
dilihat dari tugas-tugas yang diemban oleh PP hampir sama dengan PPIL Dalam
menjalankan tugas membantu persiapan pemilu, terhitung PPI, PP, dan PPK, telah
melakukan empat kali konfrensi yang bersifat latihan, seperti memberikan penjelasan
mengenai cara melaksanakan pemilihan beserta. petunjuk pelaksanaan pemilu, yang
bekerjasama dengan jawatan Penerangan.

2. Panitia Pemilihan Kabupaten

Sesudah Panitia Pemilihan, berikutnya dilanjutkan oleh Panitia Pemilihan
Kabupaten (PPK). Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) diketuai secara rangkap oleh
bupati, hal ini dikarenakan padla tingkat kabupaten dipimpin oleh seorang bupati.
Hampir sama dengan PP, keanggotaan PPK terdiri dari lima sampai tujuh orang
dengan ketua dan wakil ketua diantaranya.

Masa keanggotaan PPK berdasarlan pasal 22 UU pemilu harus ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri. Awalnya ditetapkan untuk masa 2 tahun, karena
berhubung dengan belum dapat diselesaikan semua tugasnya selama 2 tahun tersebut,
maka masa keanggotaan PPK diperpanjang hingga beberapa bulan.’

Karena posisi PPK berada dibawah kewenangan PP, maka tugas yang
diembankan kepada PPK dikatakan sebagai tugas yang meringankan PP, yang terdiri

atas: Membantu PP dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan DPR,

? Komisi Pemilihan Umum, Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia, (tanpa tahun), him. 54.
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menjumlah penduduk di daerahnya serta melaporkannya kepada PP, menerima dan
memeriksa surat-surat pencalonan, dan menetapkan tempat pemberian suara.
3. Panitia Pemungutan Suara

Tugas PPK dilanjutkan terus kebawah oleh panitia yang menamakan dirinya
Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang bertanggung jawab dalam lingkup kecamatan.
Bedasarkan pasal 18 UU pemilu, tiap-tiap kecamatan merupakan daerah pemungutan
suara dari daerah pemilihan yang melingkupi kecamatan tersebut. Apabila suatu
daerah pemilihan tidak terbagi dalam kecamatan, maka Menteri Dalam Negeri akan
membagi daerah tersebut menjadi daerah-daerah yang dianggap sebagai kecamatan,
dengan menunjuk seseorang untuk melakukan tugas sebagai camat, dan diitiap-tiap
daerah pemungutan suara akan dibentuk suatu PPS.

Panitia Pemungutan Suara terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang anggota.
Jabatan ketua PPS diisi oleh seorang camat dan menjabat rangkap sebagai anggota,
dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh
Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan.

Keberadaan PPS secara umum bertanggung jawab kepada PPK, maka tugas
panitia ini saling berhubungan, salah satunya memberitahukan jumlah penduduk WNI
disebuah kecamatan kepada PPK, mengesahkan daftar pemilih dan daftar pemilih
tambahan. Selain bertugas untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditingkat
kecamatan, panitia ini juga mempunyai wewenang untuk menunjuk ketua di masing-

masing penyelenggaraan pemungutan suara di kecamatan.
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4. Panitia Pendaftaran Pemilih

Sesudah PPS, tugas selanjutnya diteruskan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih
(PPP), yang terdapat ditingkat desa, marga atau nagari. Panitia Pendaftaran Pemilih
yang dibentuk dalam tiap-tiap desa, marga atau nagari minimal terdiri atas tiga orang
anggota, dengan kei)ala desa merangkap jabatan sebagai anggota dan ketua. jika
sebuah kecamatan atau daerah yang disamakan dengan kecamatan tidak terbagi
dalam pecahan desa atau satuan daerah, maka Menteri Dalam Negeri membagi
daerah itu dalam satuan daerah, yang dalam UU No.7 tahun 1953 dianggap sebagai
desa, dengan menunjuk seorang petugas untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala
desa.'®

PPP bertanggung jawab atas beberapa tugas, yang terdiri antara lain:
melakukan pendaftaran pemilih didesa, menyusun daftar pemilih dan daftar pemilih
tambahan, mengumumkan daftar pemilih sementara, membantu mempersiapkan
pemilihan Konstituante atau DPR, dan mencatat jumlah penduduk WNI dalam desa
serta melaporkan hasilnya kepada ketua PPS.

Demikianlah panitia pemilu yang berada dibawah tanggung jawab PPI, dari
tingkat provinsi yang dipercayakan kepada Panitia Pemilihan, ditingkat kabupaten
dipercayakan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, = ditingkat kecamatan
dipercayakan kepada Panitia Pemungutan Suara, dan ditingkat desa atau nagari

dipercayakan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih. Berikut ini adalah gambar struktur

'9 Menteri Kehakiman, Op.cit., him. 95,
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organisasi dari perangkat penyelenggara Pemilu 1955 secara keseluruhan, dari tingkat

pusat hingga ketingkat desa:

Bagan I Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pemilu 1954

ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1954

Kabinet H " Parlemen J
§ — .
1 Panitia ) Jumiah
Daerah Daerah Panitia fngzota
;_]__, _ AdHoc. ) ns 1 14
r . - P_II)I ., Provinsi 15 105
3 L. Kahupaten 208 1456
Jakarg_a [ Sekretaris l (tetap) Xecamatan 3.141 15.705
. [ : - r 4 Desa 42.09 126.276
r A s Y Banjar/Kamp./
Pro‘rinsi [ Sekre‘[aris }‘ P'P‘ Dsh,/T.P.5, 94.920 B664.440
\ I / . (tetap) /' Jumiah 140.377 808.026
Kabupaten PP.Xabh.
| (sementara)
[ PPS
Kecamatan o ]
| (sementara)
Des PPE
(sementara)

Penyelengpara
Banjar/Kampung Pemungutan Suara
dsb/TP.S (sementara) *)

*) Jumnlah antara 4 sampai 11, diambil pukulrata 7 anggota per T.PS.

Sumber: Komisi Pemilihan Umum. Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia. (tanpa tahun).
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B. Pendaftaran Pemilih

Menghadapi Pemilu 1955 yang baru pertama kali dilaksanakan oleh bangsa
Indonesia, maka dari itu panitia pemilihan jauh-jauh hari telah mempersiapkan semua
kebutuhan yang diperlukan pada saat pemilu dilaksanakan, salah satunya adalah
mendata jumlah penduduk ditiap-tiap daerah, dan mendaftarkan calon pemilih yang
sudah layak menjadi pemilih. Syarat untuk menjadi seorang pemilih adalah wanrga
negera Indonesia, yang sudah berumur 17 tahun dan sudah menikah.

Berdasarkan P.P. No. 9 tahun 1954, pemerintah menetapkan bahwa
penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih sudah
dimulai sejak tanggal 1 Mei 1954. Panitia pendaftaran pemilih ini akan datang
kerumah-rumah, untuk mendaftarkan nama-nama calon yang sudah layak sebagai
pemilih dalam Pemilu 1955.

Penutupan pendaftaran pemilih secara resmi ditutup pada tanggal 15
September 1954, maka terhitung sejak tanggal tersebut Panitia Pendaftaran Pemilih
tidak lagi mendatangi rumah-rumah penduduk, namun mereka akan bekerja meyusun
daftar calon pemilih di kantor panitia pendaftaran pemilih yang sudah ditentukan.'"

Bagi desa-desa yang hingga tanggal 15 September 1954 belum selesai dengan
pendaftaran pemilih atau belum mulai mendaftarkan, penutupan pendaftaran pemilih

dari rumah ke rumah tetap diberlakukan. Peraturan ini diberlakukan agar pelaksanaan

"' Majalah Penerangan Sumatera Tengah, Kesempatan Terakhir untuk Mendafiar, Djawatan
Penerangan Sumatera Tengah, Tahun 1954.
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Pemilu 1955 tidak lagi ditunda dan dapat dilaksanakan sesuai tanggal yang telah
ditetapkan.'?

Masih minimnya dan adanya keterbatasan sarana informasi pada saat itu, telah
menimbulkan kesalahpahaman masyarakat, mengenai informasi telah selesainya
pendaftaran pemilih pada tanggal 15 September 1954, serta telah melahirkan
kegelisahan kepada masyarakat, bahwa nama-nama yang belum terdaftar tidak dapat
lagi mendaftarkan diri, selain itu masih banyak sekali penduduk yang belum
mendaftarkan diri.

Setelah mendapatkan informasi yang jelas dari panitia pendaftaran pemilih,
kekhawatiran masyarakat tersebut tidaklah benar. Pendaftaran pemilih dari rumah ke
rumah memang telah selesai terhitung sejak tanggal 15 September 1954, namun tidak
berarti bahwa penduduk tidak boleh mendaftarkan dirinya lagi sebagai pemilih. Perlu
diketahui bahwa pada tiap-tiap kenagarian, hingga ke tiap jorong terdapat kantor
panitia pendaftaran pemilih, dan pemilih dapat mendaftakan langsung dirinya ke
kantor panitia pendaftaran pemilih yang telah disediakan."

Maka dapat dikatakan bahwa sejak tanggal 15 September 1954, panitia
pendaftaaran pemilih tidak lagi mengunjungi rumah-rumah penduduk, akan tetapi

panitia tersebut akan beraktifitas dikantor mereka. Karena itu penduduk yang belum

12 -
Ibid.,
1> Majalah Penerangan Sumatera Tengah, Pegumunan Panitia Pemilihan Indonesia, Djawatan
Penerangan Sumatera Tengah, Tahun [954,

43



mendaftarkan dirinya, harus datang sendiri ke kantor panitia pendaftaran pemilih
untuk mendaftarkan namanya sebagai pemilih."*

Antara tanggal | dan 5 September 1954 sampai tanggal 1 Desember 1954,
semua panitia pendaftaran pemilih bekerja dikantor PPP untuk menyusun daftar
pemilih sementara. Dan pada akhimya masing-masing ketua PPP akan
memberitahukan jumlah penduduk warga negara Indonesia, untuk daerah
pemungutan suara yang dipercayakan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
Demikian pula dengan PPK yang memberikan jumlahnya keatas, kepada Panitia
Pemilihan, dari daerah pemilihan yang melingkupi kabupaten tersebut. "

Dengan demikian, maka panitia pemilihan pendaftaran dan panitia
pemungutan suara pada jangka‘waktu yang telah disebutkan diatas, adalah waktu
yang sibuk dengan tugas mempersiapkan pemilu, hingga hari yang ditentukan untuk
pemilu itu datang. Kesulitan dan kendala mengapa hingga tanggal 15 September
1954, panitia pendaftaran pemilih masih belum bisa mendaftarkan semua nama
ditiap-tiap desa, selain dikarenakan oleh kesulitan medan dan jauhnya rumah
penduduk yang harus dicapai, hal ini juga dikarenakan ketika panitia pendaftaran
pemilih datang kerumah penduduk, ada sebagian mercka yang tidak berada dirumah
dikarenakan sedang bekerja atau sedang keluar daerah.

Mereka yang langsung mendaftarkan diri ke kantor PPP yang telah

ditentukan, akan disuruh untuk mengisi formulir dan diberikan kartu pemilih yang

|
Ibhid.,
'* Majalah Penerangan Sumatera Tengah, Kesempatan Terakhir untuk Mendafiar, Djawatan
Penerangan Sumatera Tengah. Tahun 1954.
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harus dibawa ketika pemilu dilaksanakan. Masa pendaftaran langsung ke kantor PPP
mulai berlaku dari 15 September 1954 hingga 22 November 1954. Setelah nama
mereka ferdaftar, PPP akan memasukkan nama mereka kedalam daftar pemilih
tambahan.

Setelah tidak lagi melakukan pendaftaran ke rumah penduduk, PPP sibuk
dengan agenda yang telah ditentukan seperti: 1 Oktober 1954 ketua PPP sudah harus
memberitahukan jumlah penduduk Indonesia di desanya, kepada PPS vyang
bersangkutan. 20 Oktober 1954, ketua PPK harus memberitahukan jumlah penduduk
Indonesia di daerahnya kepada PP. 25 Oktober 1954, ketua PP harus memberitahukan
Jumlah penduduk Indonesia dalam daerah pemilihannya kepada PP1. Maka tampaklah
sudah, bahwa nama pemilih yang sudah terdafiar di desa akan diteruskan ke
kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai ke pusat.'®

Setelah mendaftarkan diri kepada PPP, selambat-lambatnya 3 hari_sebelum
pemungutan suara, calon pemilih akan diberikan surat pemberitahuan. Pembagian
surat peemberitahuan ini ditiap-tiap daerah mulai pembagiannya berbeda-beda. Untuk
Kabupaten Agam surat pemberitahuan tersebut telah dibagi-bagikan mulai tanggal 25
September 1955. Namun secara umum surat pemberitahuan ini selambat-lambatnya
sudah sampai ditangan pemilih 3 hari sebelum pemungutan suara.'’”

Untuk Kabupaten Agam diumumkan puia, bahwa jika seorang pemilih

sebelum tanggal 27 September 1955 belum menerima surat pemberitahuan, maka

'® Majalah Penerangan Sumatera Tengah, lustruksi Panitia Pemilihan Indonesia, Djawatan
Penerangan Sumatera Tengah, Tahun 1954.
" Haluan, tanggal 27 September 1955.
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diperbolehkan meminta langsung kepada panitia penyelenggara pemungutan suara
ditempat nama mereka terdaftar.

Perlu diketahui, bahwa surat pemberitahuan hanyalah sekedar pemberitahuan
kepada pemilih, bahwa mereka nanti pada hari pemungutan suara dapat menjalankan
haknya sebagai pemilih. Jika kebetulan surat pemberitahuan itu tidak kita terima,
sedangkan mereka sudah mendaftarkan diri, maka pada hari pemungutan suara
mereka diperbolehkan untuk memberikan suaranya, asalkan nama mereka ada dalam
daftar pemilih yang dipegang oleh panitia pemungutan ditempat itu.'®

Berikut ini adalah format surat pemberitahuan yang diberikan kepada calon

pemilih:

B Ibid..
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PEMBERITAHUAN

Tentang tempat-pemberian-suara dan pemungutan-suara untuk pemiliban anggota
Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante *)

NamaPemilill - e T L. Lo I e
NomorPemilih: ... ... ...
Tempat-pemberian-suara:.____.________________.
Waktu pemberian-suara antara pk_ 0800 sampai dengan pk_ 14.00
el 19.....
Ketua PPPS

*) Ditjoret jang tidak perha

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia, (tanpa tahun).

C. Situasi Teknis Pemilih
Aktivitas politisi di Sumatera Tengah mulai padat dan ramai dengan
kampanye di tiap-tiap daerah, dalam menghadapi Pemilu 1955 yang akan
dilangsungkan pada tanggal 29 September 1955. Kampanye-kampanye yang saling
menjatuhkan dan saling menyudutkan antar partai politik semakin sering terdengar,
| seperti pidato dilapangan dan dakwah-dakwah yang diadakan Masjid. Di lain pihak,
semakin mendekati hari pemilihan, semakin semarak pula antusias dan sambutan dari

masyarakat di Sumatera Tengah.
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Karena Pemilu 1955 adalah pemilu yang pertama yang diselenggarakan oleh
bangsa Indonesia, tidak mengherankan jika animo masyarakat pada saat itu memang
besar. Persiapan yang matang dilakukan sejak jauh-jauh hari oleh Panitia Pemilihan,
semakin mempertegas bahwa evenr pemilu bukan hanya pogram biasa yang
dilakukan pemerintah. Masyarakat di Sumatera Tengah menggap Pemilu 1955 adalah
“Alek Nagari” yang harus diramaikan dan dimeriahkan.

Saat masa kampanye misalnya, banyaknya selembaran-selembaran vyang
ditempel dan dibagi-bagikan ke masyarakat. Selain itu ada pula pementasan kesenian
tradisional masyarakat Minangkabau dilapangan, yang diselenggarakan oleh beberapa
partai politik, juga ikut meramaikan pelaksanaan pemilu yang sudah didepan mata.
Masyarakat pun masih merasa asing dengan kampanye-kampanye yang dilakukan
oleh partai politik, tidak mengherankan jika masyarakat datang berbondong-bondong
untuk mengetahui acara apa yang sedang dilangsungkan, yang ternyata adalah
kampanye partai politik.

Kemeriahan Pemilu 1955 juga dapat terlihat dari persiapan yang dilakukan
masyarakat ketika itu. Pagi-pagi sebelum jam 08.00 wib, masyarakat sudah
berkumpul dan meramaikan balai adat, atau lapangan sebagai tempat pemungutan
suara yang telah ditunjuk ditiap-tiap kenagarian. Masyarakat di Sumatera Tengah

datang beramai-ramai bersama keluarga mereka, ada yang membawa anak-anak
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mereka, bahkan mereka yang cacat pun di fasilitasi dengan cara digotong bersama-
sama untuk mengikuti pelaksanaan pemilu.'®

Rasa keingintahuan dan kegembiraan bercampur menjadi satu, dan itu jelas
terlihat pada raut wajah pemilih. Situasi pada tempat pemilihan terasa seperti pasar
malam yang diramaikan oleh penjual makanan dan minuman. Pedagang tersebut
sengaja menggelar dagangan mereka, dikarenakan mereka sudah memprediksi bahwa
pada saat pelaksanaan pemilu akan diramaikan oleh semua kalangan masyarakat, dan
mereka semua berkumpul untuk satu tujuan, mengikuti pelaksanaan pemilu yang baru
pertama kali diselenggarakan.®

Sambutan yang meriah dari masyarakat juga ditunjukkan dengan pakaian
yang dikenakan. Pakaian yang mercka kenakan saat itu adalah pakaian yang rapi,
bahkan baju baru yang biasanya jarang dipakai schari-hari, seperti baju kemeja, baju
koko, kopiah bagus, sarung bagus, sandal dan sepatu baru, serta wewangian seperti
parfum yang jarang mereka kenakan, ini dikarenakan ketika pelaksanaan pemilu
masyarakat ingin tampil rapi dan meriah. Semua itu adalah sebagai wujud untuk
memeriahkan pesta demokrasi tersebut.*!

Jika pada tempat pemilihan suara terasa ramai dan meriah, justru situasi
tersebut sangat bebeda dengan tempat-tempat umum yang pada hari biasa terasa
ramai. Salah satu tempat yang sepi pada hari pelaksanaan pemilu adalah pasar. Pasar

yang biasanya sejak subuh sudah ramai oleh aktifitas jual beli seperti sayur-sayuran

" Wawancara dengan Buya Hasan Ahmad di Agam, tanggal 28 Juni 2011,
* Wawancara dengan Alhadar Alam di Pariaman, tanggal 8 Juni 2011.
*' Wawancara dengan Alhadar Alam di Pariaman, tanggal 8 Juni 2011.
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dan bahan keperluan dapur, namun keadaan tersebut pada tanggal 29 September 1955
tidak terlihat sama sekali. Banyak kios dan toko-toko yang tutup pada saat itu, serta
banyak pula pedagang kaki lima yang tidak menggelar dagangan mereka pada hari
tersebut.”

Keadaan pasar benar-benar terasa sangat sepi, jika pada hari pasar untuk lewat
saja orang harus berdesak-desakan, namun pada hari pelaksanaan pemilu, jalan-jalan
dan gang-gang terasa lapang. Akibat tidak adanya orang yang berjualan serta
banyaknya toko-toko yang tutup ketika itu, sebagian masyarakat yang mengeluh
karena tidak bisa berbelanja, dan harus memakai bahan yang seadanya untuk
dimasak. Sebagian masyarakat ada yang sudah mendapat informasi, bahwa tidak ada
yang akan berdagang pada hari pelaksanaan pemilu, mereka menyiasatinya dengan
berbelanja lebih untuk tanggal 29 September 1955, agar mereka tidak pusing
memikirkan keperluan mereka nantinya.®

Untuk kantor instansi pemerintah yang biasanya pada jam kerja terasa ramai,
namun pada hari pelaksanaan pemilu juga terasa sepi, dikarenakan ada sebagian
beberapa kantor yang diliburkan. Kantor pemerintahan yang diliburkan pada
umumnya adalah kantor yang terpakai sebagai tempat pemilihan, seperti Balai Adat,
Kantor KAN, Sekolah, dan sebagainya.24

Ada juga beberapa instansi yang tidak diliburkan, namun mereka tetap

diberikan kebebasan untuk memberikan suara mercka pada Pemilu 1955, Seperti

2 Wawaneara dengan Zahar Pein di Bukittinggi, tanggal 28 Juni 2011.

2 Wawancara dengan Zahar Pein di Bukittinggi, tanggal 28 Juni 2011.

* Wawancara dengan Buya Hasan Ahmad di Agam, tanggal 28 Juni 2011.
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pabrik misalnya, pada pelaksanaan pemilu pabrik tidak diliburkan, namun diterapkan
seff secara berganti-gantian didalam memberikan suara mereka, hal ini diterapkan
agar pabrik tetap beroperasi dan pegawainya tetap dapat menyalurkan suara mereka.”

Areal persawahan dan ladang yang pada hari biasa ramai oleh petani yang
sibuk dengan ladang mereka, justru pada hari pelaksanaan pemilu juga terasa sepi.
Tidak ada terlihat aktifitas masyarakat seperti berladang dan bercocok tanam pada
saat itu. Hal ini dikarenakan para petani banyak yang memilih untuk tidak keladang
dan kesawah pada hari itu, namun mereka lebih memilih untuk mengikuti jalannya
pelaksanaan pemilu. Kalaupun ada aktifitas petani pada tanggal 29 September 1955,
itu pun dilakukan siang hari. Berbeda sekali pada hari biasa yang biasanya aktifitas
bertani banyak dilakukan pada pagi hari, namun hari itu tidak terlihat sama sekali,
dikarenakan para petani harus memberikan suara mereka pada Pemilu 1955.%

Masyarakat di Sumatera Tengah yang sudah datang pagi-pagi. mereka secara
seksama mengikuti pelaksanaan pemilu dari awal pembukaan hingga perhitungan
hasil suara. Mereka yang telah memberikan suara memilih untuk bertahan dan tinggal
ditempat pemungutan suara. Klimak dari pelaksanaan pemilu adalah pada saat
penghitungan suara. masyarakat mendengarkan dan memperhatikan jalannya
perhitungan suara dengan antusias.”’

Saat partai yang mereka dukung dan mereka pilih mendapat suara. tidak

jarang mereka bertepuk tangan, dan begitu juga dengan pendukung partai lain.

* Wawancara dengan Buya Hasan Ahmad di Agam. tanggal 28 Juni 2011.
** Wawancara dengan Buya Hasan Ahmad di Agam, tanggal 28 Juni 2011.
¥ Wawancara dengan Alhadar Alam di Pariaman. tanggal 8 Juni 2011.
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Terlebih lagi ketika partai yang mereka dukung memenangkan suara, suasana
gembira terasa gegap gempita ditempat pemilihan, dan ketika partai yang mereka
dukung meraih suara sedikit, mereka tidak melakukan aksi protes yang dapat
menimbulkan aksi ricuh. Pelaksanaan Pemilu 1955 memang dimaknai dengan
mengghargai partai yang menang dan partai yang kalah sebagai sebuah wujud
demokrasi, walaupun makna demokrasi terasa masih awam bagi masyarakat pada saat
itn. 2

Demikianlah situasi pelaksanaan Pemilu 1955 yang diwarnai dengan besarnya
animo masyarakat, serta besarnya rasa keingintahuan masyarakat di Sumatera
Tengah. Masyarakat mengapresiasi “event” pelaksanaan pemilu, dengan datang
beramai-ramai ke tempat pemungutan suara, pakaian yang rapi, teratur dan berjalan
damai.

Situasi yang berbeda justru terjadi ditempat-tempat yang pada hari biasa
ramai, namun pada saat pemilu dilaksanakan tempat tersebut justru terasa sepi. Sebut
saja seperti pasar, kantor atau instansi pemerintahan, dan areal persawahan milik
masyarakat. Sepinya tempat tersebut, hal ini dikarenakan masyarakat di Sumatera
Tengah pada saat itu lebih memilih untuk mengikuti pelaksanaan pemilu, untuk

mengobati rasa keingintahuan “event” pemilu yang baru pertama kali dilaksanakan

dan dianggap sebagai “alek nagari”.
Do = =

® Wawancara dengan Alhadar Alam di Pariaman, tanggal 8 Juni 2011.
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Partai yang pada masa kampanye selalu berseteru seperti Masyumi dan PKI,
ketika pelaksanaan pemilu telah usai justru perseteruan ditiap-tiap desa dan
kenagarian tidak terlihat lagi. Para politisi dan masyarakat pun mulai harap-harap
cemas menunggu hasil resmi perolehan suara yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan
aktifitas masyarakat di Sumatera Tengah pun kembali seperti hari biasa. Pasar-pasar,
instansi pemerintahan, dan areal ladang dan persawahan yang pada tanggal 29
September 1955 terasa sepi, namun pada keesokan harinya tempat-tempat tersebut

sudah mulai beraktifitas kembali seperti semula.
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BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

A. Kampanye

Mulai bergulirnya wacana kampanye yang sudah menjadi program dari
Kabinet Burhanuddin Harahap, telah mendorong semua partai politik ditingkat
nasional dan daerah saling mempersiapkan diri. Selain itu mereka juga telah
memetakan wilayah kampanye masing-masing, dalam rangka mengumpulkan
pendukung massa sebanyak mungkin. Untuk mencegah bentroknya antar partai
politik didalam meramaikan masa kampanye, pemerintah juga telah menetapkan
peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, walaupun dalam prakteknya masih ada
partai politik yang tetap nakal, dan tidak mematuhi peraturan kampanye yang telah
ditetapkan.

Partai-partai tersebut mulai sibuk dengan kegiatan kampanye, serta meluaskan
pengaruhnya di daerah-daerah pinggiran kota dan pedesaan, terutama sekali partai
politik yang memiliki basis massa yang besar. Melihat jalannya kampanye pemilu,
dari keseluruhan masalah atau tema yang diungkapkan, yaitu merupakan perdebatan
antara partai-partai pemerintah yang berhadapan dengan partai oposisi. Pada tingkat
pusat, perseteruan yang paling menonjol adalah antara dua partai berbeda aliran saat

itu, yakni PNI dan Masyumi.
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Posisi PKI adalah partai yang berada diluar pemerintah, namun tetap
mendukung pemerintah. Ditingkat Sumatera Tengah, Masyumi juga harus berseteru
dan berhadapan dengan PKI. Selain kedua partai tersebut memiliki perbedaan
“ideologi dan pandangan, posisi Masyumi sebagai partai oposisi memang memiliki
banyak “musuh politik”, baik ditingkat pusat maupun ditingkat lokal.

Serangkaian aktivitas Masyumi didalam menarik simpatisan dan pendukung
massa, adalah dengan mengadakan kampanye melalui dua cara: Pertama, dengan
mengadakan rapat-rapat umum dilapangan, melaui khotbah-khotbah di mesjid dan
melalui kunjungan ketua dan anggota pimpinan partai ke daerah-daerah. Kedua,
pengurus besar Masyumi juga menerbitkan buku pegangan bagi warganya dan bagi
seluruh umat Islam, seperti “Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum” yang ditulis
oleh M. Isa Anshary. Dua buku yang juga diterbitkan KAPU yaitu, “Waspadalah
Menghadapi Pemilu” dan “Masyumi Pendukung RI”.! Pastisipasi anggota terhadap
partai Masyumi sangatlah besar, ini terlihat dengan sumbangan dari anggota untuk
partai seperti uang, natura, dan hasil pangan lainnya, semua itu dilaksanakan atas
dasar gotong royong.2

Setiap melaksanakan kampanye, Masyumi menyatakan keinginannya untuk
melaksanakan cita-cita dan hukum Islam dalam kehidupan perorangan, masyarakat
dan negara. Dalam kampanyenya dijanjikan pula bahwa jika keinginan umat Islam itu

dapat terwujud, maka Islam tidak akan mengecam kedudukan agama-agama lain yang

! Suara Partai Masyumi, Maret 1953, tahun VII/3, hlm. 3.
? Wawancara dengan Alhadar Alam di Pariaman, tanggal 8 Juni 2011.
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ada di Indonesia, tetapi tetap memberikan kemerdekaan dan menjamin kehidupan
rakyat seluas-luasnya. Ajaran Islam adalah ajaran yang meliputi soal politik,
ekonomi, dan sosial, sehingga tidak ada pihak yang merasa tersisihkan atau tertekan
didalam negara yang berdasarkan Islam.’

Untuk mewujudkan cita-cita Masyumi, partai ini sering merespon berbagai
persoalan didaerah. Dalam bidang politik partai Masyumi menuntut pemerintah pusat
agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dalam waktu enam
bulan, ketika DPRST masih dibekukan. Dibidang pendidikan Masyumi menuntut
pemerintah pusat agar memberikan status daerah istimewa Kabupaten Agam, karena
pemerintah Agam yang telah mewajibkan Sekolah Rakyat untuk memperbanyak jam
pelajaran agama, serta memberikan bantuan kepada guru dan pembiayaan terhadap
sekolah agama. Sikap yang diambil Masyumi merupakan hasil dari resolusi partai
Masyumi Kabupaten Agam pada tanggal 19 Maret 1952.

Organisasi wanita, Muslimat Sumatera Tengah yang berada dibawah payung
Masyumi juga mengangkat wacana mengenai perlindungan terhadap perempuan,
dalam sebuah Konferesi Muslimat Sumatera Tengah di Bukittinggi tanggal 26

Oktober 1951. Hasil konfresi tersebut memutuskan untuk mendesak pemerintah pusat

¥ Yusrl Ihza Mahendra. Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik  Islam:

Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-Islam  (Pakistan), (Jakaria:
Paramadina, 1999), him. 145.

* Berita Masyumi, No. 129, tanggal 19 Maret 1952. Dikutip olch Hary Efendi, “Konflik
antara Partai Masyumi dengan Partai Perti dalam Pergolakan Politik di Sumatera Barat 1956-1960,"
(Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 69.
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agar secepatnya mengeluarkan undang-undang perkawinan yang dapat memberikan
perlindungan terhadap hak wanita dalam perkawinan.’

Sebagai partai Islam terbesar di Indonesia dan menjunjung tinggi asas dan
hukum Islam, partai Masyumi sering berbenturan dengan PKI, yang dianggap
Masyumi sebagai partai yang anti tuhan dan anti demokrasi. Dilain pihak, PKI juga
menuduh ideologi yang dianut Masyumi akan memicu munculnya pergolakan seperti
yang dilakukan DI/TII. Benturan-benturan tersebut dapat dilihat dari pidato, dan
khutbah yang diangkat pada kampaye Masyumi yang selalu mengkritik,
menyudutkan PKI dan menjadikannya sebagai isu yang hangat dikedua partai.
Sebuah ceramah yang dilaksanakan partai Masyumi di Tanah Datar pada bulan April
1953, K.H Isa Anshary sebagai pembicara dalam ceramah tersebut mengatakan;

s politik jang berdjalan di tanah air kita sekarang adalah politik
Abdullah bin Ubai, jang membentji Islam, dengan pelopornja PKI dan

PNL Politik kerjasama ini hanja untuk makan, kerjasama dengan
binatang pun kita bisa makan.®

Melihat ceramaah yang diberikan K.H Isa Anéhary di Tanah Datar adalah
sebuah counfer yang keras bagi PKI. K.H Isa Anshary mengibaratkan PKI dan PNI
adalah “binatang” yang hanya bisa makan. Kritik yang ditujukan untuk PKI tidak
hanya sampai disitu saja, dalam acara rapat umum partai Masyumi Cabang Bukittingi
yang dilaksanakan tanggal 2 Mei 1953, Yusuf Wibisono secara tegas menyatakan
perang terhadap ideologi komunis, hal ini dapat dilthat dari pernyataan yang

dikeluarkan Yusuf Wibisono;

3 Ibid., hlm. 70.
S fhid,,
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Masyumi adalah partai jang secara terang-terangan menolak dibukanja
perwakilan RI di Moskow. Masyumi adalah partai jang menolak anti
tuhan dengan ideologi komunis. Ajaran Marx dan Lenin jang
menjatakan bahwa agama sebagai candu, tidak dapat diterima oleh partai
Masyumi.”

Selain melakukan cownter untuk PKI, Masyumi juga mengkritik
kepemimpinan dari presiden Soekarno. Bentuk dari kritikan yang dilontarkan oleh
Masyumi memperlihatkan bahwa Masyumi adalah partai oposisi, yang selalu
bersebrangan den_gan pemerintah. Kritikan tersebut dikeluarkan oleh Mansur Daud
Datuk Palimo Kayo, yang menjabat sebagai Ketua Masyumi Sumatera Tengah.
Ketika memberikan penga;'ahan kepada pengurus, kader, anggota dan simpatisan
partai Masyumi di Sawahlunto/Sijunjung tanggal 1 Agustus 1954. Kritik yang
dikeluarkan Mansur Daud Datuk Palimo Kayo berbunyi sebagai berikut;

Pernjataan Presiden Soekarno bahwa “Pancasila adalah satu-satunja
ideologi negara, siapa jang berkhianat terhadap Pancasila berarti
mengkhianati perjuangan RI”, adalah tidak tepat. Soekarno baik sebagai
presiden maupun selaku pemimpin rakjat tidak memiliki hak untuk
membatasi rakjat dalam memilih dan menentukan dasar negara jang
mereka kehendaki. Menurutnja Pancasila sebagai ideologi negara belum
diisi dengan suatu ketegasan, dan karena itu Pancasila belum memberi
kepuasan kepada kaum muslimin. Kebenaran jang hakiki menurut
ummat Islam adalah kebenaran yang bersumber dari kebenaran Allah
dan bukan kebenaran jang berasal dari sebuah ideologi jang bernama
Pancasila.®

Terkait aktivitas PKI didalam menghadapi Pemilu 1955, PKI sering
melakukan kampanye di daerah-daerah. Bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan

PKI pada umumnya melalui rapat-rapat umum di lapangan, ceramah-ceramah

7 Haluan, tanggal 4 Mei 1953.
* Haluan, tanggal 7 Agustus 1954
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didalam gedung, di rumah-rumah penduduk, di gang-gang dan sebagainya. Dan yang
paling intensif adalah anjangsono dari rumah ke rumah. Tidak jauh berbeda dengan
Masyumi, PKI juga mendapatkan dana untuk kampanye dari sumbangan anggota
partai, yang secara bergotong royong menyumbangkan harta mereka maupun hasil
pertanian untuk keperluan partai.

Selama ceramah-ceramah yang digelar oleh PKI, mereka selalu menjelaskan
program apa saja yang diperjuangkan PKI untuk pemilu, dan sekaligus menelanjangi
politik anti rakyat dari Masyumi dan PSI. Semboyan yang paling ditonjolkan PKI
dalam ‘kampanyenya ialah: Pilih PKI! Kalahlan Masyumi-PSI!. Selain itu didalam
ceramahnya, PKI juga banyak membantah mengenai tuduhan yang dilemparkan
Masyumi kepada PKI sebagai partai anti agama, kafir, dan sebagainya.’

Menjawab tuduhan yang mengatakan bahwa anggota PKI adalah kafir, PKI
sendiri membantah pernyataan tersebut dengan berpijak kepada surat al-Hujarat ayat
1. Intinya dari surat al Hujarat ayat 1 yaitu, memvonis atau mengghukum orang Islam
yang masuk PKI sebagai kafir adalah sangat bertentangan dengan surat tersebut, yang
menentukan seorang itu kafir itu atau bukan, bukanlah masnusia, tetapi tuhan
sendiri."”

Alasan pemilihan slogan PKI “kalahkan Masyumi dan PSI”, hal ini
dikarenakan pada Kebinet Nasir (September 1950-Maret 1951), yang merupakan

koalisi antara Masyumi dan PS! mengeluarkan Undang-Undang larangan mogok, dan

? Hasan Raid, Pergulatan Muslim Komunis: Otobiografi Hasan Raid, (Yogyakarta: LKPSM-
Syarikat, 2001), hlm. 133.
* bid., hlm. 134.
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Undang-Undang tersebut tentu saja merugikan kaum buruh. Pada Kabinet Sukiman
yang berasal dari Masyumi (April 1951-Februari 1952), juga telah melancarkan razia
Agustus 1951 terhadap PKI. Sedangkan PSI adalah partai yang mendukung peristiwa
7 Oktober 1952 dari Nasution yang menghadapkan meriam ke istana negara.
Berlandaskan alasan tersebutlah mengapa PKI sangat membenci Masyumi dan PSL"

Perdebatan sengit antara kedua kekuatan utama saat itu, adalah pertentangan
menyangkut berbagai kebijaksanaan pemerintah. Tidak hanya itu, persoalan
mendasar yang menyangkut ideologi, antara paham nasionalisme berhadapan dengan
aliran paham Islam. Pertentangan mengenai dasar negara Pancasila dan negera yang
berlandaskan Islam. Pertentangan sengit tersebut juga menyeret Masyumi sebagai
pertai yang memperjuangkan Islam, berhadapan dengan PKI yang dianggap sebagai
partai anti tuhan.

Masri Sutan Sinaro menggambarkan bahwa, meskipun pertentangan antar
partai politik sangat tajam di Sumatera Tengah, namun ketika mereka bertemu di
kedai, pertentangan tersebut justru tidak terlihat sedikit pun, apalagi sampai terjadi
benturan fisik. Semua pertentangan tersebut hanya tampak ketika para politisi
melakukan kampanye pemilu dalam berebut pendukung simpatisan.'?

Selama masa kampanye banyak sekali terjadi intrik-intrik yang dilakukan oleh
partai-partai dalam usahanya memenangkan pemilu. Akan tetapi intrik-intrik yang

dilakukan partai tersebut akan mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat.

"! Ibid., him. 136.
"2 Wawancara dengan Masri Sutan Sinaro di Agam, tanggal 26 Juni 2011.
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Oleh karena itu partai-partai tersebut masih merasa malu-malu, dan menahan diri jika
ingin menjalankan intrik tersebut, karena diawasi dan dikritik oleh partai-partai
oposisi atau partai-partai lawannya. Parlemen yang berfungsi dengan baik,
masyarakat umum yang sangat peka dengan perkembangan politik, peranan pers yang
dapat bebas bersuara dapat mengecam tindakan tersebut, adalah alasan utama
mengapa partai politik lebih memilih untuk menahan diri."

Model kampanye yang paling diminati oleh partai politik pada umumnya
adalah berorasi dilapangan terbuka, dengan mendatangkan tokoh partai dari pusat ke
daerah-daerah. Se_but saja partai Masyumi yang mendatangkan tokoh sentralnya
seperti 5.J Mangkuto, Doesky Samad dan Djufrie Soeltany, yang ditugaskan untuk
mengunjungi daerah Kabupaten Pasaman dari tanggal 15 — 20 September 1955.
Perjalanan mereka ke Kabupaten Pasaman adalah untuk meyakinkan pendukung
Masyumi, bahwa secara perhitungan cepat umat Islam pasti menang, dikarenakan
90% penduduk di Indonesia memiliki jiwa Islam.'* Selain itu PKI juga mendatangkan
tokoh-tokoh mereka dari pusat ke Sumatera Tengah seperti Hasan Raid dan H.
Datuak Batuah.

Selain kampanye massa di lapangan terbuka, tidak tertutup pula melakukan
kampanye dengan cara dakwah dan ceramah di mesjid, surau, dan dalam pengajian.
Selain kampanye, partai politik tersebut juga melakukan polemik di media cetak, dan

isu-isu yang diangkat terkadang sering menyudutkan ideologi yang dianut oleh partai

3 Wilopo, Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya, (Jakarta:
Indayu, 1976), Him. 37.
' Hatuan, tanggal 27 September 1955.
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lain. Kampanye dengan model dilapangan terbuka ini banyak dipakai oleh PKI
dengan mengumpulkan pendukungnya dilapangan. Sedangkan kampanye dengan
media dakwah di mesjid, surau dan pengajian sering dilakukan oleh partai-partai
Islam seperti Masyumi dan Perti."”

Sejak awal berdirinya, Perti adalah sebuah persatuan atau organisasi yang
bertujuan untuk memajukan pendidikan agama Islam, serta menyiarkan dan
mempertahankan Islam dari gerakan modernisme Islam di Minangkabau. Ketika
organisasi Islam Perti menjadi partai Islam pada 22 November 1945, Perti tetap
konsisten memperjuangkan cita-cita mereka.'® Berbeda dengan Masyumi dan PKI
yang selalu berseteru selama masa kampanye dikarenakan perbedaan ideologi, Perti
Justru berada “dijalur aman” dan dianggap sebagai partai yang condong kepada
pemerintahan. Hal ini terlihat dari posisi Perti yang hampir secara keseluruhan
mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

Perti juga tidak ingin mempeributkan permasalahan perpolitikan Indonesia
sadt itu, seperti yang dilakukan oleh Masyumi dan PKI. Namun fokus perjuangan
Perti lebih mempermasalahkan kepada urusan agama. Salah satu permasalahan yang
disuarakan Perti adalah tidak adilnya pemerintah memberikan bantuan kepada umat

Islam, dibandingkan pemberian bantuan kepada golongan Kristen. Kenyataan ini

¥ Wawancara dengan H.M Said Datuk Tan Kabasaran di Bukittinggi, tanggal 28 Juni 2011,
" Edi Fakhri, “Partai Islam Perti: Studi Tingkah laku Politik Elit Partai Hubungannya
dengan Ideologi Politik 1950-1959", (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 1996). hlm. 56.
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diperkuat betapa pendidikan Islam masih terbelakang, dan bila tidak terpecahkan
akan mengancam keutuhan bangsa Indonesia.'’

Perti selalu dianggap sebagai partai “abu-abu. Hal ini dikarenakan
ketidakjelasan sikap yang diambil Perti dalam permasalahan politik, dan hanya
bergelut pada masalah agama dan pendidikan. Ketika Masyumi menuntut pemerintah
pusat agar memberikan status daerah istimewa Kabupaten Agam, karena pemerintah
Agam yang telah mewajibkan Sekolah Rakyat untuk memperbanyak jam pelajaran
agama, serta memberikan bantuan kepada guru dan pembiayaan terhadap sekolah
agama. Perti juga ikut mendukung tuntutan yang dikeluarkan oleh Masyumi, namun
hal ini bukan berarti bahwa Perti berada dalam posisi yang sama seperti yang diambil
oleh Masyumi. Sikap Perti tersebut hanya sebuah bentuk perjuangan terkait cita-cita
Perti didalam memajukan pendidikan agama Islam.'®

Masa kampanye ditutup tanggal 25 September 1955, keputusan ini didasarkan
atas rapat yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Sunarjo, Jaksa Agung
Suprapto, Kepala Kepolisian Negara Sukanto dan Wakil KSAD Z. Lubis. Maka dapat
dikatakan aktifitas partai yang ramai selama masa kampanye, sudah tidak terlihat lagi
terhitung sejak tanggal 25 September 1955. Berikut ini adalah pernyataan Mr.
Sunarjo mengenai keputusan penutupan masa kampanye;

Menteri Sunarjo menjatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk

menutup kampanje pemilihan umum bagi partai-partai/organisasi
diseluruh I[ndonesia, empat hari sebelum dilakukannja pemungutan

Y Ibid., him. 57.
** Hary Efendi, Op.cit., him. 69.
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suara tg 29 September jang akan datang ketjuali, seperti untuk Djawa
Barat, jaitu daerah Tasikmalaja, Garut dan Tjiamis, seperti sudah
dikabarkan kampanje pemilihan umum pemungutan suara.'’

Selain itu Dewan Keamanan Nasional yang diketuai oleh Perdana Menteri
Burhanuddin Harahap, telah mengeluarkan surat edaran yang berisikan pelarang
pemasangan tanda gambar dari partai-partai. Selain itu pelaranngan untuk
perseorangan yang akan mendatangi rumah-rumah kepala daerah seperti camat,
wedana, bupati, residen dan gubernur diseluruh Indonesia.*

Satu hari sebelum pemungutan suara dan pada hari pemungutan suara, maka
untuk daerah tempat pemungutan suara dalam lingkaran 50 M dari kota dan 100 M
dari luar kota dilarang mengadakan atau menjalankan kampanye. Selain itu juga
dilarang mengadakan rapat umum, demonstrasi atau arak-arakan menggunakan
pengeras suara, dilarang memasang poster dan spanduk, menyebarkan dan
menempelkan surat selebaran, dan dilarang membawa senjata api/tajam kecuali
tentara dan polisi yang sedang menjalankan tugas.>!

Tidak dapat dipungkiri pula, bahwa telah terjadi pelanggaran didalam
menjalankan kampanye, namun pelanggaran tersebut dapat ditekan dan diminimalisir.
Pelanggaran yang pernah dilakukan diantaranya ada partai menggunakan famplet,

yang meyudutkan partai lain seperti menggunakan lukisan pribadi Presiden. Selain itu

'* Haluan, tanggal 22 September 1955,

0 1bid.,

*' Menteri Kehakiman, Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituanste. (tanpa tabum), him. 189.
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ada juga partai yang mencoret-coret jalanan dengan cat yang melukiskan nama, tanda

gambar partai, dan selain itu pernah terjadi pula perebutan tempat kampanye.?

B. Pastisipasi Pemilih dan Pelaksanaan Pemilu

Limapuluh hari menjelang pelaksanaan pemilu, panitia pemilihan umum di
Sumatera Tengah mulai sibuk dengan tugas, dan mempersiapkan kelengkapan yang
diperlukan pada saat pemilihan umum. Gubernur Sumatera Tengah Roeslan
Moeljohardjo dalam konfrensi Panitia Pemilihan Sumatera Tengah, yang
dilangsungkan di gedung Nasional Bukittinggi, menyampaikan bahwa semua
kelengkapan alat-alat untuk pemilu sudah diterima, namun yang menjadi pokok
utamanya adalah masalah keamanan untuk terlaksananya pemilihan umum.

Melihat Iuasnya. daerah Sumatera Tengah, ditambah dengan banyaknya
Jjumlah tempat pemungutan suara, maka sudah tentu tenaga-tenaga kepolisian dan
tentara tidak akan mencukupi. Untuk itu oleh gubernur dianjurkan agar tiap-tiap
daerah diperbanyak mengadakan pertemuan diatara partai-partai yang ada, karena
dengan adanya acara ramah tamah, keamanan dapat dicapai.”®

Untuk membatu tenaga polisi di Sumatera Tengah, maka periu diangkat
18.000 orang seb_agai Pembantu Keamanan Pemungutan Suara (PKPS). Jumlah
tersebut berdasarkan tempat pemungutan suara yang berjumlah 6000 buah, yang

mana untuk tiap-tiap tempat ditetapkan tiga orang anggota PKPS. Ada pun syarat

= fbid., him. 190.
? Haluan, tanggal 10 Agustus 1955,
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pengangkatan PKPS tersebut ialah laki-laki berbadan sehat, tinggal didaerah atau
negeri tempat pemungutan suara tersebut. Orang-orang tersebut dicalonkan oleh wali
nagari dan disetujui oleh camat dan KKK Kabupaten, dan bagi kabupaten yang belum
ada KKK maka harus disetujui oleh Panitia Keamanan Kabupaten yang terdiri dari
bupati.**

Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi PKPS, maka harus
diangkat dan disumpah lima hari sebelum pemungutan suara, mendapatkan pelatihan,
dan selain itu mereka juga diberikan upah dengan perincian sebagai berikut;

Kepada mereka ini akan diberikan ganti kerugian sebanyak Rp. 235,-
untuk daerah selain Riau, dan untuk kepulauan Riau 8 dollar straits

sehari semalam. Dengan begitu untuk Sumatera dibutuhkan biaja Rp.
2.300.000,- dan 69.000 dollar srrairs.

Anggota PKPS ini akan diberi ban tangan yang distempel oleh P.P. Kabupaten
yang bersangkutan dan sebuah bambu runcing, serta akan dibayar Rp. I,-. Syarat
lainnya, kira-kira 50 M untuk luar kota, lingkaran keliling dari tiap-tiap tempat
pemungutan suara, tidak boleh dipasang tanda-tanda gambar. Begitu pula petugas-
petugas tidak boleh memakai lencana partai, dan tempat-tempat yang terletak ditepi
jalan, PKPS wajib menentramkan lalu lintas. ?®

Selain mengkhawatirkan masalah keamanan saat pelaksaan pemilu nantinya,
ada beberapa permasahan yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu permasalahan
tanda gambar yang akan dipakai oleh PKIJ, dan bagi orang yang tidak berpartai (calon

independen). S. Hadikusumo menerangkan bahwa soal nama dan tanda gambar PXI

* Ibid.,
» Ibid,
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dan orang tak berpartai, sudah dibawa ke PPI dan tugas PPI lah yang dengan segera
diselesaikan permasalahan tersebut sebelum Pemilu 1955 diselenggarakan.?®

Malam hari sebelum diadakannya pemungutan suara, anggota (Komisi
Penyelenggara Pemungutan Suara) KPPS mengadakan rapat di kantor wali nagari,
guna membicarakan segala sesuatu yang diperlukan dan dibuthkan esoknya pada
waktu pemungutan suara. Rapat yang dipimpin oleh wali nagari, juga menjelaskan
kembali tugas masing-masing anggota KPPS. Setelah semuanya dirasa cukup maka
rapat ditutup, kemudian mereka kembali kerumah masing-masing.*’

Proses pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB, namun sebelum itu Ketua
Penyelenggara Pemungutan Suara membuka rapat pemungutan suara, dengan cara
membuka kotak suara, dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara
tersebut kosong. Setelah itu KPPS merobek materai tempelan pada bungkusan suara,
lalu membukanya dan mencocokkan dengan jumlah surat suara.”®

Sebelum mepersilahkan pemilih untuk memberikan suara, KPPS memberikan
keterangan kepada pemilih secara ringkas, tentang apa yang harus dilakukan oleh
tiap-tiap pemilih. Ada pun tata cara pemungutan suara adalah sebagai berikut:
Pemilih boleh membuka surat suara didepan penyelengggara pemugutan suara, untuk

memeriksa apakah surat suara itu masih utuh atau tidak. Setelah itu didalam bilik

pemberian suara pemilih harus membuka surat suara seluruhnya, dan meletakkannya

*® Haluan, tanggal 19 Januari 1955.

*' Alfian Yusra, “Pemilihan Umum (955 di Sumatera Barat: Studi Kasus Tentang
Kemenangan Masyumi di Kanagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 30 Koto”,
(Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 1998), him. 46.

* Ibid,, hlm. 48.
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diatas meja sebelum menusuk tanda gambar, atau menulis nama seorang calon yang
dipilihnya.”®

Pemilih yang menusuk tanda gaambar harus menusuknya sampai tembus,
dengan alat penusuk yang disediakan didalam bilik pemberian suara. Pemilih yang
memilih seorang calon harus menulis dengan huruf Jatin, nomor daftar, nomor urut
calon, dan nama calon dalam daftar calon tetap dalan kolom surat suara yang sudah
tersedia. Jika sewaktu menulis atau menusuknya membuat kesalahan, pemilih boleh
sekali lagi meminta surat suara baru.*®

Sesudah menusuk tanda gambar atau menuliskan nama calon pada surat suara,
pemilih melipat kembali surat suara itu seperti semula, kemudian membawanya
keluar bilik, memperiihatkan tanda tangan yang ada pada surat suara kepada ketua,
atau salah seorang anggota penyelenggara pemungutan suara yang ikut serta
membubuhi tanda tangan pada surat suara, dan memasukkanya kedalam kotak
suara.’!

Selesai KPPS memberikan pengarahan singkat, masyarakat yang sudah
berdatangan untuk memberikan hak suaranya, terlebih dahulu memberikan surat
panggilan kepada petugas pintu masuk untuk diberi nomor urut kehadiran, dan

menunggu ditempat duduk pemilih. Kemudian satu persatu dipanggil untuk

** Menteri Kehakiman, Op.cit, (tanpa tahun), him. 182.
30 a
ibid.,
> 1bid,,
73



memperoleh surat suara dari Ketua KPPS, dan langsung masuk ke bilik suara untuk
memberikan suara.*?

Setelah semua pemilih yang terdaftar memberikan hak suaranya, maka acara
dilanjutkan dengan perhitungan suara. Perhitungan suara dimulai dengan rapat oleh
KPPS, yang dipimpin oleh Ketua KPPS. Kemudian ketua membagi tugas, anggota
KPPS nomor dua dan momor tiga mendampingi katua di meja pimpinan rapat, dan
bertugas mencatat perhitungan suara. Sedangkan anggota nomor empat mengadakan
pencatatan penghitungan suara pada papan tulis, dan anggota keamanan menjaga
ketertiban selama diadakannya rapat dan perhitungan suara. Masyarakat sebagai
anggota pemilih diperbolehkan mengikuti jalannya rapat, acara pemungutan suara,
dan acara perhitungan suara.”

Penghitungan suara untuk DPR dilakukan langsung oleh PPS ditempat
pemungutan suara. PPS membacakan surat suara dan memperlihatkan kepada hadirin.
Surat suara itu lalu diberikan kepada Ketua PPS yang akan memeriksa kebenaran
pembacaan, dan mencatatnya dalam catatan penghitungan suara. Setelah semua surat
suara untuk DPR selesai dihitung, surat tersebut kemudian diikat menurut daftar

masing-masing, kemudian semua ikatan dimasukkan kedalam bungkusan dan disegel

dengan materai tempelan. Ketua dan anggota PPS lainnya membubuhi keterangan

33 Alfian Yusra, Op.cit., hlm. 48.
* Ibid., Hlm. 50.
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tentang isinya, dan tanda tangan mereka diatas bungkusan tersebut, lalu dikirim

kepada P.P. dengan dikawal.**

C. Hasil Pemilihan Umum 1955

Setelah semua pelaksanaan pemilu selesal, dan semua surat suara sudah
dikirim ke Panitia Pemilihan, hasil resmi Pemilu 1955 baru keluar kira-kira satu
bulan terhitung sejak pelaksanaan pemilu pada 29 September 1955. Menjelang
keluarnya hasil resmi Pemilu 1955 oleh pemerintah, perhitungan cepat dan capaian
hasil sementera, mengenai perolehan suara terus di update oleh media cetak dan
media elektronik seperti radio. Masyarakat di Sumatera Tengah harap-harap cemas
menunggu hasil resmi dari pemilu tersebut, namun melihat dari perolehan suara
sementara yang terus dipantau oleh masyarakat, dapat dipastikan bahwa Masyumi
tampil sebagai pemenang di Sumatera Tengah.

Hasil resmi Pemilu 1955 di Sumatera Tengah yang dikeluarkan oleh
pemerintah Sumatera Tengah, menampilkan tiga partai besar sebagai peraih suara
terbanyak. Suara terbanyak didominasi oleh partai Masyumi pada peringkat pertama,
diikuti oleh partai Perti, dan PKI pada posisi ketiga. Berikut ini adalah rincian

perolehan suara dari hasil Pemilu 1955 ditiap-tiap daerah Sumatera Tengah:

* Menteri Kehakiman, Op.cit., (tanpa tahun), him. 196,
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Tabel I. Daftar Perhitungan Suara Pemilu 1955 di Sumatera Tengah

DATIII Jumlah | Jumlah

No | (KABUPATEN/KOTAMADYA) | Penduduk | Pemilih | Masyumi | Perti | PKI
[ | Kabupaten Agam 329,275 | 165,660 | 77,211 | 35,340 | 7,000
2 | Kabupaten 50 Kota 237,930 | 132,342 | 67,746 {34,569 | 7,493
3 | Kabupaten Padang/Pariaman 405,282 | 207,403 | 61,518 {53,361 | 18,886
4 | Kabupaten Pasaman 170,466 | 93,378 | 32,446 |42,260| 1,459
5 | Kabupaten Pesisir Selatan 316,299 | 172,269 | 42955 33,0931 5,395
6 | Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 131,673 | 70,066 | 22,926 | 18,440 | 4,097
7 | Kabupaten Solok 223,254 | 135,384 | 70,876 | 24,492 ( 4,881
8 | Kabupaten Tanah Datar 278,702 | 139,254 | 72,796 | 22,628 | 9,830
9 | Kotamadya Bukittinggi 40,915 20,582 11,890 1,402 | 513
10 | Kotamadya Padang 101,144 51,026 20,157 5,928 | 2,029

Sumber: Arsip SOSPOL Sumatera Barat

Menarik sekali jika memperhatikan perolehan suara yang dikumpultkan oleh

partai Masyumi, Perti, dan PKI. Ketiga partai tersebut adalah partai yang memiliki

basis masa atau simpatisan yang berbeda ditiap-tiap daerah, serta memetakan peta

kekuatan politik berdasarkan karakteristik masyarakat sosial, ekonomi, politik dan

pendidikan.

Melihat kepada karakteristik masyarakat sosial, Kabupaten Agam, Kabupaten

50 Koto, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kotamadya Bukittinggi, dan

Kotamadya Padang. Daerah tersebut merupakan daerah yang mudah dapat menerima

pembaharuan yang dibawa oleh ulama muda modernis, dengan latarbelakang

pendidikan dari sekolah Sumatera Thawalib. Selain itu pelajar Sumatera Thawalib

76




tidak hanya berasal dari Padang Panjang, namun juga berasal dari luar Propinsi
Sumatera Tengah, dan sekembalinya mereka dari Sumatera Thawalib, mereka
menyebarkan serta memperkenalkan paham-paham pembaharuan tersebut.

Pelajar Sumatera Thawalib dikenal sangat kritis pada masanya, selain itu
pelajar Sumatera Thawalib juga sangat aktif dalam berorganisasi, seperti bergabung
dengan Permi dan Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelajar dan
alumni Sumatera Thawalib yang menjadi anggota Muhammadiyah, ketika cabang
Muhammadiyah Padang Panjang mulai dibuka tahun 1926.%

Adanya kesamaan cita-cita dan perhatian yang besar terhadap Islam, telah
menarik perhatian Muhammadiyah yang banyak diisi oleh alumni Sumatera
Thawalib, untuk memberikan dukungan dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada
Masyumi *® Jadi, alasan mengapa Masyumi bisa menang di Kabupaten Agam,
Kabupaten 50 Koto, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kotamadya
Bukittinggi, dan Kotamadya Padang, hal ini tidak terlepas dari peranan ulama muda
modernis, yang berlatarbelakang pendidikan dan organisasi masa dari sekolah
Sumatera Thawalib, dan Muhammadiyah.

Lain halnya pada Kabupaten Pasaman, Perti justru tampil sebagai pemenang
yang bersaing ketat dengan Masyumi, sedangkan pada Kabupaten Pesisir Selatan,

meski Perti tidak tampil sebagal pemenang namun suara yang dikumpulkan oleh Perti

35 Desman Hamdi, “Keanggotaan dan Kepemimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat
(1925-1942),” (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 1993), him. 38.
3 Taufik Abdullah, Minangkabau 1900-1927, “Preliminary Studies in Social Development”,
Thesis Master Of Aris, {Ithaca: Cornel University, 1967). Dikutip dari Hary Efendi, Op.cir., hlm. 42,
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mampu bersaing ketat dengan Masyumi, yang berhasil meraih suara terbanyak di
Kabupaten Pesisir Selatan.

Kebesaran partai yang diperlihatkan partai Perti di Kabupaten Pasaman dan
Kabupaten Pesisir Selatan, tidak terlepas dari masih kuatnya pengaruh “ulama
konservatif” dikedua kabupaten tersebut. Mengingat adanya kesamaan paham yang
dianut oleh ulama tua, yaitu ingin mempertahankan Islam dari modernism. Berpijak
dari kesamaan paham yang dianut oleh Perti dan “ulama konservatif” tersebut,
merupakan salah satu alasan mengapa Perti mudah diterima pada Kabupaten Pasaman
dan Pesisir selatan.

Meskipun PKI bukan sebagai partai pemenang di Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Padang/Pariaman, namun pengaruh PK] cukup
besar dikedua  kabupaten tersebut. Paham komunis di = Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung dan kabupaten Padang/Pariaman diperkenalkan oleh H. Datuak
Batuah, yaitu seorang guru senior Sumatera Thawalib yang berpengaruh dan
disegani. PKI di Kabupaten Pariaman disokong sepenuhnya oleh pendukung fanatik,
sepertl Pemuda Rakyat dan Gerwani yang merupakan onderbouw dari PKI.

Lain halnya dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, tumbuh suburnya
paham komunis di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung berasal dari organisasi buruh
seperti: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Serikat Buruh Daerah

(SEBDA), dan Serikat Buruh Tambang Indonesia (SBTI).*” PKI dapat menjadi partai

3 Mestika Zed, Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di
Sumatera Barat, (Yogyakarta: Syarikat, 2004), hlm, 93,
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yang besar di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dikarenakan kaum buruh cukup
dominan diwilayah ini, dan PKI adalah partai yang sangat perhatian dengan
kehidupan kaum buruh.

Berikut ini adalah komposisi dan nama-nama perwakilan partai di Sumatera
Tengah yang berhasil mendapatkan kursi di tingkat DPR:

Tabel 1I: Wakil-Wakil Partai dalam DPR Hasil Pemilu 1955

No Wakil Wakil Partai Partai
1 | H. Mansjur Daud Dt. Palimo Kayo Masyumi
2 | Saalah J. St. Mangkuto Masyumi
3 | Dokter Haji Ali Akbar Masyumi
4 | M.O. Bafadhal Masyumi
5 | Rahmah El Yunusiah Masyumi
6 | Zainal Abidin Ahmad Masyumi
7 | H. Siradjuddin Abbas Perti
8 | H. Rusli Abd. Wahid Perti
9 | Ma'rifat Mardjani Perti
10 | Bachtaruddin PKI
Il | Dr. Sjech H. Djalaluddin PPTI

Sumber: DPD Tingkat. I Sumatera Barat, Laporan Pemilihan Umum 1971. Hal. 6-7.

Melihat komposisi perolehan kursi di DPR, ada 11 kursi yang telah
dipersiapkan untuk elit politisi S.‘umatera Tengah, dan dari 11 kursi tersebut Masyumi
mampu merebut 6 kursi, 3 kursi untuk Perti, | kursi untuk PKI, dan 1 kursi untuk
PPTI. Posisi Masyumi yang dominan pada tingkat DPR tentunya mempunyai

keuntungan bagi Masyumi, dalam artian bahwa Masyumi mempunyai nilai tawar
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yang besar dalam menentukan kebijakan politik dengan pemerintahan. Sebagai partai
yang memainkan peranan kunci, Masyumi sering melakukan koalisi dengan Perti.
Koalisi ini terbentuk karena antara Masyumi dengan Perti adalah partai yang besar di

Sumatera Tengah dan mempunyai tujuan politik yang hampir sama.
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BAB V

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilu 1955 dilangsungkan ketika bangsa Indonesia sedang
melakukan percobaan demokrasi melalui sistem demokrasi parlementernya. Sistem
ini direpresentasikan dengan kuatnya posisi parlemen, dan melemahnya posisi kepala
pemerintahan. Selain itu periode 1950-an juga diwarnai dengan kurang baiknya
hubungan dan komunikasi antara daerah dengan pusat.

Kerenggangan pusat dengan daerah sangat jelas terlihat di Sumatera Barat,
ketika daerah sangat vocal didalam menyalurkan aspirasi mereka, bahkan terlihat
begitu “lancang” ketika DPRST dengan terang-terangan menolak Ruslan Muljohardjo
sebagai “acting” Gubernur Sumatera Tengah. yang notabene bukan putra asli
Minangkabau namun adalah orang Jawa. Sumatera Tengah pada periode 1950-an
sangat sarat dengan isu etnis dan agama, maka penolakan Ruslan Muljohardjo adalah
sebuah problem yang dapat dipahami. mengingat Ruslan bukanlah putra asli
Minangkabau. dan dianggap tidak dapat memahami permasalahan yang sedang di
hadapi masayarakat Sumatera Tengah pada saat itu.

Penolakan terhadap Ruslan telah melahirkan wacana yang memanas,
mengenai siapa yang pantas mengisi jabatan Gubernur di Sumatera Barat. Partai Adat
Rakyat adalah salah satu partai lokal., yang dengan lantang menyatakan bahwa

Gubernur Sumatera Tengah seharusnya diisi oleh putra Minangkabau asli. Penolakan
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vang dilakukan Partai Adat Rakyat ini dikarenakan di Sumatera Tengah kaya dengan
tokoh-tokoh yang mempunyai kredibelitas, yang tidak kalah hebatnya dengan orang
Jawa dan dianggap lebih memahami permasalahan daerah pada saat itu.

Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu yang bersih dalam sejarah Indonesia,
dibandingkan pemilu sesudahnya, hal ini dikarenakan persaingan antar partai yang
berimbang, tanpa adanya keberpihakan pemerintah terhadap partai manapun. Tidak
adanya intimidasi dari pihak manapun, serta pelaksanaan Pemilu 1955 yang didasari
atas kesadaran, partisipasi, serta animo masyarakat yang besar didalam menentukan
pilihan mereka, merupakan sebuah gambaran bahwa pelaksanaan Pemilu 1955 adalah
sebuah program pemerintah, yang dianggap istimewa bagi masyarakat Sumatera
Tengah pada saat itu.

Berlatarbelakang pergolakan politik di Sumatera Tengah, seperti terjadinya
kekosongan demokrasi dengan dibekukannya DPRST, menjadi salah satu faktor
mengapa Pemilu 1955 mendapat animo yang sangat baik di Sumatera Tengah. Ini
dapat terlihat bagaimana masyarakat di Sumatera Tengah menyambut Pemilu 1955
sebagai “Alek Nagari” yang dimeriahkan sebagai pesta demokrasi dan dipantau oleh
semua elemen masyarakat sebagai wujud partisipasi politik.

Besarnya rasa keingintahuan masyarakat akan pelaksanaan Pemilu 1955 di
Sumatera Tengah, terlihat jelas dengan sepinya jalan-jalan, pasar, dan ladang
penduduk ketika pemilihan umum sedang dilangsungkan. Pagi-pagi masyarakat

sudah datang berbondong-bondong dan berkumpul di TPS yang telah ditentutan, serta
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suasana di TPS saat itu sangat ramai dan meriah. Masyarakat datang ke TPS dengan
memakai pakaian yang bagus, bahkan ketika mereka sudah selesai menyalurkan hak
pilihnya, masyarakat tetap antusias dalam mengawasi jalannya pemilihan umum
sampai akhir. Momen seperti ini adalah momen yang sangat jarang sekali ditemukan
pada pelaksaan pemilu saat ini, animo dan rasa keingintahuan masyarakat tidak lagi
semeriah seperti pekasanaan Pemilu 1955.

Pelaksanaan Pemilu 2009 misalnya, pada saat itu banyak dari masyarakat di
Indonesia yang memilih golput, hal ini dikarenakan mulai apatisnya dan
berkurangnya keikutsertaan masyarakat, untuk menyalurkan suara mereka dalam
program pemilu. Keadaan ini sangat berbeda sekali dengan pelaksanaan Pemilu 1955,
besarnya rasa keingintahuan masyarakat mengenai pemilu yang baru pertama kali
dilangsungkan bangsa Indonesia, dan juga posisi Indonesia yang baru lepas dari masa
penjajahan, serta keinginan melihat bentuk pemerintahan RI yang baru, merupakan
beberapa faktor mengapa pelaksanaan pemilu 1955 sangat diminati.

Dari hasil resmi Pemilu 1955 di Sumatera Tengah yang dieluarkan oleh
pemerintah. Sumatera Tengah menampilkan tiga partai besar sebagai peraih suara
terbanyak, yang didominasi oleh partai Masyumi pada peringkat pertama, diikuti oleh
partai Perti, dan PKI pada posisi ketiga. Kemenangan Masyumi di Sumatera Tengah
dirasa wajar, mengingat hampir seluruh penduduk di Sumatera Tengah adalah

penganut agama Islam. Selain itu kebesaran partai Masyumi dan partai Perti
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diakarenakan suara mereka ditopang oleh organisasi keagamaan seperti
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pemilu 1955 menampilkan tiga partai besar di Sumatera Tengah dengan basis
maasa dan karakteristik pendukung yang berbeda. Masyumi adalah partai Islam
modernis, yang banyak diminati oleh ulama muda pembaharu dan pemuda pelajar
dari Sumatera Thawalib. Basis dari partai ini adalah wilayzh perkotaan dan daerah-
daerah yang dapat menerima pembaharuan dengan mudah. Hampir sama dengan
Masyumi, Perti merupakan partai Islam yang lebih memfokuskan perhatiannya
kepada pendidikan Islam dan menjaga kemurnian Islam dari modernisme. Pendukung
partai ini didominasi oleh ulama tua yang berada disepanjang pesisir pantai, dengan
memiliki basis massa diwilayah perdesaan, agraris dan pesantren. PK! adalah partai
yang mengusung ideologi komunis, dengan memijliki basis massa wiliayah
perkebunan dan pertambangan.

Dari ketiga partai tersebut, Masyumi dan PKI adalah partai yang paling sering
berseteru, dengan mempermasalahkan perbedaan pandangan ideologi, yaitu sebuah
pertarungan antara Islam melawan komunis. Perseteruan dikedua kubu partai sudah
tidak dapat dihindarkan, karena memang diantara partai tersebut terdapat pro dan
kontra. Disatu sisi Masyumi menuduh PKI sebagai partai komunis yang menganut
anti tuhan dan anti demokrasi, di sisi lain PKI juga menuding ke-Islaman yang dianut
oleh Masyumi adalah sebuah candu, dan Masyumi juga dituduh akan dapat

melahirkan pergolakan seperti yang dilakukan oleh DI/TII.
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Pertarungan mengenai wacana ideologi memang tidak dapat dihindarkan lagi,
antara Masyumi dan PKI saling menjatuhkan serta melakukan serangan wacana
selama masa kampanye. Meskipun suasana menjelang pelaksanaan pemilu terasa
memanas di Sumatera Tengah, namun perseteruan tersebut tidak sampai kepada
bentrok fisik apalagi sampai kepada aksis anarkis. Kontestan politik di Sumatera
Tengah memaknai pelaksanaan Pemilu 1955 sebagai sebuah pertarungan ideologi dan
perebutan pengaruh, namun mercka menyadari bahwa ada batasan selama masa
kampanye. Adanya kesadaran para politisi untuk menahan aksi fisik selama masa
kampanye merupakan sebuah momen yang langka yang tidak dapat dilihat pada

pemilu-pemilu sedahnya.
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PETA KEKUATAN MASYUMI, PERTI, DAN PKI,
DI SUMATERA BARAT DALAM PEMILU 1955

wrousT WOWOET

Catatan: Ketika Pemilu 1955 dilaksanakan, Provinsi Sumatera Barat masuk kedalam Provinsi
Sumatera Tengah, namun berdasarkan UU Darurat No. 19/1957 tertanggal 9 Agustus 1957, pemerintah
membubarkan Provinsi Sumatera Tengah yang dibentuk dengan Perpu No. 4 tahun 1950. Dan
memecah bekas Provinsi Sumatera Tengah menjadi tiga Daerah Swatantra Tingkat I, yaitu: Provinsi
Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.
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Lampiran I

Sefamal

1t e i- e e s s 1

formutamanr | e
Kepada keluarge Masjumi

jang sedarg melaksanakan Muw'tamar !

- Assalamu “alaikum w. w.

Perdjuangan Umat Islam mentjapai rjita-tjita, meregakkan Negara Republik
Indonesia jang aman dan ma'mur, dan diridhai oleh Allah, bertambah hebat.
Masjumi tetap sebagai pelopor daripada perdjuangan itu. Semnga Mu’tamar Ini
akan menambah buah jang baik dan bermanfa’ar, bagi kedjajaan 1slam dan kKium
Muslimin.

Kami keluarga Muhammadijah. jang sedjak Masjum didirikan. telah ber-
sedia mendjadi Anggota Istimewa, dan telah rturut memikul segala beban berat
jang dapat kami piknl, akan tetap mendjadi Anggowm Istimewa Dan itu telah
mendjadi keputusan jang telah berkali-kali kami ikrarkan. Kami bersern, dan ka-
mi okan turuc berusaha, semcga Masjumi dapat mejaksanakan tugas jang penrting
dan mulia ita.

Dalam Mu'tamar Muhammadiiah ditahun 1950 telah kami tetapkan sembo-
jan .Berdjuang dan ber'amal dalom Islam”. Maka perdjvangan dalam Masjumi
menegaxkan Negara dan Agamz, adalzh perdinacgan kami. Disamping itu kami-
pun berusaha mengist ditwa Umat dengan ‘Amai Saleh, membangun dan mem-
bentuk masjarakac lslam jang berard.

Sehabis Mu'tamar ini kelak, jang semoga mendapac buah dan hasil jang
baik dan bermanfa'at, maka pada tanggal 18 Nopember 1952, genaplah usia Per-
sienkatan Muahammadiiah 40 tabun. Pada wakwa ite diselusuh  Indonesia segala
Tjabang dan Ranting; keluarga Muhammadijzh, ‘Aisjijah, Hizbulwathan dan Nasjl-
‘atul - “Aisjiiah akan mengadakan Peringatan 40 th, Dasar penngatan falah mem-
bina 'amal jg. baru, ‘atan menijelesaikan ‘amal lama jg. belum sudah. Menegakkan
sivar Islam. menumbubkan pengaruh 2djaran Islam dalam masjarakar.

Kami mengadjnk dan mengandjurkan. saudara2 dalam Masjumi, schabis
menghadapi Mu’tamar inj, akan turur memperingat Peringatan 40 tahun Muham-
madiiah wn pula. Kaum Mubammedifah jang telzh berdjuang dalam  Masjumi.
mendapar kesempatan fang lurg, ditempatniy masing? memrenngati 40 tehun Mu-
hammad-ish dengsn “amalan2 jang niata. synbil mendjalanken kepususin Mu:amar
Masjumi, skan mencgakkaa siter Islam dalam Muhammadiizii. dan saudara? jang
lain akan meniokong.

Maka kesaiuan jang :eguh, didalam Iman. diantzra sudara2 jang berdjuang
dalam Parimy Pohok Islim Masiumi. dengan angqota? Istimewa rang menggerak-
kan si0%ar dan ‘amae akan memudahkan ki menghadip segaly kesulican fang
add dibadapan.

Kir: hersama dalam satu bansan: .diwzkie mudak dan diwakwe susab™,

I Kita bcr_r:a'r-a delam saiu bamsan, menghadapi zaman-zaman depan jang
suiiz, tetapi mulia.
N Allah akan te:tap membela kira, sehab Kirapun (elap berazam membela
tuhan,

Diokertc, Perrengshen Agustus 1952

Wassalam ~
PUSAT PANITYA ,PERINGATAN 40 TAHIUN"
MUHAMMADIJAH.

H. Abdulmalik Korim Amrullah, Kewa.
H.Yunan Nasution, Penulis.
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Lampiran IV

ampiran F.
/L KONSEPSI ,ANGGAUTA ISTIMEWA MASJUMI".
menurut persetudjuan Sidang Madjlis Tanwir tg. 23-8 - 1951
di Jogjakarta.
IKATAN MASJUMI DENGAN ANGGAUTA ISTIMEWA.

i.Sjarae diterimanja djadi anggauta.
Jani dapac dicerima sebagzai anggauta istimewa ialah perkumpulan2 lIslam Jang me-
menuhi sjarac2 seperii berikue; .
a. Mempunijai Pusat Pimpinan ( Pengurus Besar},
b, Mempunjai organisasi jang <eratur dan tudjvan njata.
c. Mengakui kebenaran politik Masjumi.
d. Mengakui Masjumi schagai satuZnja parai politik Islam di Indonesia.
e. D.:etudji oleh sedikitmja 2{3 { dua pertiga) dati djumlah Anggsuta Istimewa jang
sudah ada.
2. Kedudukan anggouta Istimewa:
a. Pengleksinaan keanggsutaan- Istimewa dikerdrakan oleh Pusat Pimpinan ( Pengu.
tus Besar) dari masing2 organisasinja, o
b. Selain dan Pusat Pimpinan ( Pergurus Beserja ), anggauta Istimewa tidak mem- QJ‘})
punjai hubungan tang bersifaz organisasi {organisatoris) dalam parcai.
3. Keluarnia sebagal angganta ;
a. Anggauta [stimewa dapat keluar atas permintaanja séndiri.
b Anggauta Isumewa dapat dipetfat dijtka menjalahi haluan politik Masjumi, sesu-
dah diberi kesempazan uctuk membela diri.
4. Hak dan kewadjiban:
a Akxan menentkan hiduan polizik partsi. Pimpinan Parcai Masjumi wadjib meude-
ngarkan pertimbangan Anggauta Istimewa.
b. Dimana perlu mengenal segela sesuatu. Anggauta [stimewa berhak memperde-
ngarkan pertimbangannja kepada Pimpinan Partai.
c. Anggiuta lstimewa berhak negdgadjukan jang masuk dalam lingkungan peker-
diaan wasing2 kepida Pimpinan Purtas supaia diperdjuenstkan mendjads kenfataan.
d. Prmpinan Pacrat wadiih mempertmbangkan wniaten2 cerscbuc selama ddak ber-
tentengan slenpan kepenuingan 3. sk svu Anggauta Isamewa lainnia,
e. Anggantis Isureew.s wadsb turue ssclakssaaben segelo rentiana politik Masjumi
jang tersnsexcualom bnghunean pekesdizanma.

5. Peremu dan permusianar ioan ;
Tiap2 zoh drnogan coru dap o -,’
preen Parzn dangan S rgta T

Lo penmmuan ] permusiawaratan antara Pime

jogiskarta, 23 Agustus [951,

darr e i

vait obane shihadbin oleb sedikiina dua-per-
agge dinmla enogaua, sera Reputusannia
diamiil ol-h sadiziznga yga - perempar dari
anagesttia Mu'tamaer,
Fasal i2. I’crubnhnn r‘.nc'q.lr..n Yasar ._ e hak-milk perstarkaran mendiad:
Anguaaran Dasar am ba o { k aashabibal - l‘-’:l'!‘l'.‘ll') tang akan
oleh Mu'tamar dm dnan ~-"'n 2t dlt'"'L...;m aleh Mu'tasear jang memutus-
diputus dengan suara sedikic e duae purgse  Gon pembuhiran jw.
dari dmlsh anggsusa Mu'-anar jens hai- Fasal 14. Berlakunja Anggaran
dhir pada wakeu itu. seres asan it e Dasar ini.
mang diundang uniuh e BTl Anagaran Dasar am oasendiadi -pEliggann
bahan Anggaran Dader i tguatan Llasar |ang lama,gtelab di-
dedam Mu‘tamar Muhammadijah di
rra pada [2-17 Alauled 1370 ber-
setud n dng 13- 20 Desember 1990 dan
seyera erI:.mu semendjak disabkannja itu

Z Angzaran Rumah Tas s
Pengurus Besar dan adin Loich
Anggaran Dasar i,

Wity

Fasal 13, Pembubaran e

0 jerikatan. i
I Pembubacany Pe gasicnc o sy haeer
dapa: dilakuken dasg Rerouitsair Mutae
mar jang chusus membifarakan pembuha-

186
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Lampiran V
i e e TSR W b AT A SRR A P L R

N L *, - ) - . miv eas, o

S ) i o ) - I 3 #
[ TEMILITIAN UM.'(;}\I.
RANTIANGAN. .
1 H H . t ) r N
LAPORAN DJUMLAN WARGA NEGARA INDONESIA (W.N.1)
Dacrah PPP/PPRS/PPK7PP. F) .
, . Djumiah W.N.L tjatat- . " { Pendafiaran di
Nama %) Djumlah W.N.I [ . - Djumlah W.N.I endafiaran dimu-
No. ! an tjatjzh djiwa Kepala Humla N.L - lai tanggal
daerah (_l:‘ns. 7 PP 9/54) Desa 15 Scptember 54,
1 2 3 4 | 5 6
i
Ketcr-:mg:m:
1) ditjoret jang tidak perlu. .
.2) © Untuk daerzh PPS discbut perintjian dacrah® PPP : - -
Untuk dacrah PPK disebut, perintjian daerzh® PPS
Uniuk daerah PP discbut perintjian dacmah® PPK
RANTIANGAN : : .
LAPORAN DJUMLAH PEMILIH
Daerah PPP/DPS/PPK/PP (1) . ' . ' )
Nama Djumlah pemilih- | Djumlah pemilih dari a ... | Pendaftaran dimu
No- | daerah () sampai 30 Okt | 30710 sampai 22/11 | Diumiah Pemilih lai tanggal.
1 2 | 3 4 5 |- 6
- a
S . .
Ketcrangan: S B : T s e 1954.
(1) ditjoret jang tidak perlu o : - ' P'(clua.
(2) Untuk dacrah' I'PS, discbut perintjian daerah' PPP PPP/DPPS/PPK/PD

Untuk dacrah® PPK, discbut perintjian dacrah® PPS
Uunttuk dacrah® I'P’,  discbut perintjian dacrah’ PPK
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KESEMPAT

Al TERAGHIR UNTUX

- MENDAFTAR -

MELALUI TIORONG R.R.L Pu

. sat pada tanggal 9 September jg

Ialu, oleh Kementerian Pencrang-
an telah divmumkan sebuah ins-
truksi panitia pemilihan dan tin-
dakan-tindakan lain dalam peaje
Iengearazn pemilihan umvm.
Dalam ursian lersebut antara
lain dimuat tentang penutupan
pendaftaran-pemilib, jang-bagi da
erah kita ternjata terdapat kesalah
pahaman aatara- peaduduk jang
belum mendafiarkan dicnja. Ja,
menurut kenjataan, masih terda-
pat banjak sekali penduduk jang
belum mendaftarkan dici. Dan pa
da ketika instruksi dari pusat tadi
terdengar, mercka agak gelisah ka
rena belum mendaltarkan “dirci,
discbabkan dengan alasan®, tidak
ada dirtmah pada ketika panitia
pendalinran menguadjungi rumah
mercka atau lain® hal.
Kegetisahan i tak perle ada,
karcnn tidaklaR benar scperui aga
jang disangka kebanjakan pendu-

- duk. bahwa kita tak bolch mea-

dafiarkan diri lagi scbagai pemi-
Ih.

Daa uatuk menghilangkan sa-
lah-paham jang timbu{ itu, mari-
Iah dengarkan baik? pendjelasan
barikut int.

Pada tanmggal 15 September
1954 selesailah pendaftaran -dari
ruimnah kerumah. Tetapi ini tidak
berarti, bahwa penduduk tidak bo
leh ;mendaftarkan dirinja lagi sa-
bagai pemilih. Scbagai kita keta-
fhui, pada tap djorong wilajah
sampal kenegeri® ada tempat, di-
mana panitia pendaftaran pemi-
lih berkantor. Kantor itu setem-
pat dengan kantor wali negeri, wa
Ii djorong atau kantor wilajab.

Sedjak tanggal 15 September,
panitia pendaftaran pemilik, ti-
dak lagi mengundjungi rumah?
penduduk, tetapi akan berkantor
dikanlar mereka. .
Karena itu penduduk jang belum
mendaltarkan dici, harus datang
sendiri kekastor panitia’ peadaf-
taran pemilil unluk mendaltar-
kan mumnanja sebugad pemilih.

Tnstruksi dari pusat berbunji
pula antara lain:™

dari 1 Oktober sampai 1 No-
pember 1954 diadakan pe-
npumuman daftar-pemilih se
mentara. Penduduk tolch me
madjukaa kepada kctua PPP.
usul®* perubzban isi daftar-
pemilih-sementara.

Dalam waktu itu pemilih jg
belum terdaftar dapat men-
daftarkan diri kepada PIP..

Tanggal IS Nopember sam-
pai tanggai-22 Nopember
1954, pemilih® jang namaaja
belum tertjatat diberi kesem®
patan untvk mendaftarkan
diri dalam swaly daftar-pemi
lih-tambzhan.

Darsi instruksi diatas kita dapat
mengetahui, bahwa pendaffaran
untek turet mendjadi pemiiih ma
=ih dapat dJilzksanakan, teiapi ti-
dak lagi didwtangi daci rumah ke
rumah, tetapi datang sendiri Ke-
kantor panitia péndafiaran pemi-
lih® dJi-masing® tempat

Dj=di penduduk hendaknja ti-
dak perlu merasa chawatic tidak
boleh lagi mendaftarkan dirinja.

Antara taaggal 1 - 5 Scptember
sampai tanggel 1 Desember 1954,
scmua panitia pendaftaran pemi-
lih bekerdja dikantor PPP untuk
menjusun daftar-pemilih-sementa
ra jagg achirnja masing' ketua
ppp memberitahekan  djumbah
penduduk warganegara Indonesia
dalam daerah pemungulan suara-

.ranja kepada Paaitia Pemilihan

Ketjamatan jang daccahaja me-
liputi daerah pemungulan suara
itu. Demikian pula PPK ini mem
berikan djumlahnja pula kealas ke
pada Panitia Pemiliban dari da- .
erah pemilihan jang melingkungi
kabupaten itu. - -
Dengan demikian, maka tiap
panitia pemilihan peadaftaran dan

tiap panitia pemungulan suara pa
da djangka waktu jang discbut la

di sangat sibuk dengan pekerdja-
annja  melantjarkan  pemilihan
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wnum ini sunpai kepada pemilih
an jang schenarnfa datang wak-
tunja nanti.

Denia adanja lerdengar kege-
lisashan penduduk, maka ternjata;
bahwa ssbenarnja dibanjuk dac-
call® pendaftarah belum  sclesai,
maluh kcnungkinan besar sckali,
bahwa peedaflaran dari rumah ke
sumah baru sedikit didjalankan
meneingat djarak jang harus di-
tempuh merzka.

Didatam hal ini maka djuga pa
tia pemniliham pusat mengingat ke-
sulitan ini, Zerbukti dengan ada-
nja scbuah pasal didalam peratur
an pemerintith no. 9 jakni pasal
6 ajat 3, jang berbunji:

.Dznzan menjimpang dari ke-
tcntuan dalam zjat 1, Panitia Pe-
mungutan Suara dapat menenty-
kan, bahwa berhubung dengan ke
“adaan setempat dan mengingat ke
kelantjaran pendaftaran pemilih
dalam suatu desa seluruhnja atau
dalam suatu bezeian desa, penda
taran pemilih dilakukan pada tem
pat jang ditumljuk oleh Panitiz
Pendaftaran Pemilib™,

Mengingat 2danja pasal jang
disebut tadi, maka didalam wak-
te jang pendek oanti, masjarakat
akan menerimz pengumuman la-
pi, dari Panitix Pendaltaran Pe-
milih, kemara mereka boleh per-
gi untuk mendaflarkan dici seba-
gai pemilih. Kacena nanti P.P.P.
akan mencrima instrukst dari Pan.
Pemungutan Svarz lempal™ ma-
na jang ditenwkan, dimana pen-
daltaran pemifit dari seluruh de-
sa dilakukan dan segera dimulai
Iai Jagi pendaftaran pemilih disi-
tu dengan mengist formulir dan
kartu-pemilih jang diperfukan.
KKesempatan ini berlaku mulai da
ri peagumunxin itu diumumkan se
bagai instruksi sampai pada tang-

- gal 22 Nopeeiber 1954, Jang men

daftarkan diti dalam waktu disc-
but tadi, dimasukkan dalam daf-
tar-pemilih-tambahaa,

Kita lihat, bahwa panitia pe-
milihan memperhatikaa adanja ke
mungkinan lcesulitaa®, untuk ma-
na diberi kesempatan kembali ke
pada majjarakat jang belum men
daftarkan diri scbagai pemilih.

Hanja -bedanja ialah, djika wak
tu sampai tanggal 15 Scptember

. jang lalu, panitia mengundjungi

penduduk dari rumah ke rumah,
sekarang tidak dapat dilakukan
lagl. Tetapi penduduk jang belum
mendaltackan diri harus pergi sen
diri kctempat jang telah ditetap-
kan tadi.

{(Bersambung kehaluman 37).




FEMILITIAN UMUB.

INSTRUKSI PANITYA

PEMIEIHAN

" SAMTAI PADA 'sdat ini sc-
dang berlangsung pepdaffazan pe
mitih. Pendaftaran -pemilih ini
adalah tindakan pertama utk pe
njusun daftar-pemililr, jang akan
dipergunakan dalam pemilihan
umum. Berhubung djangka-djang
ka waktu dalam P.Y. Ne. 9/1954
mengenai penjusunan  daftar-pe-
milih tidak dapat dilaksanakan
menurut jang ditentukan, peme-
rintah telah menetapkan _wakiu
untuk memulai dengan pendaftar
an pemilih, fafah pada tanggal 1
Mei 1954. Djangka“waktu selan-
djutnja untuk penjusun daftar-pe-
milih, belum ditetapkan pada wak
 itu.

Mengingat keadaan® ssrta per-
sizpan® masing? daerah-pemilihan,
saka permulaan pendaflaran pe-
milih tidak dapat dilakukan pada
wakte jang bersamaan bagi selu-
ruh dacrah*pemilihan di-Indone-
siz.

Djancka waklu penetapan pen-
daftaran. pemitih sudah berlang-
sung kL 4% bulan, jalah sudah
lebik dari waktu jang direntjana-
kan. Maka selandjutnja pemerin-
tah perlu menctapkan tanggal pe-
nutupan pendaftaran pemilitr dan
tanggal® selandjutnja untuk tin<-
dazn*® dalam penjelenggaraan pe-
milithan umum sampai dengan
pentjalonan. Penctapan djangka®
wakty tsh. dikeluarkan sebagai In
struksi Nr. 4 dari I.P.L jang ter-
tzruiama ditudjukfin kepada Ba-
den® Penjelenggara Pemilihan di-
scluruh Indonesia, Isi lengkapnja
dari penctapan tsb. adalah sbb:

INSTRURSE Nr. 4
TANITIA PEMILIHAN INDO-
NESIA
TANGGAL PENUTUPAN PEN
DAFTARAN PEMILIH DARI
RUMAH - KERUMAN DAN
TANGGAL-TANGGAL SELAN
DIUTNIA UNTUK TINDAK.
AN-TINDAKAN LAIN DALAM
PENJELENGGARAAN  PEMI-
LIHAN UMUM SAMPAI DE-
NGAN PERMULAAN PENTIA
LONAN,

Pemerintah  telnh  menctaphan
tanggul penutupan peadafiaran pe

INDONESIA

milih dari rumah-kerumah dan
tanggal-tanggal selandjutnja un-
tuk  tindakan-tindakan didalam
penjelenggzaraan pemilihan umum
sampai dengan pentjalonan scha-
gai berikut :

15 September 1954,

Selesai peadaftaren pemilih dari
vumah-kerumah. :

30 Seplamber 1954.

Selambat-lambatnja pada tanggal
ini PPP harus sudah menjusun
daftar-pemilih-semcntara. (Pas.10
PP Nr. 9, 1954).

1 Oktober 1954,

Daftar-pemilih-sementara  mulai
divmumkan.

1 Okt. — ! Nop. 1954.

Pencumuman  daftac-pemilib-se-
micntara. Pendudek boleh mema-
djukan kepada Ketua PPP usul-
usu} perubahan isi daftar-pemilih-
sementara. L

Dalam waktu itu pemilih jang be
lum tcrdaftar dapat meadafiarkan
diri kepada PPP. (Pas. }[ PP Nr.

.9, 1954)

beritshukan  djumlah  penduduk
wargancgara Indoncsia dalam da
crahnja kepada PP dari dacrah
perailihan  jang melingkungi ka-
bupaten itu.

25 Oktober 1954.

Selambat-lambataja pada fanggal
ini Ketwa PP harus sudah mem-
beritabukan djumlah  penduduk
warganegara Indonesia dalam da
ccah pemilibannja_kepada PPL

30 Oktober 1954.

Selambat-Jambatnj2 pada tanggal
ini PPI harus sudah mengadakan
rapat termaksud pasal 34-ajat (1)
UUPU dan harus sudah berusaha
supzja selambat-lambatnja tang-
gal 1 Desember PPS sudah dapat
mengumumkan dalam dacrahnja
djumlah anggota jang bolch dipi-
lih untuk szlurub negara dan da-
lam masing-masing dacrah pemi-

lihan. (Pas- 21 (5) PP Nr. 9, "54).-

15 Nopember 1954,

Selambat-lambatnja pada tanggal
ini PPS sudah mengesahkan Daf-
tar Pemilih. (Pas. 12 (2) PP N9,
1954).

15 Nop. — 22 Nop. 1354,

Pemilih-pemilih jang namanja be |

lum tertjatat diberi kesempatan
untuk mendaftarkzn  diri dalam

Tentang penetapan .djanglka twaktu penutupan pen-
daftaran pemilih dan tindakan - tindakan lain da-
lam penjelenggaraan pemilthan wmun.

I Oktober 1934,

Selambat-lambatnja pada tanggal
ini Ketua I'PP harus sudah mem-
beritahukan  djumtah  penduduk
warganegara Indonesia dalam de-
sanja kepada PPS jang bersang-
kutan (Pas. 21 PP Nr. 9, 1954).

15 Okigher 1954,

Sclambat-lambatnja pada tangeal
ini Ketua I'I'S harus sudah mem-
beritaliukan  djumlah  penduduk
warganegara lndonesia dalam da
érah pemungutan suaranja kepa-

da PPK jung dacruhnja meliputi -

Jacrah pemunglitan suara it

20 Oktober 1954,
Schimbat-lambatnja pada tangeal
ini Ketua PR harus sudsh mem-
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suaty dnfl:xr-pc.milih-lamhah:m.
(Pas. 13 PP N 9, 1834).

30 Nopember 1954,
Sclamba-lambatnja pada tangeal
ini PPP sudah menjusun daftar-
pemilih-tambahan. Sclekas mung-
Lin satu dafizr-pemilih-tambahan
dikirim oleh Kectua PPT kepada
Fetua PPS untuk disshkan.

30 Nop. — 7 Des. 1954,
Pormulir surat pentjalonan dapat
dimina pacda tiap-tinp kantor TP
S (Pas. 29 PP Nre 9, 1954).

14 Thes. — 21 Des. 1954,

Pornwlic surat pentjalonan dapat
diterima tinp-tiup - hantor
Prs.

pada

Ll
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1 Cesember 1954, f
Sclasubat-fambatnfn pada tanggal
ini PPS sudah dJapat mengumunm-
kan dalam dacrabnja  djumizh
angeota jang bolch dipilih untul
seluruh negara dan datam masing-
masing daerah pemilihan. (Pas. 21
(5) PP Ne. 9, 1954).

30 Dces. — 30 Jan. 1935,

Surat penijaforan untuk pemilih-
anggota DPR harus disampaikan
kepada Ketur PPR atau wakil-
nj. (Pas. 34 PP N 9, 1954).

30 Des.. — 23 Peb. 1935,

Idem untuk

Konrstiwanlte,

Untuk menjzicnggarakan pemi-

© liban vmum menuryt tancgal-tang

- gal jang ditetapkan oleh Pemerin
tali. seperti terscbut diafas,

KEPADA BADAN-BADAN TPE-
NIELENGGARA PEMILIHAN
DISELURUH [NDONESIA
scdjalan Jengan penetapan Peme-
ritah tersebhut disampaikan Instruk
51 N, 4 unink dilaksanakan eleh
Fanitia-Panitin jang bersaagkutan,

sehagoi berikut :

1. PENDAFTARAN PEMILIH.
T

pemitihan anzgota

Mengingat perhitungan djum
lah warpzncgara  Indonesia
pada 15 Scptzmber 1954 ua-
tuk pechittngzn djumliah ang
gota Konstituante dan DPR,
maka diandjurkan agar pama
pemilih jaoog mamania belum
tertjatat, mendaftarkan diri
mulai seXarang ini kepada P
PP sampai 15 Szplember "54.
. PPP harus memcriksa kem-
hali  tjatatan  perhitungan
djumlah warganegara, Indo-
nesia dalam daerahniz, sam
pai 15 September 1954.

b. Untek semua Daerah-Pemi-
lihtan  discluruh  [ndanesia
pendaltaran pemilih dari cu-
mak ke rumah ditutup pada
15 September 1954 dun pa-
da 30 Seplember Daltar Pe-
milih Sementara sudah harus
tersusun, schingga pada | Ok
tober daftar ini sudah mulai
diumumkan, menurut pas. 9
ajat 1 UU  Neo 7,1953 dan
pas. {1 afat | P Nr. 9,1954
Penagumuman ini berlaku sam
pai 30 Oktober. Diperingat-
kan buhwa  Dafltar-Pemilih

Sementara  dibua! mangkap
dua; jane sebuah ditmum-
kan dideia, sedang jang sebu
sh lagi dikirimkan olel Ke-
twa PI'P kepada Panitia Pe-
mungutan Suvara,

Dalam wakty antara [ Oklo-
ber dan 30 Oktober pendu-
duk dapat memadjukan ke-
pada Ketua PPP usul® peru-
bahkan terhadap isi Daltar Pe
milih Sementara Dalam wak
tu 30 hari itu pemilil jang be
lum terdaftar dapat mendaf
tarkaa diri kepada PPP. (Pas.
11 ajat 2 PP Nr. 9. 1954 dan
Instruksi Nr. 3 PPI angka9):
Semeniara it pemilih jang
sampai 1 Nopember belum
terdaflar, sedjak 15 Nopem-
her diberi kesemipatan antnk
mendaftarkan dird dalam Daf
tar PPemilih Tambahaa. sam-
pai 22 Nopember. Daftar Te
milih Tambahan harus sadah
tersusun pada 30 MNopember
jaitu 30 hari sebclum haci
permulaan pentjalonan.
{Pas. 12 UU Nr. 7,1953, Pas,
13 ajat 2 PP Nr. 8,1954. las
truksi Nr. 3 PPE).

2. PENDAFTARAN DALAM
DAERAH-PEMILIHAN JANG
BELUM SELESAI DAN DI DA-
ERAH PEMILIHAN JANG BE.
LUM MEMULAL PENDAFTAR
AN DARI RUMAH KE RU-
MAH.

Bagi desa® jang pada 15 Sep-
tember 1954 belum selesai dengan
pendaftaran pemilih atau belum
mulai mendaftarkan, penutupan
pendaftaran pemilih dari rumah
ke rumah berlaku djuga pada 15
September 1954, Sclandjutaja da
lam desa® jang Belum selesaai pen
daftaran dari rumah ke rumah
dan dalam desa® jang belum mu-
[ai pendaftaran dari rumah ke ru-
mah pada 15 Scptember 1954, di-
lakukan tjara pendaftaran scper-
ti tersebut Jidalam Pas. 6 ajat (3)
PP Nr. 9,1954, faitu :

«Dengan  menjimpang  dari
tetentuaa dalam ajat ([) Pa
nitia Pemungutan Swara da-
pat mencniukan, bahwa ber-
hubung dengan keadaan se-
tempat dan mengingat kelan
ljaran pendaltaran pemilih
dalam suatu desa seluruhnja
atau dalam suvatu bagian de-

sa, pendaltaran pemilih dila-
kukan pada tempat jang di-
tundjuk oleh Panitia Pendal
taran Pemilih™,
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Selekasnja sesudah Tnstruksi Ne.
4 int disiarkan olch 2L dari Dja
tarta maka PI'S harus memberi
instruksi kepada PP dulam dae-
rahnja untuk menedtukan lempat
lemipat dimana dendaftarn pemi-
fih dari scluruh  desa dilakukaa
dan scgora memulai pendafiaran
pemilih disitu dengan mengisi por
mulic Al dzh Kartu-pemilih. Djum
lah warganegara Indoncsia ditja-
tat djuga, tetapi jang ditjatat se-
sudah tanggal 15 September [954,
tidak dimasukkan dalam penghi-
tuagan djumlah tjatjah-djiwa un-
tuk menentukan djumlzh anggoe-
2 Konstituante dan Dewan Per-
wakilan Rakjat.

Kescmpaian ini berlakd antarz
wakta sedjak Instruksi ini disiar-
tan sampai 22 Nopember 1954,

Sementara itu dari hasil peadaf
taran sampai 23 September dibu-
at daftar pemilih-sementara, jang
harus sudah fersusun pada 30 Sep
tember. Dafiar pemilih-semcntara
init divmumkan mulai 1 Oktober
samgal 1 Nopemkter,

Hasil pendaftaran dari 23 Sep
teenber sampai 30 Oktober ditam
bahkan kepada daltar-pemilih-se-
mentara, sesuai dengan maksud
pasal 11 2jat (2} PP Nr. 9,1954.

Dari | Nopcmber sampai 14
Nogember PPP dan PPS menje-
lesaikan perubahan dan tambab-;
an atas daftar-pemilih-sementara,
schingga daftar-pemilih-sementa-
ra jang lelah dirubah dan ditam-
bah itn sudah dapat disahkan pa-
da 15 Nopember (Pas. 12 PP Nr.
9,1954). ’

Hasil pendaftaran dari 1 No—~
pember sampai dengan 22 Nopem
ber dimasukkan kedalam daftac-
pemilih-tambahan.

Antara 23 dan 30 Nopember
sudah harus tersusun daftar-pemi
lih-tambahan jang oleh Ketua
PPP segera dikirimkan  kepada
Ketua PPS untuk disahkan olch
PPS. (Pas. 13 PP MNr. 9,1954).

3. MENGHITUNG DJUM-
LAM WARGENEGARA INDQO-
NESTA.

a. Dalam Dacrah-pemilihan g
sudah selesai dengan pendaf-
taran pemilih dari rumah ke
rumah : )

' Scsudah pendaftaran ditue-
tup pada [5 September, mn2-
ka PPP scgera djumlah pen-
duduk wargancgara jang fcr
daftar dalam pormulic Al
Pada | Oktober PPP sudah
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memberitahuban djumlah
peaduduk wargancgara da-
lam dacrahnja kepada PI'S.
Pada 15 Oktober idem PPS
kepmia PPK, pada 20 Okto-
ber idem PIK kepada PP,
dan pada 25 Oktober idem
PP kepada PPL

b. Dalam Daerah-Pemilihan jg
belum selesai dengan pen-

daftarzn pemilih dari rumah’ -~

ke rumzh : - i
Perhitungan djumlah warga-
negara  Indonesia  dibagian
Dacrah-Pemilihan jang sudah
selesai  dengan  pendaftaran

dari rumah ke rumah dilaku- " -

kan menwrut aturan jang ber
laku jaitu dari jang terdaftar -
dzlam “pormulir AL
Djvmlah wargancgara Indo-
nesia dard bagian Daerzh-Pe-
milihan fang belum siap de-
ngen pendaftaran dad ru-
mah ke pumah diambil dari
tatatan tjatjah-djiwa Kepala
Desa sampai pada 15 Seplem
ber 1954,

Maka tjatatan djumlah war-
ganegarz Indonesia dar jg
terdaftar dalam pormulir ‘Al
beserta jang dari Tjatatan Pa
mengpradja e diteruskan ke
pada instansi® atasan bertu-
rut-turut seperti terscbut da-
lam daftar djangka wakw
tecicbut diatas, dengan m=m
bubuhi tjatatan ,.tjatjah-dji-
wz" dibelakang angka djum-
lah jang diambil dart tjatatan
Kepala Desa.

¢. Dalam Daerah-Pemilihan jg
belum memulai pendaftaran
pemilih dari rumah ke ru-
mah :

Perhitengan djuomlah warga-

. negara Indoncsia diambil da-
ri tjatatan Kepala Desa pada

15 September 1954 dan dite-
ruskan kepada instansi® atas-

an menerut daftar djangka
waktu tersebut  diatas, de-
ngan tjaatan tjatjab-djiwa™

. gibclakang angka djumiah

1(tH

4. TIARA MELAPORKAN
DIUMLAH WARGA NEGARA
INDONESTA (W.NLYL ’

. Didesa jang pada 15 Septem-
bere 1934 sudab sian dengan
pendalaenn pemilile dari ru-
mah ke rumah menurut pas.
G ajat (1) dan (23 1P N 9,
1954, Keran PP menulizkan
djumlah WN.L dadznmr dae-
rahaja jang dizmbil dari jg

tertjatal dalam pormulir Al -

dalam ladjur 3 meniirut mo-
Jdel terlampir (Pormulir La-
poran djumlah wargancgara
Indonesia). Dalam tadjur &
dituliskan tanggzl permulaan
pendaftaran. Laporan ini di-
Xirimkan oleh.Kctua PPP ke
pada Ketua PPS schingga se-
. lambat-lambatnja pada 1 Ok
- tober sudah harus diterima
olech Ketua PPS. Demikian
selandjutnja Ketua PPS ke-
pada Ketva PPK. Ketua PPK
kepada Ketva PP, dan Ke-
jtua PP kepada Ketua PPL.
Apabila disvatu dacrzh PPS
ada desa jang melakukan
pendaftaran menurut pasal 6
ajat (3), maka diumlah W.
N.I. jang diambil dari tja-
tjah-djiwa Kepala Desa di-
tulistan dalam ladjur 4. Da-
tam ladjur § didjumlabken
djumlah W.N.I dari Jadjur
3 dan ladjur 4.

4. Didesa jang pada 15 Septem
ber 1954 belum siap atau be
lum endaftarkan pemilih
dari rumah kerumah daa me
lakukan pendaftaran menu-
rut pasal 6 ajat (3) PP Nr.
9. 195 Kctua PPP menulis-
kan djumlah W.N.L jang di
ambil dari tjatztan tjatjab
djiwa Kepala Desa, dalam Ja
djur 4 dan mengirimkan la-
poran ini kcpada PPS sec-
hingea Ketua PPS sudah ha-
rus mensrimanja pada | Ok-
tober. ’

c. Dazlam laporan PPS djumlah
W.N,I diperint}i menurut ba
njaknja PPP; dalam laporan
PPE djumlsh W.N.L. diperin-
tji mencrut banjaknja PPS;
dalam laporan PP djumlizh
W._N.1. diperintji menurut ba
njaknja PTK. ©

5. TIARA MELAPORKAN

DIUMLAF PEMILIH.

Ketua PPP mentjatat djumlsh
pemilih jang terdafltar sampai 30
Obtober dalam ladjur 3 rmiznurut
mod=1 terlampir (Pormuelir: La-
poran djemlzh pemilih), tumbah-
an pemilik dari 30 Ql:tober sam-
pati 22 Napember 1954 dalam la-
djur 4. Djunlah pemilih somua di
Gotat dudam Luljur 5.

Laporan ini dikirimban selekas
nja oleh Ketua P kepinla Ke-
wa PPS, dan scterusnja ammpai
kepada Ketun 1ML
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6. PENTIALONAM:

Permulaan  pengiriman  surat
pentjalonan, jaitu permulaan pen
tjalonan, uniuk D.P.R. dan un-
tuk Konstitvante discrentakkan
pada 30 Descmber 1954, jaitz un
tuk mcndjaga agar, berdasarkan
atas pasal 1 ajat (2) UU Nr. 7,
1953, pentjalonan dimulai dita-"
hun 1954 sebagai tzhud pemilib-
an, jalah tahun dimana pentjalon _
an mulai diadakan.” -

Bila pentjalonan dimulai dita-
hun®1955, maka pendaftaran ha- |
rus divlangi kembali untuk mere--
ka jang dalam tahun 1955 meme
nuhi sjarat-tjarat scbagai pemilih.
Pengiriman surat pentjnlomaa ke
pada PPK untuk DPR diberi wak
tu satu bulan lamanja, sedang un
tuk Konstituante  diberi waktu
dua bulan, dimulai pada tanggal
jang sama.

Djakarta, § September 1954,
Panitia Pemilihan Indonesia
K Ketua,

- ttd.

(S. Hadikusumoe) ;

IR IR L R Tl I e RERC D LLE Ll T Mep TR T L)

(Samshungan lalaman 34)

Dimana sckarang kita menge-
tahui, bahwa masih ada kesempat
an unwk mendaftarkan dirl seba
gai periilin, marilah Lali ini dja-
nean kit lalaikan lagi. Karena
sesuntu alasan, saudara® dimasa
lampail digalam waktu jang telah
ditctapkan belum dapat_mendaf- |
tarkan diri. sangat diandjurkan se
Larane untuk tjepst dan gial pergi
merdaftackan did.

tiarcna. djika waktanja benac”
telah Jampau dan liva—pufa wak-
w uetuk memilih tjialon® kit gu-
na meatjeri wakil® watuk D.P.R.
dupn Konostituan:c, maka tidal di
beri kKessmpztan lazi untuk men-
daltarkan diri, janz berarti kita ti-
dak berhzk lazi trut  memilth
tialon® Jang kita ingini untuk
micadjadi walil kita itu. Dan ka-
g telzli fampan, menjssal  tak
nda punznja kagi, karena panitia
remilihan telah memberiton ke-
sempatan jang luas padn wakiy
schiclhimnian itu.
etahuilah balhwa mendaftar-
kan diri berart], kita dapat men
djalankan hak Kita sebagal pe-
milih, Djangan lakaikan lagi ke-
sempatan terachir ini!

*
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PENGUMUMAN

PANITIA PEMI

LIHAY INDOMNESIA Mo. 8 -

Panitia Pemilihan Indonesia
-mengeluarkan pengumuman se-
bagai berikut:

Berhubung dengan ketentuan
ketentuan termaksud dalam pa-
sal 40 dan 45 ajat (2 undang-
undang No. 7/1953 (undang-un-
dang pemilihan wnum) serta pa
Sal-pasal 29,30, dan 32 Perzturan
Pemerintah No. 9/1954 tentang
menjelengzarakan undang-un-
dang pemilihan umum, dengan
.mengingat perobahan djangka
waktu sebagzimana dimuat da-
lam keputusan bersama Menteri
Kehakiman dan Menteri Dalam
Negeri, maka Panitia Pemilihan
Indonesia mengumumkan; -

1. Pormulir-pormulir pentfa-
lonan (jalah model B, BIl, B2,
dan D1} dapat diminta pada t-
ap? Kantor Panitia Pemungut-
an Stara.

2. Permintaan-permintan por
mulir model B, Bl, dan B2 un-
tuk keperiuan pengemukakan
tialon anggota konstituznte mau
pun anggota Dewan Perwakilan
Rakjat dapat dikabulkan olsh
Panitia Pemungutan Suara apa-
bila disampaikan antara tinggal
;0 Nopember dzn 7 Desember

an:

a). peminta dapat menun-
diukkan turunan surat ketetap-
an Panitia Pemilihan Indonesia

;péert:mggal 31 Mei 1954 tentang
ama, tanda gambar dan no-
mor daftar atau EO

b). peminta dapat menun-
djukkan surat kuasa Jzng ditan
da-tangan! olch sekurang-ku-
rangnja 10 ocrang pemilth lalnajfa
scpertl tjontoh No. I dibawah.

3. Ketua Panitla Pemungut-
an Suara atau wakllnla membe
rikan pormullc-pormullc  terse-
but kepada mercka Jang pernmnin
tann' dikabulkan sampal de-
ngan 21 Desember,

Fendjelasan: Dengan tidak me-

ngurang! ketentuan dalam
Instruksl No. 4 Panltia Pe-

multhan Indonesia menge-
nal djangka wakiu, makn

apablla telah ada persedia- *

en pormulir-poermulirnja,
pormulir B, Bl dan B2 da-
pat diberikan kepada mere-
k= pada waktu memadjukan
permintaan, apabila per-
mintaannja dapat dikabul-
kan. :

Pormulir-pormulir tersebat
diatas barus dibubuhi tjap
Panitia Pemungutan Suara.

4. Tiap-tlap péminta hanja
dapat diberi model B. BI daa B2
masing-masing 3 helal untuk tL
ap? badan (konstituante/Dewan
Perwakilan Rakjat), berhubung
dengsn adanja maksud bahwa
pengemukaan tjalon harus dibo
at rangkap 3.

5. Surat keterangan menurut
model D1 dapat dipercieh satu
kali dan hanja sehelai sadja utk
keperiuan masing-masing badan
(kontituante/Dewan Perwakilan

Tentang tjara memperoleh pormulir2 pentjalonan ang-.
- gota Honstituante ! “Parlemen dan pendaltaran sebagai

lingkungan daerah-pemungutan
suara Panitia Pemungutan-Sua-
rn Jang bersangiutan, jang mene
rangkan bahwa orang tersebut
akan dikemukaken sebagsi tfa-
lon, menurut tjontoh No. 2 di-
bawah.

Pendjelasan: Keterangan diba-
wah pada pormulir medel
D1 harus ditambah dengan
perkataan-perkataan ,atau
pemilih fang ditjalonkan”.

Bag! orang jang akan ditjalon
kan, tetapi belum terdaftar da-
lam daftar-pemilih dapat mem-
peroleh model D1 hingga djum-
lah fang diperlukan, apabila da
pat menundjukkan bukt] _ter-

., maksud diatas.

6. Seorang Jang dapal menun
djukkan bukti-buktl sebagaima-
na tertera dalam sub § diatas
dan jang ternjata belum terdaf-
tar dalam daftar-pemilih/daftar
pemilih-tambahan, dapat minta
didaftar namanja oleh Panitia
Pemungutan Suara dalam daf-
tar-pemilih-tambahan untuk de
sa tempat tinggal orang itu, Da-
lam hh&l inl kartu-pemilih dja-
ga dipergunakan fang tlara pe-
ngisiannja dilakukan sepertl ka
lau pada waktu pendaftaran pe

milih dan kepala desa Jg sersang. l

kutan harus diberitahu.

pemilily bagi orang-orangy jang ditjalonkan jang belum
terdajtar dalam dajtar pemilifi.

‘Rakfat) dan hanja oleh pemilih

. sendirl jang namanja terdaftar

dalam daftar-pemnilih/daftar-pe
mliih tambahan didesa .dalam
lingkungan ketjamatannja ketju

. ali oleh seorang Jang akan di-

kemukakan sebagal tjalon. Un-

tuk mendapatken lebth dari sehe .

lal surat keterangan ltu, hingga
dfumlah jang diperiukan untuk
(kontituante/Dewan Perwakilan
Rakjat) seorang Jang akan dl-
kemukakan schagnl tjalon ha-
s menundjukkan surat pentjo
lonan atan djiks tidak haris mo
nundjukkan surat keterongan
keperluan masing-masing badan
pentjalonan, Jang ditanda-ta-

nganl oleh scdikit-dikitnja 10
orapg pemllih fang terdaftar de
lam doftar Pemlllh jang masuk
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%. a). Sesecrang jang mem-
punjal surat keterangan pentja
lonan dimaksud sub § dlatas un
tuk mendapatkan leblh dar] sa-
tu helai surat keterangan {(mo-
del D), buat dirinja sendit] da
pat minta diterimakan surat-su

‘rat tersebut kepada salah seo- | .

rang Jang turut memberl kete-
rangan.

b). Apabllz surat pentjalon<

.an atau surat keterangan pen-

tjalonan dimeksud sub 65 diatans
hendak dipergunakan djuga un-
tuk dapat didaftarknn dalam daf

 tar-pemillh tambahan Jang ber
kepentingan harus detang sen-

dirl ditempat Kentor Paniiia Pe
mungttan Suara, pade waktu
minta permulir DI,
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Ketentuan tersebut tidak ber-
laku bagl orang-orang tahanan/
tawanan dan anggota Angkatan
Perang/Polisi jeng pelaksanaan

pendaltarannja dilakukan menu .,

rut S D pasal 2 dan S E kalimat
kedua instruksi No. 1 Panitia
'Demﬂﬂlan Indonesia,

8. Tjonioh No. 1 (Surat kua.-
sa untuk mendapatfan pormu-
lir model B, Bl dan B2 menurut
pasal 29 ajat (3) P. P No. 8 ta-~
hun '54).

SURAT KUASA

Berhubung dengan aken dike
mukakannja tjalon-tjalon untuk
pemilihan anggota kontituznte/
Dewan Perwakilan Rakjat 1) da

- ri B NSER 2) maka dengan {ni

diberi kuasa kepada ... s
3) jang namanja telah terdaftar
dalam daftar -pemilih/dafiar-pe
milih-tambahan desa ..ceeeeveeeee..
4). untuk mendapatkan pormulir
model B, Bl dan B2.

Tanda tangan jang diberi kuasa

............... 5) i

Nama orang tersebut diatas te-

Iah tertjatat dalam daftar-permi -

lih/dattar-tambahan dess, .........
4) dengan nr. ...c..cccceeen. 11

Kepala Desa. -

vredesageenB) T 2

’

4). Nama desa, dimana nama ’

orang Jang diberi kuasa, ter
daftar dalam daftar-pemi-
lih/daftac-pemilih-tambah -
an. .

§). Tanda-tangan Jang diberl
kuasa, (tldak boleh pakai
tanda tangan stempel).

6). Nama dan tanda-tangan ke~
pala desa dari desa Jang ber
sangkutan,

7. Nomor urut.

© 8).r Nama lengkap darj mereka

Jjang memberi kuase,

9. Tanda-tangan orang jang
memberi kuasa,

10). Nama desa dimana orang

3 orang jJang memberi kuasa
terdaftar dalam daftar-pe-
milil/daftar-pemilih/tam -
bahan. =

11).. Nomer dalam daftar-pemi-
lih/daftar/pemilthftambah -
an.

12). Tanda tangan EKepala desn
dar desa dimana nama
orang jang memberi kun.s::.
terdaftar.

{Dengan L‘mda.-tr:mgan ter-
masuk djuga tjap tjempol ki
rl, atau dfika tidak mungkin
tiap dlari lain dengan dise-
butkan djarinja)..

8. ‘Tjanteh Nr. 2." (Surat kete
ra.ngan pentjalonan untu.k men—

ORANG JAN'G DIEBEBERI EUASA

Ne. - Namal ngan orang | Pemllih/ daf|nonn pepala

. i kuesa

Terdaftar da
Tanda tz-|lam daltac-fen g, 4,0
jang membe |27 pemilli- | qacy g ber-
f.amb:fhan _shngkutan

desa Nr. o o

fo T . p
1). Jnng tldnk dlpergunakan dl

- tjoret Batu surat kuasn ti-

dak "boleh untuk dua ma-; _

tjnm bodan (kontituants
dan Dewan Pcrwnkjlan Ralc
Jat).

2). Na.ma da[l,ar jang akan d[--*
enLJa- R

pergunakan dala.m
Jon.n.n. L

dlberl kuasa,

s, Jang tidak d.tpergunakan dI-

3). Nama lengkap ornna' Ju.ng

dapatkan lebih eehelai pormulty *:
mode D! menurut pasal 32 ajat -
(2) P.P. No. Wtahun 1954). Lo,

.ewe -
BURAT KETERANGAN PEN- .
TIALONAN ... v

Jang bertanda-tangan diba-
wah ini menerangkdn bahwar ...
O 1) -Jang namanja telah.ter- <
daftar dalam da!rar-pemillhldn.t

- tarspemilih tambahan desa ...
wirsuZ) akan dikemukakan seba-
gal tjalon spggota konstituan- -
te/Dewan Perwakilan Rakjat 3)
dalam daerah pemilihan ... 4)..

Tandz tangan fang diberl ke-
terangan ............5) -

Wama orairy tersebut diatas te-""‘
Iah tertjatat dalam daftar-pem!
lih/daftar-pemilih-tambahan de _,
R S Cemeneen 6)
dEengan DOMOT ..ceeareroeeeeeeees 6} - s

Kepsala desa ’ -
N - - PP noc

(Tjontoh.daflar lihat d:.sebe-
lak!}

Keterangan:

1). Nama lengkap orang Jang
* diberl keterangan. *

- 2). Nama desa, dimana nama
-~ orang fang diber] keterang -
. an, terdaftar dalam daftar-
pem.lnh/daﬂ.a.r-pemmh t.a.m-
bahan.

tjoret. Satu surat keterang-
an tidak boleh untuk dua
matjam badan (konstituan-
te dan Pewan Pem’akﬂm

. ... Rakjat).

Y. Namalnama' daera.h-peml-
ilhan untuk mana orang ter .
ubut a.ka.n d.ttje.lonkan ) _,

LY |

. "I‘anda/umgan kepala. desn.
J.«darl desa dimarna . ormg Iz
' djber! keterangan terdaftar
. dalom daftar-pemlillh/daf-
* tar-pemilth-tambaban, e

u'




Lampiran VI

LJHALUAN"

GUBERNUR SUMATERA TENGAI-I t

Pendjdgoan keamanan po-

l

kok uvutama dim Pemilihan
Umum

D) Sum Tengah akon diangkat 18 000

orang

Bukistinggi, 9-8 (Haluan).

Polisi dan sipil leionja.

. Djalan konperensi.

Sckalipun hari hudjan, tetapi
konperenst dapat dilaksanakan pa
dn waktunja, dao batk anggota
konperensi, maupun dari undang
an tampak ada perhatian  jang
istimewa.

Sebaik kooperensi dibuka oleh
kerua PP Dt. Maradjo. lengsung
diuraikan usaha-usaba panlia se
lama inl. Begitu djuga- mengenai
kesulitzn®  jany dialaml, disam-
ping semamgat  jung sungguhssung
guh dari petugas-petugas, Didje-
laskan satu persatu alat-alat jang
telnh diterima, sepers? pecnah di-
siarkaq, begitu pula mengenal bia
ja-biaja jang dipergunakan unruk
ite. Dekatnja waktn pemungut-
an suara, Jaitu kira-kira 50 ha
i jagi. maka suatu djangka wak
tu jony hukan pandjang.  tetapi
waktu jang sangat pendck untuk
segala sesuatunja. Tetapi karena
adanja hasrat rakjat untuk men-
yapal suatu anggota DPR jang
menurat piliban meceka ditambais.
lagi dengan tjita-tjita untuk mem
_punjai aggota Konstitnonte wa-
ika semua kesulitan itu dapat di-
atasi bersama.

KONPERENSI P.P./P.P. KABUPATEN SE SUMATERA
TENGAH DI BUKITTINGGI

PETANG Djum’at jang lalu digedung Nasional Bukittinggi telah
didangsungkan konperens!. Panitia Pemilihan Swmaters Tenguh dan
PP Kabupaten sclurub Sumateca Tengah, dimana hadir djuga para
Bupail dan Wali Xota serta kepala-kepala Diawatan pencrapgan
dari masing-masing Kabupaten. Undangan terkemuka tampak Guber
nur Sumatera Tengah, Kep. Polisl Propinsi Sumatera Tengah, Pe- !
ngawas Kedjaksaan Sumatera Tedgah serta kalangan ketentarasn, - |

PXPS

terdiri dari Bupati/l{epala Dae-
tah  Kabupaten, Tentara jang tee
tinggi didaerah itu, Kepala Poli
si Kabupaten, Kedjaksaan dan sec
oraeq jang ditundjuk oleh PP
Kabupaten. I

Usulan  terscbut
berada dikantor Gubernur se-
lambat-lambatnja  achir Agustus
i, dibuar rangksnp tign masing-
masingnja tinggal di Kabupaten
dan Keresidenan dan satu lagi di-
kembalikan pada Kabupaten jang
bersangkutan. Mereka ity akan
dinngkat dan disumpah tigu hari’
sebelum  pemungutan  suara, dan
sesudah  dilatih  langsung mem-
bawa/mengawal surat-surint  sua
ra darl ketjamatan fangsung ke-
tempat pemungutan suara, Disana
mereka hains mendjaga dan tidur
ditempal SCMULGUEAn  SMiEri SCnm
Jamm sebelum dilungsungkan pemn.

havus sudah

Jang pokok adanja ke-
amana.

Dalian
beenur  Roeslan Moeljohardjo
djclaskan bahwa disamping usa-
ha-usaha panitia, alat’ dan per
lengkapan lainaja. maka soal ke
amanan adalah pokok utama un-
tuk terlaksananja  pemilihan wmn-
am. Dalam hubungen ini oleh gu
beraur  dikatakan bahwa metihat
luasnja  daerah ind, ditambuh de
ngan  banjaknja djumlab tempat®
pemungutan * suara. maka sudah
fenlu  tenaga-tenaga kepolisian
celun tenara lidak akan mcntjukl_.li
Fpe o Dan andat kata mentjukupi.
I maka uatuk kepentingan lainnja
Pooiamn jtn mercka djugs  dibutul
o tenaganjn, Dalan:  hal ini di
samping  tenagn alat-alat negara
wreoput, moka jang peating lagi
Jdalam pendjagaan  kemmanan ini
~iiah usaba-usaha daci pihak pem!
Ll sendiri.

[Iatuk uni oleh guberour dian-
! djirkan supaja ditinp-tiap daerah
diperbanjak mewngadakan porte-
muan® diantara partai-partai jang
ada, karena dengan iara ramah
t tamah  jtu usaha® kemmanan da
! pat ditjapii. Disamping itu guea
! membantu tenaga * polisi, di Suma
gtera Tengah i akan diangka?
ixebunjak  kira-kira  18.000 orang
' Pembantu Keamanan: Peuungutan
Suara (PKPS}. Djumlalh  mana
berdasarkan kira-kira 6.000 buah
tempat pembugutan  suara, dima
na untuk tap-tinp tempat ditetap-
kan 3 orang. Mungkin dalam so
al  penctupan orang-orang jang
akan  diangkat mendjudt PKPS
sini sndah  dekat sekali wuaktunija,
tetapi bila usaha imi dapat dime
‘ngerti sekewbalinja  para kenpe-
rensisten kedacrah masing-masing
akan dapuat  shma-sama disampad
kan paga daerah jang bersangku
lan.

Sjarat®  untk pengangkatan P
KPS tersebue inlah, laki-laki, ber
badan =zchat,  tinggal  didaerah

]

ngutan seuara.

Kepada merekn  ni diberikan ¢
gantt keruglan schaniak Rp. 25.-4
untek dacrah selain Riau. dan un
tek  kepulauan  Riau 48 dollar
straits sehari  semalam. Dengan
begitu untuk Sumatera cibutuh-
kan biajn Rp. 2.300.000,— dan
69.000 dollar straits.

Haluan, 10 Agustus 1935,

-ditjulogkan  oleh Wali Negeri. di

atan  negeri tempat pemungoting
suaeq tersebhut, nom partai dan pan
dni, tilis batjla. Orang® tersebut

setudjuicolely Tjamat dan oleh
KKK dikabupaten®. Sckiranja pa
da Kabupaten jung belum ada K
NI, naka harus disctudjui olely

kata sambutaanjz Gu- I

Mereka itu diberi ban tangan,
jang distempel _oleh P P Kab.
ang  bersangkutan dan sebuah
bambu  runtjing. akan dibajar
a. Rp. l.—. !
Dikatakan djuga sckalipun un
wk daerah Djawa dibenarkan ha
nja untuk tiga hari. maka untuk
Swnatera  Tengah  horus seku-
ran-Kuraugnja  untuk  lima hari,
don untuk  kepulautan Riau 8 ha
¢l. Hal mana mengingat huisnia
dnorah  don djuruknia  tewpad?
pemungutan  suara.

Sjarat® Iaimnjo  dikatukan oleh
gubernur. kira-kira 50 M untuk
kota dan 100 M untuk luae kota.
lingkaran  keliling dari tiap-tiap)
tempat pemungutan suard, tidnk}
boleh dipasang tandu-tanda gam.
bar. Begitn  puln priugas-pelu-
gas Udak bolech memakai leatjana
partai. Dan pada tempat-tempil
jang terletak  ditepi djulan, dju-
gn menentramkan  lalu lintas dju
gn kewadjiban dari PKES.

Penpatunp,

Sehabisnja kepadi hadirin di-
berikan kesempatan  untuk  tango
djawab nengennai keterangan gu
Lernur, dau szhabisuja oleh wakil
Pengawas Kedjaksaan  Sumatera
Tengah Dijnksa Sjahruddin dibse <
rikon ketentuan® hukum Jang me
ajangkut  dengan soal pemungut-
an suara dalam pemiliban ymomw
Urplan pasal demi pasal jong ine
njangkut dengan  matjam-matjom
pelanggaran jang harus digandjur
dengan hokuman  diveaikan ssto
persatu.

Schabis  istirahat oleh Kuasin®
Sabil dan Orang Kajo Ganto Sua
ro divraikan tjara-tiara teknis pe
mungulan suara. Padn hari Sub-
th selandjatuja rapat kedup dilan
djutkan digadung Nasional. dimn
na oleh para konperensisten dihe
rikan lapuran mengenid kesubinan®
didnerah meseka masing”,




STAK BAS.AH”

Sesudah P:opml Sumatera d;
jadikan tiga. progm.sx, Ja:t,u ter-
aduu dan _propiasi: Sum. ' Utara,

\pinsi Sustr, . Tengah, maka .dari
itu -pemerinteh - daerah propinsi
Sum. Tengah dilakukan’ oleh De-
wan Perwakilan -Ra!q!at “Propinsi
dan Badan: Eksekutif (Dewan Pe
marintal Dae;ah) Propinsi jang
dibertuk atas dasar Undang® MNao.

foernir/Kepala | Daerah 'Proprmsn
Sum..Tengah. .-

.- 3Délam’ tahun, 1950 sesudah ag -
‘resi Belanda ke {4 ‘tidak” berapa |

djuar KIMB jang terkenal .

monstras: -jang udjudma me-
nuntat ‘supaja, sdr.

| kelain daerah, "oleh  karena bebe

per'm,mn‘kau oleh pemerintzh pu'’
sat, .sehm,___,ga terlugnglah djabnt-
arl Crubernur/Kepala Daerah Pro -
i pinst Sun. Tengah,

Deugan terluangnja  djzbalan
| Gubsarnur/Kepala Daerah Propin
si Sum. Tengah, maka Dewan
Perwahilan Rakjat Sum. Tengah
(DP}\ST) mengadakan sidangnjs
"untux anemilili. “tialon Gubernur
juna akap diddjukan kepada pe
merintah pusat, tjalon amana ada.
. lah terdirl dari 4 orang:

EI. Or. Mohd, Djamil glr
i Reugkajo Toeo

‘Hadji Ijus Jacoeb

‘Dr. Rahim' Qesman

Mr. Mohd. Rasjid

Dt

2
{3
]4
L)

A-propms: Suim. Selafan dan pro-

,,TERAE’UNG TA’; HANJU'I‘

!_(‘Qleh M A, DL "Bongsoe

10-tzhun_ 1948, dan seorang Gu- ..

! rasi jagar bendjalan kembali o

_]a.ma sesudah’ pemuhhan Pemerin ' ! kepentingan partal) dan hanj: ke-
‘tahan RIT dengan adanja .pcnetu_ "mafa? unfuk Zepentingan umum
) lmuk..! Tadda twgeal 13 Djuli 52
Rn.L]a: disekitar jbu kota Pro- selumh Partnd Politik Sum. Te.
pm.s: Sum. 'I'anga'h ‘mengadakan ' ngsh.iuemimbuhkan suafu

’ ' ROORDINASL “PARTAL® .POA
M Nasrug . LITIX
Gubcmu‘/ﬂ{epala Daerah " Pro-; NGAR MENMPERBINTIANG.
qplosi Sum.. Tcngah dipindabkun & AN, MASALAII KEKOSONG.
| AN DEMOKRASI I3 SUD, TE.
,Tapa djandji pemerintah sewaktu ’ NGAH UNTUK MENTJPTA-
"dalam Darurat ‘kepada takjag jg KAN [GERAKAN
:a.k dipenuhi, mungkin oleh kare ! MENUDMJ TERLAKSANANGA
! na ity tuntetan rakjag tersebuy di - ASAS* IDEMOKKASI” jang fer

‘ rintahan tidak dda, oleh karens

TERANDAM

195i tersebuy demokrasi di Swm,
Tepgah ini tidak berd] lan d;m
¥ontrol terhadap djilanti Peme-

dasar Pemerintuhan Sum. Tengah
sexurang hanja_bertanggung d}'l
wab kepads pemerintah pusat sc-
mata® pada hakekatnja bertenta-
ngan dengan UUDS Republik n-
‘donesia dan dengan Undang? No.
22 tzhun 1948,

0Olch karena dilorong rusa ke
insjadan phar lizstaf separga sdemol

Sum, Tengah jui (techindar dor
perasaan sentimen) afou (unfuk

-SE "SUMATERA TE.

BERSANA

godemg dacds Masjumd, 0N, DR,
l':ul.m Adlae Rakjal, ivartad Murba
MTKAANM, P1 Perfi, PINMIL, P
kindo, BI'TI, P51, Partai Buruh.
Partai Islion Jedonesia don *3511.

Mengingat deiah berlanpsuag-
aje rapal® juaag  (elall beberap:
Kali semendjak terdenntkoia 14
sam bersama dengan mcl.kak.m
perembangan  jung azmasakings
akibat kehosonguwy demokras; dan

‘oleh ¥arena® apa ...
ta L'ddn dapat . menget-ahmuja, Wi

[:;f.'{ dupat ‘wembiarkannja
sammpah berlurut’ dun wk dapa)
memperfahagkunnja menwru{ hu-

kum Dodam Negurz Repulblik ‘tne

Jonesia jadg D..m{nr.zl_xs dun be:
Kedanlatan Rakja. ada .nc:.nh|
fng ak ada Perwakilun \,11,!
nji. !

]
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Haluan, 5 Januari 1954.

" ONéh pamerintah pusat tjalon®
j:mg dimadjukan -oieh’ DIPRST
e, 12k dapat diterima, entah
..7 dan ki-

Fun pémjalonan:-tersebug di-
"u\ﬂn oleh DiFRST berpgdom:-

-aa-Kepads U-U No 22 tahun 1948

pa.:dl I8, a;a( 1.
‘Kemuedian ‘dengan tidak tahu'
p‘mermtah pusat telah menetap-

"kan spdfa sdr. Ruslan Muljohar-

dio mendjadi Acting” Gubernur/
Kepala Daerdb Propinsi Sum. Te-

-ngah. Maka oleh kivena tindak-

un jung sedemikian repa daif pe.
mcrlntal" pusat, maka DiPR /DIPD

Propinsi Sum. Tengah ‘tidak may
'menerima dan = menolak
-dap, "keangkatan teme’bm dan ti-

t2ra-

Yak rau pula_melakukan .tim-
b.mn (crmm dengan ‘Acting Gu-

.gemur jang d]sedorkm oleh pe-

m;rmtall pusat 1[u

iMaka oleh  karena mengingal

%eadaan jang scdemikiann  rupo
[KIFPST ielah -berusaliz  dengan
meladni segala magizm dj.ll.m

-j,ang mungkin ditempuh unguk
unengisi kembali Lekosongan de-
wrokrasi di Sum Tengah J.am, te- |
Iak dibekukan oleli FP No. [ {a. i
hun1951 dan diperpandjang pu.
la djan'lh waktupja dengan [P
No. *27 tahun 1951 jung pidak
merpunjai Hmit bar-w waktunja,

KIFPST memang sangnt mang-
hadjatkan  dapal menvpfuhlan
statn Kounscpsi bersuma, akan. fe
fapi. sungguhpun suduh diichpiar.
Lm dalam rapatnja, KIFST ha-
nja ddpcn_ memibuat konsepsi jang

‘didukung oleh 10 partai®: Poditik
_sz" limul snenanda (angank se-

Jang Mas;um1 PNIL dan PSY
mempunjai’ koisepri targisah dun
MTKAAM tak muntjul dalam



1 UU No.- 10 th, 48 ifu mendjadi

Zain ‘addnja  pértentangan
nlgra Pemefintal) -Pusat- dengin
OPRET, maka ‘dalem ylan Dia
nuarj 195/ keluarlah, suaty Per..
alurau Pemerinjai’ No, ] takup
1851 jang ditefapkan’ pada jang-
gal.5-Dianwari 1951 dun dinmum
kan-puda’ tanggal 8 Diannar ‘$1
olsh Menteri Kehakinuan g ma-
na -pada wakiu jtu Penverintzhan
adalah dipegang ¢len. jim, Penda.
nz Menterj MOHD, :NATIR,
iDeagan kélvarnju FIP No, | le
hun %51 iy, maka:Dewan Per
wzkilen Rakjar Sumatera Te.
agah jang “dibentuk -atis - ddsar

B'ek n. Kedjadian jang.édsmi.
kKiin ripe ‘méndjadi  pértanjaan:
bagi masjarakaf, Larena = snar:
pembentukan  jang ‘beidasackan |
sepada Undang® dupar dibekukan .
oith stratu Perzguran?

Maka sekarang dengan musch
nja dulan Dianuari 1955 gengp-’
Tait ¥ tibiin Dewan Perwakilan

kutil "Propinsi {ewan Pemzrin-
tan Daerzh) Sum, Tengah me.
singhuk dalawm pémbekunanaia, s
hingga sampai ‘pada sast ini =
atung? jeitu terapting tak  ha.
njuf, teracdam’tak Dasah,. walau’
oy delam-PP No.*! [aliun 1951
ity “Elah- ditjantumkan: dalam, ps
7¥af 3. dissmiping meddjalankan sy,

233’ pemeringaf  pada’ bmiumnia)| -

D:wan jang-terssbup dalen pu-
sal 2, ajar-l.
Daciah “Seserfa “Dewannja) e
1f tugss kéwadjiban . dalom wiis !
4 jang singkat Sselama®sja 6 bu-
.fan, menjelengrarakan .pémbeniu
®an Dewan Perwakitan Rakjag
“Daerzh menurut peraturan® ber
dusaitun ates Updang® No. 22
tahun 1948, T

-Bf méptioha melalui segalu - |

‘perizngging djawatkin

Rakjat Propinsi dan Badan. Fss |

Jubérmur/Kepulal 2

rapuf berikulnja, walaupun demi.
kian KHPST terus melandjulkan
useianja . omembdjukan gunkuian
kepudd pemeniniuly baikpun be-

riapa resolusi dan mengirm e ' it terbentuknia Dowad Per J dia Sa_:mn Pol.ililg m\.&{-,.) Sumt. .1‘.&:
] y Sum. Tengah !'ngah Juang udjud  pardjningannia

degasi jung sendini dtari 4 orang:
1. Dt.-Bgd. Basa Nan Kunips, 2.
Harun Junus, 3. 5t Dahbib dan s
Kuoasinj S:bil untuk meénemni Pe
merintah Posal serga frakst* dan
PP dalam Paslzmen, Unguk me
puh agar  perongkosan delegasi

teosabul, KPEST telah  berichii-

tizm diglan jung muongkin ditcw
Ul ggar perpongkosan delegasi
tzrsebuy dupat mendjadi tanggung
djawab Pemérintal dengan alasl
@n bahwy perdjuanpan  KPYST
adaish untuk Kepentingan * Pems
raieh jags demokratis, dan agar,
djalenan Pemeringah Japag di !
Eelarus |
dngan hukum demokrasi, hahwa
s.benarnjn Pemirintah fy pda.
lzh dari rakjsg oleh sakjut dan
untuk rakfat, sunsgub amap dises
zlkan bahwa' pemeriotah iidak
at menjetuadiui wsahn Learah
i akan tetspi sunpzubpun de-
mikian delegasi dapat djuga me--
landjutsan perdjaluninnia ke D"
Rarge deagan dorongan rasa ke-
Tafan dan semangg lang her
obir puda masa ifu.
Dan dari Kubupaten? dan Koo
13 Roardinasi Partars Poliyil, ikug
Huone  perdjuanpan KPPsST
L mengisi kekosongan demok
di Swrn. Tengah. Dan dalam
v Agustus 1952 teluh per-
lengsung suagy Kongras Adat
Rakjar dizngara putusan jang di-
ambil dengan suara bulag/penuk

Juitn meadesak Pemarintah Puss

imentpabit AP No, [ pahan 193]
G "kn;‘-ong,';n demolcusi &
Swm. Tengivh dapayg dfis Lenthadi,
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Dalam tabsa (434 jung i fe

“Rethubung oleh Kkarena- belmmhah ferbentuk suare Badan Ker.

wakilan Ra¥%jat 2
oleh  Acting Gubermur/Képala

Daerah beserty Dewannja sampai’

pada ‘saat jang ditengokan dalam
PP No. 1 tahun 1951 jaitu welo.
ma’nja dalam djangka “6 bulan,
sehubanju bukan 13k mungkin . di-
laksanukan, tetapi hanja tidak dj

iaksanzkan oleh suatn Badan jg’

telah dittizaskan sebagaimana di
sthutkan dalam PP No. | rahun
1251 itu. Dan dalain pada ifu da
jun Bulan Djuni 1951 - Ruslan
Muijobardjo sebagai Acting ‘Gu-
thernur diangkat mendjadi Guber
ner oleh Pemerntah Pusat, dan
kemudian dari itu menjused lagi
sati telegram dari -Menteri Da-

Jdam Negeri kepada - | Gubernur

mempermaklomkan bahwa -djasg
ka waltu jang tersebut dalam pa
gl 3 FP No. ) tahun 1951 di-
perpandjang dengan suatu djang-
oy *wgkd janp landjng akan di-

‘tentukan. MaXa dengan kedjadian
jang demikiap adaiah svaty bukti
bagi kita -bahwa whbia pémerin..

teh uetsk  membeniuk  Dewan
Perwakilan Rakjay Sum. ’I-‘mggah

rupznja tidak berhasil pada walk.

1 jzng. ditentpkdnaja dalam PP

No | rahun 1951 disini-amat kita

sesdikan tndakao.pemeristah de-
ngan IPP No. | tabun 1951 kare-
na diantara putusannja tidak te-

05 sehingga:diperpandiang djang |-
‘ka veaktudja. dengan B2 -No. 27

tafien 1951 jang tidak ‘adal batas
waktunja "(Sampai pada ‘saat:inf).

- }ﬁ-k-ibzii':‘dgri;.-fHP-"No, 3**tahbn

H
I

adalafi landjutan dari perdjitang
an KIHAST jang lama walaupun
tizranja” berlainnn  (clapi adjud-
nja adalah sama, Dan dalam k-
laa Nopzmber 1954 telah berlang
sung. pule 'sualy rapat amum di
Kota Bukijtingsi jang dikurdju.
gl oleh. golongim masjarakar jg
dageng dari beilbagai tamput rerd;
vi dari’ gotongan kawm adal, Aga-
ina Bureh, Tanj, ‘Pemuda, Wa-
nifla, dil.  Rapat many telah
monmirughkan suatu resolasi un-
tuk menjampuikan Hasr1p Rukjag
Som. Tengah dan.isi resohasi ter-
scbut adulah alenwntut supaja se
£ef pemerin{ah  mengak{iveer
kembali Dewan-Perwakilun Rak-
jat Strm Tengah  dan mendesak
iepada Pemerintah Pusay agar se.
gere menasik kembzli- Gubernur
Ruslan Muljohardjo jang ik !
‘mmsl menompatkang dirinja di
tenzah® masfarakat jang berdjiwa
demokralis, Bahwa -Sum.  Barat
adalab suatu daerah jamg perie-
nzl di Indonesia jung mewmnpusnjai
djfva.démokratis semendjak abad
ke XU dibawah pimpioun TPerpa-
tih dan Ketzmangeungan, Dan re
solusi jung dizambil dalpm rapal
tersebw mendapag dukuegan dari
Partai® Politik dan dari organisi-
6" masa. . .

Kalau Lija- tidak salah datam
Aohun 1953 sewakiu pjm, Walil

-Presiden bedkumdjung ke Sum. Te

opah teluh berlangiung pula sua-;
to -Dgxnods[ra;‘i jany terlri dari



golongun kuem  Aday, Agz’ﬁ“
Womuda, Wanitn  dan KPP
Akan tetapl amat kita szjangkan.

pat beriemu dengan Wakil |
siden, karenn Wakil Presiden ki-
ra® pukul § telah meninggalian:
 lempal lamu Apung  beranpkds
'menudju ke Padang Mangzgajeh.
Sebab’nja tuk dapal berfechu oo
ngan Wakil Prediden kita tf
dapat- mengetahui ... T weildy
pun dari pihak orang® jang berde:-
monstrasi teluh lebih dahuln me- -
mjampaikan permintaan agar pim

Wakil Presiden bersedia ‘menspi.

.sma Kedatangannja pada djam iy .
delah ditentukun. :

Disimi baik djusa kia sampai.
Kan buhwn dalem rupaz. KEPs1
pudat tangrzl 30 Djuli 19353 ge-
lah mengambil boberapa puiesan
Idan diaplaranjn meadesak Kepa- *
tala DPRST janz dfbakukan akan
<anemmerzanakan semua djalin b
. ik menneay UL No 22 uhun ‘48

alsh UUDS BE antak melzbe.

R pembelaan (erhadap wduh-

an Pomreringsh Pesad mz2auret PP

No. [ gabun 1951 unrara lain i

hadapan Parlemen day Mahla.

el Agung. -Andjurn jung -ding

Hjukan olch }HPST (ersebnf nam

:p_;ﬂ(nja oleh  DIPRST jaag beku

i Rurznp mendjedi  perhagiom,

eMah olel karenneapa ......... 7 ki

tt tik doput mengepahui sobab
din - musabebnji, Dun bamjak lagi
perdjuangan®  menghadapi PR

ST jang tidak kita ureikin diing

diahkon sekarang bukan sadig D7
HEST jang beku, dfuga otanom:

“jau’g terendah Dewan Perw n

aja ikup Kosors sesudeh wilagah?

wipubarkan denean 50 No, 1 ot

huan 1954,

PtKite rasa ;_)sr:i,'uangun' usguk
‘mengisi kekosdngan  demolres
Mi Sum Teogzh telph lebih dar
tiukip maka G itu djetaslah by
Bi kitn babwa segaln perdjuangar
Jang “berlkn ity iharal  huljan
diatuh kedawun kofuds sadia by,
pemerintah. pusut. did acdula)) ey
tu bukti bagi ki[_-.'l bahwy Pame.

s rintah Pusay sapgat Kerang sekali

, memperhatitan keper
j42h tesntama Daersh? jung dilgar
Pulau Djawa. walsuzun Febinet
teluh sIEL bergami hinges senupaf
Kepiida Kabingl Adisdrifin - BRE
sekarang  mondapay dukunzan
olely parpai- politik dan organisz-
si* masa di Swean. Fonzah, akaw
tegapi sunreuhpun demikian LI0R
ST musih tefan meringkuk d.
pembekiannjn Kalaw dupag Kits
ibasathin kira® seperti orang ditu
hurkan sehivgsd pinveang nak his
dup tak daput hidup dan gak ma
U tuk dopat mati, sing berselen
dang panus dan malam  berseli-
dauut emban.  owhkan nasi Lasa
berbijak.

1

bahwa kaum demonstrasitak das:
akil Prie -

!
i

iBeberapa daian fang Jlu ada
orang mengadjukap pectanjaan
kepada Kita jalin dznzen adania
poembbeluan DFRST jang barlarut
larnt sampai sckamng tindakan
jang sedemikian rups, apa tiduk®
micrugikan Daerah dan Megara?
Sebdgai djawabaja marilah’ sama’
kita lanjakan kepada, Petnmg;‘rm[a;h "
Lgrena jame menibekuldn bPr
ST adalah 1P No, | tahun 19541
Janp ditetaphan  olely Pemerine
Jtih (Pusal, )
Kalnu Yita pandung dalam seyi

Chukun Adat  jang barsendikaan:

ALUR, FATYUT dun MUNGKEN -
tentang (indakan pemerintab jrog
sedemikion rupa memang idak -
miapat Fita terimz karena tidak me -
noruf ALUR dap PATUT  wi-°
tanpun meauruy MUNGEIN: 14
dah dapat dilakukun oleh peme,
rintuh. Sghab mcnuety- ara§ho-
kum Adut segala Undang 'dan
Peraiuran jang akan dilaksanakan -
discsuraikan denpan:  AYAIR PA-
TUT dan MUINGKIN,Begitulzh
pepdapat kami dwri pemangki
Adat jang Asli )
.. Mengan inj kita harapkan. dgn
masuk (ahun baru (1955) akan
membawa Lia kepada titik per,
‘samoan untuk mengudjudkan ke
satusn jang bulat/penuh dari se
genap lapisan dan polongan ma.
sjurakpt bangsu Indonesia guna
keselaghatan Bunpsa dan Nepara
kita d¥nusa depan, Sebugaimang. .
kaia pepatah erang Minang, Nan. .
elok swma dipakai, nan burirk sas!
ana dibusng d#h Nan ringan sam
didjenadieny. nan berar sama d
pikul. ; i
Demikiovlah uraian kiti- mel -
njanbug sgensp 4 tahun Demok.: -
rasi i Swn Tengah dikosongkan

karern akibu PP No. 1
1951,
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; . GA DIAD?

Bandypg, 17/1 (Antard)

wakun wakiu 4 brari lamanja

.Hddll‘ pada konperens; im pa-
nitia? pcmlhhan dori 15 Jaceah,
jaity masing® ketua, wakil kora
Jan bendahari dan selain v b
dir pula wakil® Kententeriun -
lam Negeri, Kementerian Kcba
kimay, Kemenzerian Luar Nege
ri, Kementeriap Penerangan, ke-
pa[a Djawatan Pencrasgan aro.
pinsi selursh Indons w.a.}ul"
Angkalan Perang dan wakil?
polisian.

Anggola’ Papitia  Pemitihan
Umum hadir selengiapnia :

Ke.

Menurit keterangan 5, Hudiku
sumo ketus PPF kepada pers se.
telah setesai denpan rapainia g.um
periuma, tudjuan konperensi xm
berlainan demgan  konpersnsi jg
pertama pada satahen jo talu di
Djakarta. Konperensi junyg petta
ma dmaksudkan  untek genin
diau undang® da=n peraturan® pe.
.merintal dan soal® janz berhubu
ngan dengan fase persiapan®,
Konpereddi jang sekarzng Ji-
langsungkan di Bandug adalah di
maksudkan uatuk mengadakan pe
nindjauan. echadap  pepalaman
setabup jang sudah lalu, jaits di
hubungkan dengan hasil® jang su
Jah diijapai meogensi pendalta-
ran warganegara dan pcnddr'tl -un
pemilih. ,Pangalaman® i seha-
rang Jdengan praktek unwl meng
hadapi anase jang aken Jatanpg',
demikian § Hadikusumo,
Rapat jang pertama tangpnd 17
Djanuari 1elah berhasii memben-
tuk 3 seksi. jaita selelaly sidenp
mendengarhan araian jang dike-
mukakar oleh Panita Pemitihan
lndonesin mengenai soal keaman
an, socal penjelenggaraan peatja-
ionan dan pemungulin suara sore
ta soal administrasi dan Lesuka-
ran peralatan 3 seksi it diban
tik sesuai dengan adanja 3 gpere
spaian tersebut diatas dua -
sing® seksl membahas tiap® soul.
Duduk dalam seksi® e selain
PP djuga wakil® duri Anpkatan
Perang®dan kepobisian dalam su-
al keumanan dan stalam seksi so-
al penjelengearann pentjalonan/
pemunagutan suara Judok pula wa
Kil' dari Kementerian Luar Ne-
geti dun Kementeriza Dalurs Ne.
.

Inbewtek 3 »eksi,

Indonesia

Konp. Pemilihan Umum
antar Indonesia

S0AL WMAN DAN . KESUKARAN PERALATAN OJSU
POKOK ATIARA.

ONPERENSI Pemiliban U wu Antar {ndovesir jg akan me

telah dimalal bl i di Ban-

dnng dan diphmpin oleh Panilin Pemilihan lndo:_:csia

pllfzmluer didasrshnja  wrasing’,
Perhatizn  demikian tidak. tecbu-
1as pada pemerintah sadja, tetapi
pun kepala pegara menundiukkan
minal jeng besar sekali dan icka
rang ini Presiden akan hadir pula
pada eapat peputup konperensi
ranggal 20 Dijanuari malam, wi-
tuk mamberikan amanatnja’
Demikiau S Hadikusumo.

Tanda pambar . FXL dan
orang ok berpuriai®.

Alas pentanjaan, 8, Hadikuosu-
mo menerangkdn: bahwa s0al na
ma dan tanda gambar .,PKI dan
orang tal berpartai’” adalah kom
petensi PP wntuk menjelesailan
nja dan tidak dibawa kepada kon
rensi di Baadung ini

8. Hadikusumo mendjelsskan
atas perlanjaan .suidah sampai di
man dingkat  penjelesuian sozl
itn” : . Seal wmada gambur TKI
dan orang wuk berpartai”, kinj her

‘ada dalam tingkal penjelesaian”

Rapat’ selandjuteja dari bon-
perensi pemilihan umum  autap
i pada umunmmnja te
tap akan berkisar pada tiza per
soalan seperti diatas dan untuk
pembahasan soal® jtu pada rapat®
seksi akan diberikan  preadpis®
oleh pihak® jang berkepentingan,

‘Seperti sudah dikabarkan ber
hubung denpan konperensi ini pa
da tanggal 20 Djanvari jang akan
datang ,demonstrasi” pertjobaan
pemungutan  suara di Lembung,
dimsna akan badir seluruh paug-
ikt kouperensi tersebut,

."nc:, demikian pula dlantara pa
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Tjekup optbmisme dun

kebulatan tekad

Setelah napat jang pertama se-
lesai dengan berhasilnja membhen
tuk 3 seksi itu, menurut 8. Hadi-
kiusumo, PPl mempunjai kesun,
bahwa dalam menghadapi kesu-
litan® jang dihadapi deWasa i
tetap nampak adania optimisme
dan kebulatan tekad dari wakil
dacrah® dan haditin  seluruhnja
untuk ‘menjelesaikan  pemilthan
umum i setyepat®nja.

wDalam saat® penting, psmerin
tahpun selaln menvndjukkan per
hatiannje atas pelaksapaan pemi-
tihan vmum dan ini dibuktikan
denpan adanja tjara® kerdja sama
jang baik diantara PPl dan kabj

nit.iné daerah dengan instagosi? si-

Haluan, 19 Januari 1955.



SJARIE SAID .

Partal Adat Rakjat gelap
mata

Sjukur Ruslan Mul;obard;o bukan
- Gubernur PAR, malaban Guber-
nur Republik Indonesia *

Padang, 5-2 {Haluan).
D ENGAN teliti sclama ini kita mengikuti gedjala-gedjala po-
litik di Sumatera Tengah ini, demikian  Sjarif 'Saild, kétua
umum GPIl Sum. Tengah dalam suatw Leterangaoja kepada ,Ha-
‘T, sekarang sampai kpd suaju pernjataan dari Pagtai ¢ Adae
R.xk;.st (Datuk Baqmdo Basa Ndnlmmng. ketuanja) dalam  harian
JHalvan™ tgl. 3 Pcbruari 1955, ang memproklamasikan ,tidak Ia
yi mengakui Rurkan Mul|0hardjo sebagai Gubeérnur/Kepala Dae-
rah Sum. Te.n_gdh mulai djgm 11.35 (gl | Pebruari 1955.

Sel.mdiumja Sjarif Said tegas-} djn sama  dengan instansi-instan-

Diterangkan ladi. Parta- Adat
Rukjat sedjnk lama ‘menjitakun.

_bihwa adanja Ruslan . Muljohar-

djo  sebagai  Guberntr/Kepala
Daerah Sumatera  Tengah.telah
menjebabkan ketegangan-kete-
gangan politik di Sumatera Te-
ngah. Menurut peadapat saja, de-
mikian Sjari{ Said, mungkin ‘jang
demikiar itu hanja dirasakan olvh
segelintir orang-orang jang tak
mendapat  Lkornfa” sebaguimany
jg. diharapkanja.

Lupakah atau tidakkah  tahy
orang, bahwa daerah Sumatera
Tengah sudah lama sebenarnju’ di
siapkan nntuk pembangunan dyn:
dipenuhinja sjarat mutlak,  jaitu
kcamanan jang mebuka segala ke
munigkinan, Orang jang djudjur |,
tentu akan mengakui. bahwa ini
adalah kepandaian Ruslan beker |

kan. PAR tidaklah suatu partai fg
Lerpengaruh 'dl Sum. Tengah. bu
kar sadja oleh karena ketjilnin te
tupt ledih® olch*karena
pin:peinimpinnja jang terdivi Jdari
arang-orany jang olch eakjat di-
unggap tidok -dapat mewmimpin me
reka. ;

Sitja vidak menjatakan mercky
avonnucir,  kata Sjarif Snid, scba-
gai pendapat kebanjakan  orang.,
tetupi fang ajata Kalau kita ana-
lisss mercka ‘adalah sed'mg ber-

usitha untuk meadapat kedudukan®

diun dengan demiktun oleh golong
an-gulengau fang tertentu. jang
meagetohal psychologis-nja  mu-
fah sekali mempergunakan mere-
v denyan membajangkan kemung
ginan-kemungkinan.

Tentang intervicuw Ulmi |-

H: Sj. Abbas.

Sclundjetnja dikatakan, kalas ki
tu ikuti intervieuw  Umi Fladji
Sjamsijah Abbas, wakil  mutlak
PERTI dalam KSP Sum. Tengah
Hu, maka pjata bagi kita, bahwa
Dt. Bagindo Basa  Nankuning
{PAR]) tidak ®apat dipertjajainja,
oleh karena scorang jany diang-
gapnia telabh memperqunakan na-
ma KSP untuk berunding dengan

penierintah g pusat, sekalipun KSP,

tak pern:mh memmutuskan untuk

menqutusnja, sesuai dengan per-

njataan . Panitia Hasrar Rukjat
Sumaiéra Tengah itu.

Berhubung itu, kata Sjarif Sa.
id, mungkin pula menjebabkan se
bagni pendukung KSP Sumaters
Tengah jang terbesar, akan  me.
narik diei dari KSP sebagai diba.
©jangkan oleh keterangan Umi Ha
dji  Sjamsijah Abbas
terpiunja itu,

Menurut hemat gaja. kate Sjarif
Said, ada lebih paik KSP siang-
siang bertindak. dari pada KSP
petjah  atau membiarkan PERTI
leluar. [ni tentu disajangkan se-
leali. N .

pemim

dadam - |

st luinnfa serta dengan rakjat.
Dari PAR pandangan jang de

mikian memang tak dapat dillarap }.

wn, malaban sodah gelap mata.
dcnga'n mengeluarkan  pernjataan
jmg ridak lagi  mengakui Ruslan
Muljohardjo sebagai Gubernur/

Kepala Dacrah Sumatera Tengah.'

Achirja Sjarif Said  katakan.
Hukur sadja Ruslan bukian Guber
aur PAR tetapi Gubernur Negara
Republik Indonesia dan [lchih sju
kur lagi jang PAR tidak sampai
kepada tidok mengakui negara R.
1. jsnz kits tiintai.

Peoutup diserukan oleh Sjarif
Sitid. kepada rakjat Sumatera Te

“ngah kita harapkan supaja berhati
hati mengikuti tindakan-tindakan |-

‘o mengatjaukan darl orang-orang
ing herlagak’ sebagai pemiwmpin
~skjat: sed'mgkan jang sebenarnja
werckalah jang nenimbulkan ri-
t-ribut ditengah-tengah masjara
at Kita.
Demildan Sjurif Said.

vmum GIEIT Sum. Teozah,

ketua
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Haluan, 5 Februari 1955.
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Ds F‘ad ang Timur den Pa-
- dung Selotan Masjumi
divaru
Pand,23.602 suara jang sah, 13.273

.

Podang, 618 {[Talvan).
SELEAGA] hasll gicmupean seura jong Slakeksn diducceh® Fa
daoy Yihwur ‘dan Pad..ag Sciatan jang melipnti 9 ;Cepa".: Kamputiy

dezgan 53 TPS, maba teroleta, bahwa dideersh ini’ Masinn! meada
terban el jalty Sexhasil operchut 13279 gooers dod 23,692

I mran Fadang Timur jeng Measjun 63718 SUKARM

4 Hepals Hampnnyr ia- 7189, PKI 1053, Fert 1413, D%
usw Panghiun, Andalts., 947, ANI 6, D3I :"1‘, ™NLE R
L, Psrai:gaci’mg dancba 18, JKRUPINS 2,-F3 RI 1
n mempunisi 08 TP, | S.binuang 1] Pl 31 10 P\_u:sp i
mempunizisaara 154055, ja. s&ll RN 1, Parikimdo 3, 1BEY
(berhargn) 12,787 dan tidak Loy bqnerw 2 DL‘TI 28, GP. B 1t':
barge Gei suara. 5. Inpik D

Peu,a o adalab selagsd fee- Balirin 4 s% Sudarseay
ur Bhmad 3, A Midud
urtag Furah 78, G, F, Sik. 3 i Me. sNogrun
' .\ndmlem ¢, Adat! AL, Dianhi & . Nauwman Jj. !
i i ERN 87, Repuiik 92, % Abki 1, T
4 R MTEAAM heepules A B, Witjodihar
d Le, Bivai 4, PNI 1}5 *

IIJ..\ nia %, PRI
4, A

i Ketiamatan 2 < 11
T

enam imgkengan Bz
ek sjueni menang

‘” 5‘ r""lt‘ n‘r Bl Masvan | adaayg, 5-1G iHalvan)
G, Juzal Wuari 5, B, Nur Mo % .guubung Leparz o
su hamaad 1, LM isa 22, fe sl pﬂuuug..nau supre dulanm K.
Bobeun 708 82, F 63 2 amataa 2 20 §) Feem Lingkun,

i u-t,.n) Psda;-c/P‘ clomag, Gy
D8 ADANG SELATAN =r:.!n| dart 92 TES pada 10 b
HASJUMI LE.‘;I)!I\(- - Saj

zeqei jaite Shjmdiin. Keg,

x

JFeriinbuay dengan hasil® ie | Fdalang, .um.m, il
i romengenal pera ol Andmioy, Bo
B ars  di Padang Seis | o Gudasg, ok, P
Cr&pu nari jang‘ AT S iangas, hoto T 1.1gg., Par:t

ng len wuka Xembali k 1 ;uulan =Bl
13 ziarkan § sn]’ Jengkan ig. L "JUH‘UM: i 485, Pery 2275
L paroieh ('nl PES IiuL.—. Py L3187, Pansg J.-Jc-'. Pariai Bz
d..nw abiy: wh 66 MTRAAM 1300, P3!
Ad‘}.—'l.l Pidang Seletan ig | .. P81 203 PRM l6 Muzba 29
divgn tevdiy! duri & Eampoug | AR 3, PII 948, Sibisuang 46
ar  Gedang, Alang Luws: T g, IF&\I ‘J Ra.RI 3348
ey Padang T Taluk Gu wihrum 1, Z. 2hidin 3.0 WU A

it air monis, mempun]

e : 4. BNI (? Herupins 86
TPE dengan perintjian ahb:

i *‘I'!llt anmad 2, B Atmg Y

Paitai Barai B4, GrP Silu g | o ¥ Djunbek 3, R Siedars
LARL R Lelo 7, Isna.{ CEL T o 5 GPP 7, Me, M, Maseun 8
RN bf, M.ThAA\'I ToSAR L] L Atme §, Baperdd 1, Adat Lin

Ur. Rivai 1, PNE 97, PS] 73 | mgo Djambi 1, NN, Dr. R
Naumau Dj.mm 1, PSII 87, Pe. § Ameh 1, PR! L

tai Rufe 3, A, nlu.u}' 3, Masle
mi 3635, §‘<. 1 1G49; Nurha 74,

l_l"ﬂsl 17, P, Yoemuonis Indonesi
San. R, 1\'xncuhhf1d!o3 AL K
3 k th!uu‘l IR
3, PiR
e Stz
5 o 109

s i,
. ‘l -":, Jugz f
dureni 7, L. Tay 19,

4 zhvll 4, Tkropin.
Z, F 8 1 F Gd .

Dalam veszory in teda;m.. 11,
dad suu.;, i.uw be:ha.rgl iL‘

B

Haluan, 6 Oktober 1955.

Bi Sungai Limana Perti
- tuggal

Pislgin  betjamatan Sungai Li-
i Pnrd.r.au tBrn,ata Perti ung

I'CH ur.:gun baslinia jang lengkap

ia.

Masjumt 2591, e 5960, PKI
1193 ’-"i 949, Pemsii 186, PNI
CoELD N7 PEI 19 NU 8, Mur
b '1 1’(""*1 NS i0, D3 QI 480
§ Sinuang 20, PRN 12, Park: ndo
Pty wJ&I 3 Baperki 1, PETI 4,
P Buruh 1, M IKA]\M . GP.

Trombueiln, T1A TARTY 2 m  cuwwend




Hasil resmi Pemunguian
Suara

UNSUIC R DALAM DAERAR

PEMILIMAN BU-

KIT TINGGL

Bukit Pnged 16-10 {vIabuanl.
HASIL pemungiitan  suwras
untuk DPR pada tanggal &8
September  jang lulp menurui
pengumuman PP Sum. Tengah

jang lalu dalam dzerah peini:d
han kota Bukit Tingwi, jany ma
liputi 37 TPS adaiah sbb:

Djumiah zuara jang masuk
17,398, jung tidak sjah 223 dau
jeng siah 17.168, Jdengan periu
tjlan suara jung didapat par
tatforganises] afuy pardecyaig
an jalah.

F, 2. Partai Burnh i1l
F. 3. Ger. Pemh. Panija-

aila T4
F. 4. & Abidin «dkk 2
F, 7. Adat Limbagoe

Djambi 2
E.10. PRN @
.11, Surau Injik

Djambak 152
F.12, MTEKAAM 13
F.15. Partai Adat

Rakjat ) p1L
F.16. Dr. Rivaeil dkl s
F.17. Partal Naaienal

Indonesia - (Y
7,18 Partal Soutalis

Indonesin 820
F.20. N Dj Dt Mang-

kuto Ameh dis 83
F.25.. PRI 164
£.29. Masjumi. 1887
F.80, Partai [slum

Perti 1444,
.31, ‘Murba Pemb.

Proklaniaai o3
F.32. Partai Iusiam «

Iudonesia 3 271
F.33. Partai Kemuais

Indonesia 817
P56, Mubd, Xamil

. dichk, ]

‘F.37. Ikatan Penduiung

Kemerdekann In-

donagin 87
¥.39. Parkinde e 86
F.41, Hadji Muhem-

mad dkk, 4

F.42. Persatuan Pega-

wai Polisi RI £94
F.43. Baperki 52
£.44. R, Sodursono dkk. 7f
F.47. Partai Nahdlatui

Ulams (N1} 116
F.51. PPTL 27
.62, Ikruping i
F.53. Mr. Muhd.

WNasrin - g
F.6d. R. Aivnosapuire

ek, a
F.68. Mr, Mohi,

Yeamin dkk. \ Wil
F.59. Pemsji R
F.60. dohd. Sajang ! 1
.61, Sj. Bahrun 2
F.63. A, Temo ’ 2

Djumigh 17.183 ssdara, jaita
16,948 suare roelalui pemberian
suare kepada  Infrar don 220
siiarn melalicd pembovisn sasre
liwat tjalov. (3D}

— L —

Or. Servtesz  soludje

UNTUK DJADI NOCER FAK
KEDOXTERAN B TINGGL

e et . e -

Jatamsa
pada tanggal LG Mopamber 83

nitia djsndjiken meajauggup
menjedifian kebutuhan® M-
mul {ongganja, bpgal mana ke
heodaknia jang disukninja, t=
wiengensi  kevtituban?
meaubilairajn.

Dy, Schalelar wlah awenfais’
kan setudjz inenerima INWHTAD
mendjadi docent tersedul. ier
hubung denpan  Dr. Schudcisz
dalam 1katan/kontrax  belrer
dia pads Kem. Kesghatan, =w
ko iu berangkar ke Djakdr.a

untuk menjelesaikan sonl  ter
sebut. ) )
Soperti peruah  Jdikabarkacs,

isteri Dr. Schuleidz djoga seo-
rang abli, knbaipja dalam dmo

4| kKimink. Menuvut pihul Panitia

iknliah resmi fnkultas kedokic
ran tergebut sudah duoulai re
diak tanggal 3} Nopember jang

& | labe, (8DY

P O
sk

Haiuan, 18 November 1955.
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STALE GHAN TML I .

MASTUMY MENANG Di

S e o R

& DAKI

 KABUPATEN DI SUTWATERA
SEL.ATAN

Di Bengkulu Utara Perti membmpin

Patewnbanyg, 18-11 {Aatara).

CBGHAT-SURAT susre jang welal wasuk pada Panita Fewd

wa jang schurubiis berdjumiah 15
daerah Sumatera Sclatan.

Aogka® dari keenam XKabupa
Len tsh. jang daput dikataken
setengsh resmi menundjukksn
Masjumi menémpati kedudukan
jang pertama, kemudian menfa
sui NI, PKI dan N1,

Anglkad ini #dapa dari Ps
aitie  Pemilihad Neerah, sebe
nuw diadakan  penghituagen
kembali sebagai berikul:

Masjumi 179576, PN! gr.ad
PKY 35,147, WU #3855, PSII
e dan PSL 1058527
Irjumlah pemvilik

iang tecdaf
+ dalun nasing® Kabnpaten
Foian PBilewmbang: 1ad,
oy Birctlentn Asin: 123

41, Muara Enim: 141317,
Venghuly tara: 50,244, Bang
; DB.835, Bititung: 36.328.
tngrka® ind hetjuali  Palem.
Anlfh sngka jang div
s, ceh panitin Daerah
em Y Agustus jang  Ja-
djz belum termasuk ke
igkivan® mutasi dan arang
air jung. sudabh meninggal
T

Sunra jang nasul begi Ka
Lepaten Musi Hir/Banju Asin
soon Lerhitung diri Ke
Dabat/Toman  dan
me A ndae jeng mab
Lan punditlang g
Farngaisi sudra.

CIRTY ncmimgpia di

Renphuiv Vtara, }

Buat ‘eerah Kalupaten Ling

hulby Unari ternizin pariel

y i jngonesin aioy

iy verindn menting odlm e

e amam o, dapet cadeg

gelian olehr Zordi dalam djum

b fneg iuiajan. Perdd dezlam

¥l tan igi Medhosil meniea

sin dengan it stara 15 645,

Di Bungls dan Belitueg ads

2 inngs gainbar lainnja [ang

Jiugs mendapet soare jang .
Wia)ahs

Vi Gangds Baperkd berbasil

| enyuag ilkasn suara Jebih ha

ek davt (PRI, jaitn 52 cun
e

IR

I Eeigug Farla Suiash
hasil meadupat S.625 sude, o
itn menempati tempat ke-3 se
andah PNI dan Masjumi.

Di. Fngane Parfivdu,
eomor 2 !

Di Keti. Fugane {Bengholu
Maras, jang tadiniz disenszka
helrn reungkin dilakukan ve
mitnguist,  suara  serempak  pa-
da taogal 29 September, ternja
ta selesai dan Parkindo menda
pat suara lumajan dan mendu
duki tempat kedua zesudan Ma
sjumi, ialzh Masjumi 149, Par

Bhan Dacraf smeped bl Sahog jong lwat bars dart o Kabups

Kubupaten dan Kotabeasr dim

windo Wk, FR! 12,7 PNL S, N
VOESIT Y, dan I'SE AL
Diharipakan dlm sehaci dus
‘ni durl sawenh Lumpeng fker
G ey roun arst? suaca.
Di Yum. Tengah Ma-
sjumi menang
T Tiergl 1010 (Haluand.
Menurut KAPU Masjumi W
Iajnh Sum. Tengah gampai Sal
tu tgi. 8 Oktober, djam 13, ha’
ail® sementara dari angka® pe
mungutan suava Sum. Penguel
ternjats  Mogiumi  mendapat
angka jg. paling Besar. kemu

dianfmenjusut Perti dil.
Perintfinnnjs adaleh sbhb.

Mas]omi 592 LS
Perti 296746
PKI 72,299
PNI1 21,384
NT 22,008
PSI 16745
Selandjuinia ketjil sadja.

b

Haluan, 12 Oktgber 1955,
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Perobahan peraturan Pem.
mengenai pelaksanaan
Pemilihan Umum

Djakarta, .18-% (Antara).

. PEMERINTAH telah mengadakan perobahan dalam pératurnn-

i aja mengenal pelaksansan pemiliban umum, jaite PP, No. 9 tabun
+ 195+, atas pertimbangjan bahwa ketentean® dalam bebicraps pasal da
lam P.P. No. 9 tahnn 1954 itn kurang sesuai dengan kegdaan dibe-

berapa daerak .
Seteloh perobahan® ltu maka peraturan secsebur sebagal berikut: -
Pasal . "berluku  pada han diundangpion,

Pasal 43 Peraturan Pemerintah
No. 9 tahua 1954 diubah schingga
berbueaji sebagai berikut :

{17 Dijika berhubung dengan
keadaan setempat Panitia Pemu-
agutan Swvara menurut perhn‘.ung
an tidak dopat menerima surat- |
surnt suara pada
hingga tidalk dapat mengedakan?

pemungutan suara pada waktunju -

terschut dalam pasal 41 ajac (41).°
mala  Panitia  Pemilthan Kabu-
paten menerapkan tgl.  pemberi;
an suarz untuk diernh pemuagut
an suace ik

Apabila pida wakie gu dalai
daerzh  prmunguian suara juny
‘bersangkutan ada | tempat pembe
rian suara atau Jebih. jacg
dapat met‘g-ad:'.]-.nu pendserian su-

ara pada wa.mm,.l. maka’ untuk
FCDL.)C.’.dn sup-

‘témpat/tempat”

ra itu pe—.mungul.an suars diada-
lran  sztjepat mungkin

Apabila suate Panda P
itaDi pnd,

gl

(2}
milthan Kabhupaten bwis
hubrwz berdasathan  oslasan®
tidak tertantum dalun Per:
! Pemerintah Inl disuata wan dibe-
bercpa daerah pemunyguiin suara
tarae diselurul dacrabh pemungu
tan suara dalam daerab Kzhupa-}
tennja pemungutan suara tidek Jda
pat dilakukan pada tgl. tsh. dim
pasal 41 ajat (1} ataupun bor-

pendapat bahwa sahnja pomunie

tan- suara. tidak tecdiamin apab:
la dilakckan pada gl Hu d°
rah-daerah  terschut, maka
tin Pemilihan Kabupaten itn -
ngusuikan kepada Pemer'n’.m un
twhk menjatakag bahwa €
dacrah termaksud zidak aks
adakan pemungutan siara g
tanggal Jang ditearukem <l
sal 41 ajar {1).

walktugje, sc !

tidak

fAgar supnit cetmp urang dapar
nengetphainia, rmemerintabkan
pengundangan  Peramran Pemes
Cpntab fnd dewgan mepewpofian
daizm lembaran  Negare Repu-
1Ll Indonesia

H

Pandjelasan 1
H

Pelaksanisg pasal 63 Undany !
undang jang diatur daiam pasa;
41 aiat §}) Peraturan Pemecintish
No. 9571954, menentukan tangual
.29 September sebagai hari pewmn

npguetan suara untuk selurch Indo
| mesia.
P Llatuk daersh-daerah pemunys
tan. suara jang Hdak dapat meng:
dakan soara pada waktu tsh. i
pasal b ajat (1), maka pasal
-3 ‘telah memberi keluoggaran ke
*pada Panitia Pémttthan Kabupa-
ten untuik ménetapkan trnggal pem
berian sudra matuk  dagrah pemu
ngutan suara sw, -

Akan tetapl ketentvan pasa
itu hanja member: kemanghinis
untuk mengundierkan pemungttae
suara. karena terlombataje ditend
ma  surat-surat Sadja.

Dlen  carena sekarang b
an ada beberapa daerah }
yium  selesai dengan persi
! sinpan  jang d[p(‘l’lu‘\ﬂ.l vngid:
lzalzararp pomungutan suzra
renz pelbagai® alazan. maka -
lu dindokan perubahan dalmn be
berapa keteotuan-hetentuan  dls
- Peraturan Pemérintoh Mo, 27O

Perubahan jtu dxmakﬂ.d;can. 56
lain dari pada untuk wember? L

mungkinan kcpada dav
pemunguian  suara jasg de
uotuk  mengadakan p uu-un.n'l
syara lagi  sesudah @

dinga antuk mendjogo
jtertiban dan kelantiar
ngutan suara  teedjininin
, mungkin.

112

Jon seseduh tanggat

{3} Untuk doerath® ieng telah
dinjatekan tidak dapat diadakan |
pemuznguian  suara “).'ld.'l tau;,q"n}.
tersebut dalam pasai 41 aiat (1},

maka tanggal pemungusan L
ditctapkan olech Panitic - Pemii™h
an Kabupaten jang hursanghutan
selambat®njs it bulan seaudab
anggal s, dalam pasad 41 aia
1.

(4 Dater  meostapkin o

ta® Falam aj (1Y dan EEYI:
JQitogar supala Ketur Peaje
ra Peungntan Suara  mendapss
kesempatap sciiukapnia satel e
menirthi  keteptuan dalam  gasal
+7

L

Pasaf 2.

Ralsmm kedus dary pésad 78
ditambah dengan pw‘can:.m “prLE
kataan: . Selambainja dua ba-
toesebue o
ajat (147

Pasal 3

laar pasal 4i

Peraturien Pomeratab i mulai

Haluan, September 1655.

oo | nentrkan

Karenu
maksud
tdak  tertjantum dad
. Prmerintah maka s

an itu didjalankan dmgn

tardh  perlubieh peaustds
dapat
Berlhung
kau
43,

rat
dakasn pomugatan

{1}, selrndipuda ajec-

alasif-alasen

adalah alosan

izin daci Pemer'n
deagaa -
ajat-ajat bary  da
jang menghapnskac i
'p«.‘rta:nja;m Pemerintak natai o
davsah pewiuegutin s
mana jang tdak akaw 4
SUATA WS
tgl. jang ditetapkan pas.a! # a
a]
rl pasal 43 itu memoat ket

l|

t b

en

untrk menjerabian penetapun i
pemungutan $vars unluik dacrad

daerah pemungutan
demiiian kepada
an Kabupaten, Seland]
bahan itu mengatur

djangka ‘waktu

20 Nopember 1955.

terachir
MuNguian SuAra SIMpPIi

swira  ang

Panitia Pewilib

i‘!.h“!'! T
penbatagie
buat pv-

Langons?
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B aRIAN UMUMNAEION&L

& <"

7 08 SAPAR 1375 ~ No. 231 TAHUN KE VI |

Kampanje Pemilihan. Umum
ditututup tcl. 25 September
Dilarang tempel tanda gambar . dirumalira- |

mah Kepala Da&rﬂh |

Dijakartis, 20-9 (Antara).

DEWAN Keamanan hari Selasa’ pagi: ini. ber.s\id.ang diruangarn
sidang Dewan Menteri di Pedjambon untuk membxt;urak.m soal-soal
keamanan dalam hiibungan déngan pemilihan umum jany akan da-

tang.

o -+ Selain menteri® Jang duduk se
bagal ‘anggata dalam Dewan Ke
amanan, dalam sidang pagl hari
ini hadiz djuga-Djaksa Agung Su
prapto. Kepala:Xepolisian Negara
Sukanto, dan Wakil KSAD Z.
Lubis.

Mentert Dalamn Negeri, Mr. Su
narjo. jang djuga hadir dalam si
ang: Dewan Keamanan pagi tadi
menerangkan  atas  pertanjaan?®
pers, bahwa keadaan  keamanan
dafam mendjelang pemilthan wm
wr  nanti adalah baik.
~*Selandivtnia Menteri  Sunarjc
men;atakan. bahwa pemerintal
memutuskan untule menutup
panjc pemilihan  wmum bag.

2 i'forganisasi diselurub o

sty .etopat hari sebelum dila

- tukadinia- - pemungutan  suara ig

- 297 Sep{embef jang aken datang

kétlnali"antuk Djawa Barat, jaita

-daerah® Tasilunala;a, Garut dar

Tiiamie,. sepettizsudah dikabarkar

.kampanje pemilihan umum ditutup

_zatu mingga -sebelum pemunguta

- suara,

Di )itanja- tentang kemungkinan-
xemungkman akan ditawarkan
nja amoestie” umum kepada ke

. um pemberontak® Daud Bedreuk

cs. seperli apa jang sudsh ba-
njak dislarkan oleh pers, Menter
Sunarjo menjatakan, bahwa hal
“itu:belum dibitjarakan oleh ka
“binet. _Tapi, %ata Sunarje, me-

. nurut laporan® jang disampaikar

kepada pemerintah dari  daerah
dikatakan, bahwa pemberian am
‘mestie kepada kaum pemberonta’
memang dapat’ dzharapkan «3kar
membawa perbaikan™ dilapangar
keamanan.

Déwan Keamanan Nasional it
diketuai oleh Perdana Meater:
" BurHanuddin Harahap telah me
ngeluarkan surar edaran jang pr
da :pokoknja melarang ;pemasang
an tanda gambar daf{’partai® dai

éfseorangin dalam ‘penilihan iz
jahg ~dkan:datang”di rumah-

. mma;b;- kepala” daééak  diseluruh

Indonesia,

Jang dimaksudkan dgu kepala®
daerah itu jalah, Tjamat, Weda'
na, Bupati, Residen dan Guber-
nur, ' *

Rapat umum front

Marhaenis di Solok

HARI DJITMAT DJAM ¢ PAG)
Padang, 22-9 {Haluan).

Rivai Marlaut, pengurus PN

Solok minta dikabackan, bzhwa
pada“hari Djum'at tanggal 23
September. djam 9 pagi, bertem- '
aat dimuka kaptor Bupati Soloh |
akan diadakan vapat wmum Front I
Marhaenis, dengan 4 pembitjara |
amanja, je'iu:
" Ex. - PM Al Sastroami djojo
{Pak Ali}, ex Meateri Perbul.ong
i Dr. AK. Gani, zx Gulzrour
jumatera Selatan Dr. M. Isi dan
Sabilal Rasjad,

Demikian dikabarkan dan meng
harapkan kundjungan jang mertah
lari masjarakat Sclok dan sekitar
a.

Haluan, 22 September 1955.
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“Pemilibay Unzum -

Masjumi
79 kutsi dalam

P.N.L 53, N.U. 46, P.K.L 34, P.S.LL 8, P51
Kiesquosien di Djawa lebih tinggi dari

diluarnja

Bukiwingyi; 14-10 (Haluan). .
SETELAH mefibs wuiha” wementara dari berhagaj daerdh di lo-
donasia memyenni hest puswngatan suara eatuk memilib anggota
DPR, kulengun auiitih i Bulittieggi berpesdapat, bahwa Ma-
spami shoa tetup mendoduii bers? rerbanzale dalam DPR. diiringi

< pleh BNI, NI dan BKIL

wm hub ot e liyptn mdiboi poda | diumlab

i Lebil z'an a guarn diberbagai su
terdogatnfi kerdja antara niat eabe ap hati, tetapl dari
-‘f.t\,,.:.:;i. EN dan T : Vemaativam-matizm  kalungan  jo
aentukan Ka' : =1utaJ i, telak diskui, bahiwa
J;umhh ~.Llrs5 vamnk  Masjoui
1] b-]ll;ur dari hainelnie

p:l timmbangan jany d

u T

i
b

.(Hl-lit_,)«!ﬂn.ﬂ il gl g nm,:.u di
lagl. .\<tun-wv.3 dalam

jary d
Rt ) EHT I st

suns uul_gan l\ms,u.m. shi
barteatangan dengan PNIL
\rimgmax kemunokinan el
ama dengaa PRI Yalangun poli-

maka kiva-kirs 1316,
Tirur 155.0G0, Dia-
173000, Tiawa Ba-

&
tik terse'bu. berpe*tc'._aput satu-sa szdang watek Semmte
tunjz jewg mungkin ek PN L wiara 120000 dan
dapi terajata NI lzhih 1ondong

ada partai-partai 5lam tadi. Hal tatu? l:auc‘; gam

Haluan, 15 Oktober 1955.

itaksir akan dapaot

CAguung dalam sidaagnjas jang ke-

‘Djody Gondokusume telah mende

anegara.

mana memberatkan kejukinan o oty mendapal s
cak masa jeng aken datang. ra 5eh.m.-.zk "1‘13!\:1 ngka ¢ as-*but
’ erenutrut dacruh pqnhhz'nn;a akan

N e\mja:—a_x:;'.s: SREULACR § J17

v

M engenai acgar® sementara kai o bl v nasangen
langap tadi’ menambahkau, scka-’ bu" tc-ah m._.ub..z:.l anitjar-antiar

" lipun wmumnja masjerakod

He. Dactah pt:nm.!mn

iz D;aa(ana Raja H
2. Dawa Timnu 12 b
3. Diawa Tengak i Ht:
"4, Diawa Bacar - T 3
© 3. Susizicra - Selaras ; f 2
o, Sumatira Tengabh ) - -
7. Sumaters Utarn 5 3 I
3. Kulimantan Barat T - y
#, Holimanran Selatan B 2
i, Kalimautan Timuy : 5 §
1 Sulawesi Uhna/ Tengah N 1 =
12, Sulawesi Selatao 4 i 2
3. Maloku . = —
14, MNuwn Temggers Fimar ! H
15, Nusy Feoggara Darai J i
16, lriza Barat (asgyotu - -

: snghatan)
l) H U M. i i

hui L;m.m letie gy dan

—————— e

DPR

6, DAN PERTI 3

Landjutan pemeriksa-
an perkara Mr.
Diody

Svdah 15 saksi diperilisa, Mr.
Tan Po Goan akan diperiksa
Sabtu ini

Djakarta, 13410 {Antara).
Hayri Kamis pagi-ini Makkanah

VIl untuk memeriksa Perkara Br

ngar keterangan® dari saksi- suksi
Darmansiah Mansur, ~ Johannes
Mazm Westplat, Suwenda Kar
Maridie Denukuswins
dan Wach:d Sutan Radjalelo, ¥e-
samuania anggeota ataw bekad® ang
Joba ERNL
Penyan pemeriksean fisao vrang
kst itu, sampei hari i Mahka
muh Agung relah mendengier kete
A 15 dan da
ung fandjulan ha.l Sobtu jg
shan dotang mweasile akan & perik
it saksi terachic, Mr. Tan o
S, sedung i salsi Jain
jung prus i
Liagai Orapg jiag
o uang okowmisi entuk urisan?
s, jdltu oubag:o sampai ha
i belus/ tidak ditetenuian,

stil“lli!

alnh .‘szksi’

tnh

L:-J
hagie ddak diketemb

18 arang.
DAL Ty

coll )
13 5 :
1} 3 '
3 i0 ,
H ; i
2 ; !
o ] !
* 3
3 4 '
3 oaatuk FE) o0 BSIT 80 Pre-




- 1Di Kab. Sook
55775

DI kAB. SAWAH LUON TO/SDD, DJUGA [AST
MI LEA_DINGO ) 'MA' U

Padang, 12.10 (Halaan).

Sampai tgl. 3-10 jang lalu di-
kabupaten  Solok baru jang
sampai Hasll® pemungutan su-
ara 9 ketjamatan dari 12 ketja
ten tersebut, jaitu ketjomatan
-Kubung, X Koto Singkarak,
Bukit Sundi, Lembah Guamanti,
Pantai Tjermin, Lembang Dja«-
Ja,, Sungai Pagun, IX Koto Su-
ugai Lasi dan Talang dalam
tempat® mang Masjumi menda
pat suara terbanjak jakni:

Masjumi 65775, Perti 19134,
PKI 3156, PSI 680, PSII 520,
Murba 338, IP-KI 236, Sibirtz
ang 868, PRI 219, MTEKAAM
278, PNI 186, Baperki 7, Par-
tai Buorgh 72, PPTI 10928,
Parkinde 30, L.b{Isa B, Sjam-
su Bzhrum 11, Pemsji 339,
Partsi Rakjat 10, NU 544, PII
1836, H, Muhammad 5, Mr.
Nasrun 14, PAR $8, Gerakan
Pembela Pantja Sila 28, Mohd.
Nur Ahmad 9, Ishak Rffendi 2
A.Tomo 1, Sudarsonc 11, PRN
15, Surau Injik-Djambek 8,
Adant Lembaga Djambi 2, 8.
Atmosaputro 12, Yusuf Nasri
8, Nauman Djamil Dt M. A-
meh 2, R. Wirjowibacdjo 4,
M. Kamil 1, A. Muluk 19, M.
.‘33ajang 1, Rambah Hussin dkk

- i

DI KAB, SW. LUNTO/SDD
MASITUMI MENANG.

Sementars  itu dalam kab,
Siawah Lunto jang telah ditexi
ma oleh PP Kab ndalah seba-
gal berikut: k

Masjomi 22,888, Pertl 13303
PXI 4104, MTKAAM 1329, PII
2048, PSII 2100, PSI 1338, Bu
tuh 31, GPP 24. %. Abidin 3,

Ishak Effendi 9, A.L. Djambi,

7, PRN 63, S.1. Diambek ' |y
N.DjDt. M. Ameh 5, 2. Rep.
14, A. Muluk 37, JMurba 293,
R. Wirjo 8, M. Kamil 4, 17.X]
252, Parkindo 204, H. Mutamt
riad 11, P3RI 240, Baperki 13,
. SBedavsene 17, PRI 3, Nif
228, PPTI 2829, [krapins 31,
Mv.Nasrun 14; 8. Atme 17,
M.N. Ahmad 14, Mr., Mohd.

Haluan, 13 Oktober 1955.
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Ma.ju.ni dapat
suara

Yamin 189, L.M. Tsn 13, Pem:

run 25; R, Husin 2, A.Tomp 3,
Jusuf Nael 7. !

EKUANTAN MUDIE PERTI
. DIATASN.

Daiam pada itu dalam ketia
matan Muadik Indregivi ternja-
ta Pertl diftas dengan bnsil®:

Masjumi 2700, Perti 3990, M
TKAAM 579, PKI 28, PSII 17,
PNI 3, P3RI 18, sSibiauang 4,
PSI 1, Murba 8, Burih 2, IP-
KI 1, PPTI 1, Perasji 2, Sjam-
su Bahrum 8, Parkindo 4, M,
Nur Ahmad 2, R, 3udarsono 1.

——

Koo  Ketjil
Boud ol

Ne:geri jan-g‘ rerhaik dalam
kabupaten Pazaman.

Lb. Sikaping, 9-10 (Haluan).
Bertempat di l.cos pasar
Kumpulan (Bdéndjol) ~ieh Ass.
Wedana Boadjsl telzh diada
kan pertemuan untuk perajanu
menerima hadiah dari Pemerin
fah Prsat sebaniak Rp. T000,--
jang diserahkan kepads Nepe-
i Koto Hetjl dalam Letjama-
tun Bondjol zebagai negeri Jg
Eerbaik dulam W abupasen Pasa
PHIHTH .
- Dalam periewsen  ind hadic
Reslden Sumatera Barat Su-
j mardjite dan Wedana d/p Ha-
| maroc’ddin dari Pudanz, Bupa
" ti Kab. fasaman, Kepzla® Dis
watan, pemimpin® partaiforga
niszai dll,
| Setelah Ass. Wedana AN.
1 Bkj.'Sati Lelo selaku Panitia
mengutjupkan  terima kasih,
beliau meminta kepada Bupati

untuk memberikar pendjelasan-

tentang hadinh tsh. 3
Selesai pendjelasan dari Bu
pati moka kata sambusan dibe
rikan oleh Residen Sumatera
Burat. Sctelah belian memba-
tiakan diploms . jang ditanda
tangani olek  Menteri Dalem
PMeogeri Sunarje, langsung dice
raikan kepada Hepain Negeri
Kote Ketjil  besorta. u-
ong zubanjok Rp. 5000,—- seba

gai Eadizh  hari ulang  tahum
ke X R.LL
Kemudian sebagai etjapen

terima kasih herbitjara Dt. Ba
gindo Kali dan  Ass. Wedansn
Bondjei lang mewbimbiug ne-
geri Koto Ketjil kealam kemn
ajuarn.

Danat ditambahkan agi bak
w2 ol W Djawsaian Soesial lkabu
puten: Pesaman pada hurd it
djupe. akan  Jiadalan knrsus
Sosie! A df Pasar’ Humpulan
dengan pengilat 0 srang ror
divi dari pembmpin® parteir/or-
ganizusi dan tjerdils pandai se
Taraa 3 hari dengan wenitil be
ratkin aliin memberiksn suln-
ran kepiada  pengtkotaga agpar
uamy hadiah pang asbssjak 2p
000, — dapat didiadilsn -
Ba0 suizii aabn hedided, wamal
njf‘x dengan membuar dint buseh
i

ari Katd Katjii,

—— = e

sjill4, M. Sajang 1, Sj. Bah-

hean dil. jaog kavhnjaan |

2wHALUAN"

T e i ————



Haluan, 27 September 1955.

| , Méldld]eldng -

. Bila kita mez-ima”..su-'

rat ‘' pemberitabuan 7

.Surat pemberthuan” akan i
bagi-bagikan ‘kerpda pemilth, s
lambit-lambotoja . sampal’ 3 hari.
sebelum hart pemungutan suara.

! pemberitahuan (ni*rerfantung Ry
pada panitia penjel:nggara pemy
nqutan suara tlap tempat. DI
Djekarta pisalnja. sirst-pemberi
tahuan sudab -dibagl-bagikan se.
djak tgl. * 20,Septémber. sedang
‘kan untuk -kabupaten Agam di-
. ymumkan ‘babwa |, surat-pember!
| tahuan akao ;dibaghbaglkan mu
I1ai tol, 25 -September: foss. Teta
‘pi jang sama; diselaruh Indonesta
‘ialah.'v bahwa surat pemberitabu-
'an ini selambat.lambamja sam-

pat ditangan_pemilih pada 3 hari|"

-sebelum hark . pemumgutan sua-

_ Untik daerah Kabupaten Agam
diimumkan pula, bahwa djika s
orang pemilih sebelum-tol, 27 Sep
tember 1933, belum; menerimz
surat-pemberitahyan, -maka i
boleh; memintanjp “kepada pani
tia -penjelenggara fomungutan su:
ra :d‘tempat fdinmnat, dia} didaltar
Jeag-dalu, 7 < 5

+ Tetapl perla, diketaluil bahwi,

- pemugnutan suara dapat-mendja-:

lankan haknja sebagat pemilth.

" Harl mulai membagikan surat- -

curat:p¢mberitatitan Yadalah;se

Pemungutan

L 7 Svara

milth, bahwa la map pada harl

Djika -kebetulan surat-pemberita-
bhuzritu tidak kita terima, sedang
kan kita sudah, mendafarkan di
ti. maka pada-hari. pemunguian
suara bolehlah djuga ia-membe
rikan suarana, asal'namanja adal
dalam..daftar pemilih jang dipe-
gang oleh ~ pecitla pemungutan
suara dltempat; itu. i
Didalari - Surat-pemberitahuan
it dlmuat: nama.pemsilih, nomor
pemilih, tempat pemberian ‘siara,’
waktu pemberian suara, dan su
rat inl ditandatangan! olch ketua
P.PS. ’
Moarilah- beéramal-ramal menibe
rikan foara pada tgl. 297 Septcin
ber 1955, harl pemungutan suara !

PATIU KUDY DI RIMBO
EALUANG DIGNDURKAN.
TgL 9 dan'10 NDktober.

i
Padang, 27-9 -(Haliuan), !
. WALLKOTA Pailang - iz

“kématin menérangtan, bahwa!

atas permintaan para pemilik
kuda, muka patju Luda dige-
langgang Rimbo Kaluang, jang
menurut rentjananja  akan di
'151ak_an5tgl. 2 Oktober jad. ini,

Wn_ﬂpd{ggl 9 dun 30

gt W P e :
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Bukit Tlnggl i- 10 (Haluan)
Menghubungl. beritd . kemaren
sekitar- hasil® -peraungutan: suara

TPS No. 29, digedung
Serambi” Djwt: Perta

"pian Islohs
Masjuml " 373
PO - 3
H. Muhammad dkk. 1
Murba - 4
Sjamsti ;Bahrun 2
Psll 10
Ger. Pent, Pantja Sild - 4

N. Dj. Dt. Mangkuto -
Ameh
Adat ‘Lembaga Djambi

R Sudarsena

Mr. Mohd, Nasrun
Mohd. Kamu

Ipkl .

Fartal -Buruh

Perti

Sibinuang

"PKI '
PNL

Surau Injik Djambek
P3 RI
Djumlah surat suara jang ma
suk kotak.635; jang sjabh 618, jg.
tidak -becharga: 17

Pada TPS Neo. 9, SR
Aur Tadjungkang

'ﬂu—wmgmztﬁg%wqw—n-—-—_—-

Masjumi 350
Ipki g
PS5 12 -
Nu A |
Pertt 3
~ Surau Injlk Djambek 5
Murba 2
P3 RI [
Sibinuang 29
Gergkan p. Stla 2
PNI 10
PK1 18
PPTI ~ 7
Ikrupins 7
N. D). Dt. M. Ameh 6
PSI 18
Partal Buruh 1
PI 1

Djumlah surat svara jang ma

suk kotak 530.

dalam “kota ‘Bukit Tinggl "adalah|
sebagal berikut:

Hasilz Pemungutan Suara d:k;‘__ta.«'
Bukit Tinggl '

- Sibiauang 12
PKI i

' Murba

' Partai Buruh

.Partai Buruh

(A, Muluk,
~ Pertd

TPS'17, SMP Makhéting
dijah, Birugo

Masjumi P 297 ),
Perti N7

PsI : glral
BNI F

Sr. -Injik . Djambelk
Tkrupins

b5l -

D¢, M. Ameh

P3 RI’

Ger-Pem. Pantja Sila
NU

U 13 e Uy 80 L

D1 Podang TES No. 9,
‘Puris

Ger, Pem. Pantja Sila”
Adat Lembaga Djambl
PRN

MTKAAM L |
PNI

BSt . -
‘Partal; Rep.

—

o
%

un—-o;n‘--fs&?-l.hlﬂl

Masjumi

L]
~3
b

Bt et

—
(5]

Murba
Pl

PKI
IP-KI
Perkindo
Baperki

PR

PRI

698@@5*3%“M‘

Kr. Mahd. Yamin
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Masjumi 484 . ‘
P -

Err—

i

- Gcr Pem. Pant]a $ila .

Haluan, 1 Oktober 1955.

TPS No, 28, gedung PGI |

17

®
o
g
E“’
[

-PsIt
Sr. Injik Djambek
PAR

Dr. Rival
Mohd. Sajang
P3.RI °
Perti

PSI

—

[ : o
H“"““N‘Jumq-uhg-ao--qmm

Pertt 30 .
Ipki 14
PKI i35 .
P37RI < 10
H. Mvhammad dlck. -
Ger, Pem, Paatia Sﬂa ¥
Murba s

Sr. I D]a.m.bek

qukindo v
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Haluan, 29 Januari 1955.

SV IX

Mr. Burhanuddin Harabap : %5

pentjalonan

Kalau partai opposisi madjukan
usunl tidak dihiraukan, malah
ditjurigai

D} 28/ I{Antara). % . .
ﬁk ;ﬂ;’URHANUDDIN HARAHAP, ketua fraksi Masinni dlm

Parlemen, bechubung dengan pengunduran batas djangkn wak
te pentizlonan anggota® DPR hingga tanggal 28 Pebrunri 1955,
memberikan keternngan tertulis
berikuot:

Masjumi sesalkan tindakan Pem. jg
telah 2 kali undurkan waktu

pda . Antara® antara lain seleegad .

Pengunderan Hatas ~wakine pea
tjalonan ftr adalah aniuk kedua
kalinja, Semuala batas wakiu ito
_ditetupkan olch kabinet dalam PP
No. 9 1ahun 1954 jakni: Pada
tanggal 15 Agustus 1954 semua
surat? pentjalonan harus  usdah
ada pada ketua Panitiz Kahupa
ten,

. Tetapi oleh Xprena kesatahan®
' pemerintah sendiri dulam menje-
jenggarakan - persiapan®  terhadup
palaksanzan fase®
dahuu, maka fase pendaltaran iz

ttadinja telah ditztzpkun pemerin- |
;tak -endif dergan PP Nno 9 iag

chup 1954 teresbul terpaksa diup
! durkan, dengan akibar djangka®
! wakw selendfutnja terpuksa dige
1ser pula, Begitulah Adengen sua
Tt putusan kabinet tefwh dibuat
sty djanghka wakiu jang

fialonan jang mcliputi masa hing

fea 31 Dijanuari 1935 unwk pe-
autugan pentjzlanan anggota PP

| ® cdun hingga tanggsl 28 Pebrua
1ri 1955 dnuwdk pepuivpan  penibn

'faaan anggota® Konsituwmz, foio

 beyorti, pengundaran 5% budan

“gal 31 Djanuari 1955 Kia diun
durkan lagi untuk kedus kahinja
I h,ngpa lunpggal 28 Pebruas 1955
Juadi wotal pengunduran dengan
6l bulan,

Masjomi samzat menesalkan

.
'
i

puriai® jang tadinja mengangpgap,
balwwa tangeal® ddari fjanska wak

jang terlebih

baun
i unteh Fase® pendaflaran das fen’t

s Ke langt

justrukst PPI, tidak  dibaraplkan
olell pemerintah dan malahan di
tjurigai sebagai hendak mienge.
Jur® peivksanaan pemilihan wsi
Jur-ulur pelaksandan  pemiliban
upmem.

Tentung  persiapsn®  Masjumi

menpenai pentjslonan anggota D
PR, Burhanuddin  menersnghan,
bahwa Mausjumi teluh selesui Je
ngan sjaral® jung diperlukan vn.
; wk pentjalooan iw.
Sodah ady understanding Je-
i ngan Masjumi diwilajah? (Propin
D si} supaja thnggal 20 dipaXai so-
bagai antjzr® untuk memzdinkan
+ surat pentjelonanni.

Menurut pengetaiian My, Bur
hanuddin. jung hingea Kinj telah
menjempaiken ssut penlialonan
salady Kabinanwn Sclatan
tangpal R jang ladn: Diewa -
y mot pady tanagal 20; Djswa Ba
rul beberaps huri jang lale dan
Diakurta Ravn pida hari i

anguap perdn menziul urkun se.
kali lagi fepafa pemerinfah wee
vk menjusun djamgta® walito se

hingea tiduk meleset pula sckali
tagh, hal mana nant akan meng-
abibatkan sikap wasa bodoh sz.

i. sapnja tuh
i Dika dem
tu dari hy

akan dj
fan fet
H pen
i tidaklah almt

Hur e
iogubapnd

tu jang disusun oleh pemerinth | Jang dikclreadaki oleh };em'.-riul:rh

“im]uk:m pemerintah ini, kuarena
1
1
1

Pijer helzka

, tdaluh serius dun benar® akun di
: i« tegud, ternjata Wawja un:
dan dapat  diwlur”

semdird,
Demikinn Ve, Richaneddin,

paa |

Mr Duclitnuddin masih ureng :

landjulijn dengan sehaiicujn, se

Mr. Burumuddin Harzhap

Tetapl kalau oleh partai® opo
i sisi dimadjukan vsul supaja djang |
| ka waktu pendaftaran pemilih Ji!
e peipandjang Jdengan satu bulan,
1, karenn menurut  Kenjataan ne-
i’j mang masih ada daergh? jang di
ji lnar hesalahannja sendiri beltum
i| selesi. dengan pendafiarun maka
parta¥ pemerintah menginsintcer
1| bahwa ada partai® tertentu — ije
! Jdiamabsud ndelah parai opposisi
i - jung hendak mengulur® pelak
\ sausan pemdithan umur, Dan da
i larn benbagai lags, pemerintuh ja
i| sekarang ini telah mengembori.
I| kan, bahwa ia benar® hendak me
'| taksupakan pemilihan umum de-
nean sebaik’nja dan seljepat®nju.’
Purtai* pemerinizh telah ,over
schatien sendiri djangka® wakiu
jang telahi ditetapRuanja sendiri

Lernjatit tidak dapal di
J| penuhi oleh  partai® pemerintah
sendiri.

Adfjakan Masjunti kepada pene
rintsh dalam rapat? kerdja dulam
seksi G di-Parlemen supaja tne.
njusun diangka- waktu jang dups
dipertanggung  djuwabkan  kalau
faneg uga Xuas, lebih hras dari iz
ieloh ditefspkan dalam PP No.
Y tabnn 1954 dan lebih Juas duc
djangka waktu jang dimuaf diin

nieh pemecintsh, terutama mcou.
© et kebutnhan partai pemerintab
sendiniy kalio partai®  pemerintah

belum selesai melaksanakan sesua
t tu fase daiam menjelenggarakon
! pemitihan s ini, maks batag
. hatus diapghka wakto fte diundur,
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d-lam Pemly

:: - . K 'w'_fJ‘. S e
T RAMPANIE” PENILITAN

B. Tinggi 249 (Haluainr.

. DALAM rentetan _fsmpanj.
pemilihan umum, oieh KAPU,
MASIJUMI Wilajahk Sumaters
fengal telah ditugasiun kepa-
la 8.J. Mangkuto dan Doasky
3amad sbg tijalon Masjumi wn-
L;uk DPR, serta Djufrie Soellhu
gy deri KAPU Wilajah Sumute
.4 Tengah untuk mengnndjungi
.lasrah Kabupaten Dnsarian se
ljak dari tgl. 16 5/d 2C Septemn
ar 1956, Negeri® jang dikundju
igl antara-lain  Ketjamatan®
.mbuk Sikaping, Rae, faly, U~
wjung Gading ,Alr Bangis dan
wondjol. -

. Ditiap® tempat jang dikuncju
Agi tersebut djuga ditaruti oleh
Juslimat Wilajah  Sumstera
‘Pengah Ratna Sari, Maimunah
Rahman dan Asma Malin.

* Antara lain pembitjuraan S.
7. 8. Mangkuto dengan meadje
laskan setjara perhitung-ib le-
-aat, ummat Islam  pasti me-
dang karena anggota partai Is
jem dan ummat jang berdjiwa

TEN PAS.

ummat&.lbl 3411 gpésti m&nan@

han Umum .
MASTUMI DI KABUPA-
AMAN.

1elesal, penembusan  gawang
penghablsan- aken ‘menentukan.
«alah — menang antara hedebe
lasaty Islamm dengan késebeiasan
sati Islant, maka tanaga  jang
tkan dikerahlon dalan wakite
Jima menit hendaklzh merura-
iak tebnga jang sportil.

Selandjutnja oleh sdr Djoef-
rie Soelthuny ditantang de-
ngan keras utjapan® dari pihak
jang: mengatalkan ,Islam tidak
berhak mengatur negara”, dan
,Quran sudzh kolot tidak pan-
tas lagi didjadikan pedoman da.
lam abad ke XX" ini. Pembitja
ra mendasnrkan kepada sedia-
rah perdjuangan Ummat [slam
jang:dipelopori  oleh Tenglu-
Umar Djohan Pahlawan, Tuan
ku Imam Bondjol, Diponeguro
dan- Sulthan Hasanuddin serta
lain®nja jang semaanja itu para
pahlawon Islam. Pembitjara
mendnjakan mana sedjarah yer
djuangan Kominis dan Nssisna
lis didalam masa beratus tanun

{slam di Indonesia ¥2%o, <ap se
itin dari itu mengingat Jjuga
sepada ideologie jang dianut
oleh golongan Nasionalis tiduk
meluas, sebab™nja molif® dari
paham Nasjonalis sudah tidak
#da lagi, karena janyg menjebab
lmn tumbuhnja rasa Nasienalis
adalah akibat dari pendjadja-
ngan Belanda jang silam, sedung
‘kan pendiadjzhan it sudah ha
pus tandas duri Indonesia, dgn
sendirinju factor® jang mendo-
rongkan Nasionalis izk ada la
‘gl. Djuge didjelaskan oleh pem

Kominis, dimana 'menarul sdja
ran Kominis sebaygsimana keju
kinan Darwin. bahwa manvsia
int adalun berasal dari ,me-
njet” (kera), maka di Indone’
4} pasti orang tidak akan mau
djika dipanggilkan ,,wahai BA
NI KERA®Y, akan tetapi masih
mengeku sebagai ,BANI A-
DAM" atau berasal dari enak
tintju Adam.

Ditegaskan oleh pémbitiara
berdasarkan kepada perhiting-
an jang njata itu, maka I3lam
pasti menany dalam pemilihan
umum dan s:ain  dari Islam
pasti kaluh. "

Olech Dersky Samad didjzlas
kan getjara populer poiznai Um
mat Islam di Indonesia, dgn da
sar itu tidak pada tempatnjz
Ummat Islam membikin kcka-
| tjauan dalam Negara R.I jang
diperoleh dari hasil pengurba-
nan (_Jmmat. Islam jang bukan
‘sedjkit, tetapi  sebaliknje hita
ummat Islam hendaklah rieme
ilthara keamanan itu dengan se
kuat* tenaga dan usaha. Perta
ma® untuk mengendaliknn diri
dalam Pemilihan Umum, sekin::
nja memang akan.ada segolnng
‘an orang ingin hendal nmicig-

‘gdskan puln oleh pambitjarn de
uj_ka'.‘ll‘ djangan membiarkan vimg
gung mendjadi ,tabub Djun
‘at Jang dipuka?l denzan Uik
membaias aleh pengaliau® terse
but. f.
TNjuga pembitiara meneyrasiz
didalam kompanje... . jang sokn-.

Viting sélbaret bermain hanipi
. 1

pitjora seldtar. pahain Sopialis| lagi kehendak Islam

jang telah lalu, hanjz jang zds.
perdjuangan Islam karena rah

lawan jang mempelopori reva-:

lusi itu adnlah orang? jang ber
djiwa lslam. Dengan dasar itu
berhak sekali ummat Islam me
ngatur Negara RI. dan pada
tempatnjs  Quran dan Hadist
didjadikan dasar dari Negars,
karenz nientFit ‘sengertian da
ri demokrasi

mendjamin kehendak rakjal ter
banjak, dimana ‘sljika rakju
terbanjak sudah terdjamin ape

jang ketjil akan terdjamin de
ngan sebaiknja. %
Djugn pembitjarz menjnia-
kan darihal  tudjusn Masjupi
ingin menang dalam Pemilihun
Umum adalah karena mengi-
'ngat dari hakilat kehidopan
~ummat Islam di Indonesia su-
* dah berlarut® diselubungi Fe-
Eafiran sedjak dari beratus ta-
hun jang lalu, sekalipun pada-
wakta ini kila sudah merdeka
10 tahun lebih toch djuga magik
didalaan hukuam?® jang hertenta-
agan dengan  edjaran Qurar
dan Sunnah. Pembitjura menje
butken scbush ajat® L MAN
LAM JAUEUM BIMA ANZA.
LALLAII FAULAIEA HU.
MULKAFIRUN” (siapa jang
tidek menghukum dgn hukuom
Allah mereka itu kafir).

tjau pemilihan wmum itu laota |
ran telah jakin akan kalak, ditc ",
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didalam negura:
kita hendaklah terlebih dula’

dongal.
sendirinja kehendak golongal

Haluan, 27 September 1955.



